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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023, serta adanya
perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka
pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950



(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);
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20.
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22.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);



23.

24.

25.
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27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
486);



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021 Nomor 2 Seri D Noreg Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur 13-238/2021);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2022 Nomor 35 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7



Menetapkan :

38.

39.

40.

41.

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor
7);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022
Nomor 90), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2023
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2023 Nomor 46);

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2023.



Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 (Berita
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 49) diubah sebagaimana dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota

ini.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Juli 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO
ttd.
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
Sekretariat Daeral} Kota Probolinggo

HENDRA KUSUMA, SH.
NIP. 19830930 201001 1 015
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1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Peran Strategis RKPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi. RKPD dimaksud adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan, proses dan muatan substansi dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2023 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun tahapan dan
proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 meliputi :

a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
Penyusunan rancangan perubahan RKPD dimaksud dimulai pada awal bulan Juni
dengan berpedoman pada RPJMD serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai
dengan Triwulan Il Tahun 2023.

b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
pada Minggu ketiga Juni, maka rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi
Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Rancangan akhir perubahan RKPD ini dijadikan
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD.

C. Penetapan RKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
Perubahan RKPD Kabupaten/Kota harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan
Bupati/Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli setelah mendapatkan saran
masukan hasil Fasilitasi Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
tentang RKPD oleh Gubernur.
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Perubahan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena :

a. Menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

b. Menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dimaksud disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai
landasan penyusunan rancangan perubahan APBD;

c. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program
kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan Kkegiatan
pembangunan tahunan daerah. Perubahan RKPD memuat penyesuaian atas arahan
operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh
Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai
dengan Triwulan Il (Triwulan Dua) tahun berkenaan;

d. Perubahan RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD ini dapat
diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Tahun Keempat
dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 — 2024. Sebagaimana ditetapkan dalam
Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dimaksud, Tema Pembangunan
Kota Probolinggo Tahun 2023 vyaitu: “PERCEPATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR
UNGGULAN KOTA PROBOLINGGO YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI
INKLUSIF.” Tema pembangunan dimaksud kemudian disinkronkan dengan prioritas dan
kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana
amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77. Hasil dari sinkronisasi tema
pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023 berdasarkan tema pembangunan tahunan
RPJMD dengan tema pembangunan Nasional sebagaimana dimuat dalam RKP serta Tema
Pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimuat dalam RKPD Provinsi Jawa Timur
maka ditetapkan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 yaitu :
‘PERCEPATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN".

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 ini tidak
dilakukan perubahan terhadap Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
yang akan dilaksanakan hingga akhir Tahun anggaran. Penyesuaian yang dilakukan pada
tataran penyesuaian atas potensi pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah yang
berdampak terhadap penataan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah hingga akhir periode perencanaan. Dengan sumber daya yang
dimiliki, Pemerintah Kota Probolinggo bertekad untuk mewujudkan tema pembangunan
Tahun 2023 tersebut secara optimal dalam bentuk program dan kegiatan yang nantinya

akan dituangkan dalam Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun 2023. Patut disadari
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bahwa dengan penetapan tema pembangunan dan program prioritas di atas, terdapat
implikasi serangkaian agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program
kegiatan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023. Dalam kerangka perencanaan,
Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 ini menjabarkan rencana strategis ke dalam
rencana operasional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Dalam
kerangka penganggaran, Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KU APBD) serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) Kota Probolinggo Tahun 2023.

1.1.2. Urgensi Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan data hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2023 diketahui jumlah SILPA sebesar Rp. 184.330.943.845,35. Pada APBD Induk
Kota Probolinggo Tahun 2023 untuk Penerimaan Pembiayaan telah dianggarkan SILPA
sebesar Rp. 140.000.000.000,00 sehingga terdapat sisa SILPA yang harus digunakan untuk
tahun berjalan 2023 sebesar Rp. 44.330.943.845,35. Adanya SILPA yang dimaksud menjadi
latar belakang utama urgensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 mengingat potensi
keuangan dari SILPA dimaksud dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas
belanja daerah yang belum mendapatkan prioritas pendanaan pada RKPD Induk dan APBD
Induk serta Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 juga terdapat beberapa kebijakan baik pada
tingkat Nasional maupun Provinsi yang berpengaruh terhadap kebutuhan perubahan
rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan sehingga
perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan APBD dimaksud sebagai berikut :

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomo 71 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun Anggaran 2023 dimana Kota Probolinggo mendapatkan tambahan pagu anggaran.
Atas penambahan pagu anggaran dimaksud, maka telah diakomodasi dalam Peraturan
Walikota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 90
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Perubahan Penjabaran 1) ;
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b. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi
Penanaman Modal. Guna memenuhi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan DAK Non
Fisik dimaksud, maka telah diakomodasi dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Perubahan
Penjabaran I) ;

c. Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor
440/811/102.1/2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus
Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023, dan surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 045.2/1010/201.4/2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan
Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2023. Atas kebijakan dimaksud telah dilakukan penyesuaian
melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Penjabaran Il) ;

d. Surat Kementerian Dalam Negeri Tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan,
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023,
maka telah dilakukan penyesuaian atas nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan
indikator Sub Kegiatan yang bersumber dari DAK serta DBH CHT Tahun 2022 melalui
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Perubahan Penjabaran IlI).

Mengacu pada hasil audit BPK terkait perhitungan SILPA Tahun 2022 yang harus
digunakan untuk Tahun Berjalan pada Tahun 2023 dimaksud serta hasil penyesuaian APBD
Tahun Anggaran 2023 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan
Penjabaran |-VI APBD TA.2023, maka perlu untuk segera disusun Perubahan RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2023 yang terkait dengan kebutuhan untuk penyesuaian anggaran serta

target kinerja daerah pada sisa tahun anggaran.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Aturan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52);

16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -
Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar
Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225);

17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;

18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 259);

19. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional,

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota ;

24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kilasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781) ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal ;
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28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;

29.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 ;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;

32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 7 Seri D) ;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 — 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D
Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 13-238/2021) ;

34.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;

36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3) ;

37.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022
Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2022 Nomor 9);

39. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3) ;

40. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2023 Nomor 11) ;
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41. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2023 Nomor 17) ;

42. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2023 Nomor 26) ;

43. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2023 Nomor 42) ;

44, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keenam
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2023 Nomor 46).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005, Pemerintah Daerah

sesuai kewenangannya wajib menyusun Perencanaan Pembangunan yang terpadu dengan
Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan
yang terintegrasi secara berjenjang dengan rencana pembangunan di tingkat yang lebih
tinggi (Provinsi dan Nasional). Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan
daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam
proses penyusunan RKPD Kota Probolinggo sebagai dokumen rencana pembangunan
tahunan daerah juga wajib memperhatikan rencana pembangunan ditingkat nasional
maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 beserta
perubahannya juga memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa
Timur. Selain itu, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 beserta perubahannya juga berkaitan
dengan beberapa perencanaan di tingkat Kota Probolinggo sendiri antara lain RPJPD Kota
Probolinggo Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 beserta
perubahannya, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 beserta Perubahannya, Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023 beserta perubahannya, dan RTRW Kota Probolinggo Tahun
2020-2040.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat
dilihat pada Gambar 1.1. Sedangkan keterkaitan antara RKPD sebagai dokumen

perencanaan dengan dokumen penganggaran sebagaimana Gambar 1.2.
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Gambar 1. 2 Keterkaitan Dokumen RKPD Dengan Dokumen Penganggaran

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 beserta perubahannya mengacu pada
kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan,
sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak
pembangunan secara nasional, RKP harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota
Probolinggo. Meskipun RKPD juga tetap harus berpedoman kepada RPJMD Kota
Probolinggo sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, tetapi dinamika nasional dalam

rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah
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kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau
memiliki tujuan terhadap pembangunan Kota Probolinggo. Sinkronisasi kebijakan nasional
dan kebijakan daerah dalam RKPD beserta perubahannya dimaksud dalam tataran
kebijakan nasional yang bersifat mengikat secara umum dan menjadi relevan bagi suatu
daerah untuk dipedomani, mengandung peluang bagi pengembangan daerah, mengambil
lokus wilayah di daerah, serta yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak
diantisipasi dengan program tertentu.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 beserta perubahannya juga harus mengacu
berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur. Dalam menjaga sinkronisasi gerak
pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur, RKPD provinsi Jawa Timur
harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo beserta perubahannya.
Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat
memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Wilayah Kota Probolinggo
yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, sangat perlu untuk
memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten
lain di sekitar wilayah Kota Probolinggo.

Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2023 beserta perubahannya merupakan Tahun Keempat dari Tahun
Rencana RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 — 2024 yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 yang juga telah dirubah melalui Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021. Keterkaitan kedua dokumen perencanaan
ini berupa penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program
perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 menjadi pedoman bagi
penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Meskipun perubahan RKPD
menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan
koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara
bersamaan mengingat Perubahan RKPD Kota Probolinggo dan Perubahan Renja Perangkat
Daerah harus memiliki kesesuaian substansi.

Selain mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan baik di tingkat Nasional,
Provinsi maupun kota, Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 juga mengacu
kepada RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 yang telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020. Perencanaan terkait tata ruang dan pola
ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2023 serta indikasi program strategis perlu
diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 agar nantinya mendapatkan prioritas
pendanaan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo.

Sedangkan jika ditinjau dari keterkaitan Perubahan RKPD sebagai bagian dengan
dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana penganggaran, Perubahan

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan KUA,
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PPAS, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 yang nantinya pada tingkat Perangkat

Daerah akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam
pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 dimaksudkan
sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 melalui penjabaran
pokok-pokok pikiran tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dari dokumen perencanaan
pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi,
isu-isu strategis maupun Kkesepakatan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen

penganggaran di tingkat kota.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 memiliki tujuan
sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023;

2. Pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
Perangkat Daerah) Tahun 2023, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2023;

3. Merumuskan penyesuaian rancangan kerangka ekonomi Kota Probolinggo
Tahun 2023 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan
pembiayaan pembangunan daerah ;

4. Merumuskan Perubahan Program prioritas pembangunan daerah melalui rencana
kerja, pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,
memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana dari sisa tahun anggaran
yang direncanakan ;

5. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non
pemerintah serta memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023.
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1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN

Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika

sebagai berikut: :

BAB| PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJMD Provinsi,
RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang
bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan

bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023

2.1. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Menjelaskan dan menyajikan data capaian kinerja indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah (IKU dan IKD) yang digunakan dalam dokumen perencanaan
RPJMD dan RKPD Tahun berkenaan hingga Tahun 2022 mengingat belum ada
perhitungan capaian kinerja hingga triwulan 2 Tahun 2023 untuk IKU dan IKD
dimaksud sebagai dasar penyesuaian target kinerja dalam Perubahan RKPD
Tahun 2023.

2.2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan |l Tahun 2023.
Menyajikan data serta telaah terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan RKPD sampai Triwulan 1l Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD sampai
dengan Triwulan Il Tahun 2023. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang
dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target

capaian kinerja program tahun berjalan terhadap RPJMD. Hasil evaluasi ini dijadikan
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dasar penentuan kebutuhan penyesuaian rencana program, kegiatan serta target

kinerja hingga akhir periode Tahun 2023

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari
dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta
permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Daerah berkaitan
dengan perubahan potensi pendapatan daerah, penyesuaian pembiayaan dan

belanja daerah hingga akhir Tahun 2023.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)
tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas Pembangunan
Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan

dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit penyesuaian rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan hingga akhir periode

perencanaan Tahun 2023.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah
ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam penentuan penyesuaian
target kinerja yang perlu dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP
Menegaskan bahwa Perubahan RKPD Kota Tahun 2023 merupakan acuan
penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KU) dan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo Tahun 2023.
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BAB Il - EVALUASI PELAKSANAAN
RKPD KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2023

2.1. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Makro

Pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk memiliki sinkronisasi dengan

usaha peningkatan kinerja pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu
sebagaimana pada Tabel 2.1 dibawah ini dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja

untuk 5 (lima) indikator kinerja makro yang telah ditetapkan secara nasional.

Tabel 2. 1 Realisasi Indikator Kinerja Makro Kota Probolinggo Tahun 2022
dibandingkan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur

CAPAIAN KINERJA | CAPAIAN CAPAIAN
KOTA KINERJA AT b
NO | NERIATOR o | SATUAN | proBOLINGGO NASIONAL PROVINSI
KINERJA MAKRO T
2021 2022 2022 2022
1, Eﬁrt“mb.“ha” % 4,06 6.12 531 534
onomi
Indeks
2. | Pembangunan Indeks 73,66 74,56 72,91 72,75
Manusia (IPM)
Persentase o
3. | oo e % 7.44 6.65 9.57 10,49
Tingkat
4. | Pengangguran % 6,55 4,57 5,86 5,49
Terbuka
5. | Indeks Gini Indeks | 0,299 0.322 0.381 0.365

Pada Tahun 2022 perekonomian Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan
sebesar 6,12 persen. Selama lima tahun terakhir (2018-2022), laju pertumbuhan ekonomi
Kota Probolinggo cenderung stabil pada angka 5%. Pada tahun 2020 geliat ekonomi Kota
Probolinggo turut terdampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya kontraksi
pada pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -3,64 persen. Pada tahun 2022 seiring dengan
menggeliatnya kembali perekonomian global dan nasional, kondisi perekonomian Kota
Probolinggo mulai menggeliat sejalan dengan mulai melandainya kasus Pandemi Covid-19
dan penghapusan pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satu lapangan usaha yang
tumbuh cukup signifikan adalah transportasi dan pergudangan. Industri pengolahan turut
mengalami kenaikan signifikan karena perusahaan mulai mendapatkan order atau pesanan
sehingga berdampak pula pada aktifitas di usaha industri baik industri besar sedang mapun

kecil mikro. Pada lapangan usaha pertanian, pertumbuhan yang cukup besar bukan pada
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pertanian tanaman pangan namun pada sub sektor perikanan baik dari hasil penangkapan
ikan maupun budidaya.

Lapangan usaha yang memiliki andil besar dalam struktur perekonomian Kota
Probolinggo adalah: (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,
(2) transportasi dan pergudangan, (3) industri pengolahan, (4) jasa keuangan dan asuransi,
(5) pertanian, kehutanan dan perikanan.

Secara umum, laju pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berfluktuasi selama periode 2018-2022. Laju
pertumbuhan sebesar 6,57 persen di tahun 2018 naik menjadi 6,93 persen di tahun 2019,
kemudian mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,74 persen pada 2020, dan pertumbuhan
ekonomi pulih kembali pada 2021 menjadi 6,10 persen, relatif stabil di angka 6,08 pada
2022. Secara nasional, di masa new normal dengan meningkatnya jam operasional
beberapa tempat perbelanjaan mengakibatkan jumlah konsumsi masyarakat meningkat,
sehingga produksi mulai ditingkatkan pula. Harga beberapa kebutuhan pokok seperti beras,
minyak goreng dan gula meningkat tajam. Selain itu, dengan adanya pelatihan fotografi dan
pemasaran yang mendukung strategi pemasaran di era digital dapat meningkatkan
penjualan.

Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 6,03 persen di tahun 2022 meningkat
dari tahun sebelumnya 3,45 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022, hanya ada dua sub
kategori yang mengalami kontraksi ekonomi, yaitu sub kategori Industri Tekstil dan Pakaian
Jadi (-0,87 persen) dan sub kategori Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,09
persen). Selain itu, sub sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif. Industri pengolahan
yang tumbuh positif ini menandakan bahwa kategori ini sudah mulai bangkit, akses
pengiriman, dalam kota maupun luar kota sudah dibuka kembali 100 persen. Jam kerja yang
sudah mulai normal kembali membuat produksi dari setiap industri mulai meningkat. Dengan
meningkatnya produksi maka kebutuhan akan tenaga kerja pun diharapkan dapat
meningkat.

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pusat
pembangunan yang proses dan hasilnya harus dilakukan secara terencana dan terpadu
demi mendapatkan hasil sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kota
Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk senantiasa melaksanakan
pembangunan yang seimbang, antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan
sumber daya manusia. Hasil pembangunan manusia dapat dilihat salah satunya melalui
indikator yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Kota
Probolinggo pada 2022 tercatat sebesar 74,56 atau masuk kategori tinngi, dimana angka ini
meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 73,66. IPM Kota Probolinggo senantiasa
mengalami peningkatan setiap tahunnya sepanjang tahun 2012 hingga 2022, yaitu sebesar
68,93 menjadi 74,56. Hal ini berarti program pemerintah Kota Probolinggo baik di bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi begitu dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat
sebagai obyek pembangunan.

Tingkat kemiskinan Kota Probolinggo mengalami penurunan dari 7,44% pada tahun

2021 menjadi 6,65% pada tahun 2022 atau menurun sebesar 0,79%. Penurunan tingkat
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kemiskinan ini memposisikan kembali trend kemiskinan Kota Probolinggo sebelum era
Covid-19. Jumlah penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan sebanyak 1,75 ribu jiwa
atau 9,8% dari total penduduk miskin tahun 2021. Akan tetapi, berdasarkan indikator
kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2022
relatif sama dengan kondisi Tahun 2019 atau sebelum Pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Kota Probolinggo mengalami penurunan dari 6,55% pada
Tahun 2021 menjadi 4,57% pada Tahun 2022. Tingkat Pengangguran ini relatif turun drastis
dibanding pada era Pandemi Covid-19 yang berkisar pada angka 6%. Berdasarkan indikasi
ini, dunia kerja di kota Probolinggo mulai bangkit. Namun demikian dapat diindikasikan
bahwa tidak semua angkatan kerja telah tertampung di dunia kerja yang ditandai dengan
penurunan angka tingkat partisipasi angkatan kerja dari 69,7% pada tahun 2021 menjadi
68,39% pada tahun 2022.

Angka Gini Rasio kota Probolinggo tahun 2022 sebesar 0,322, lebih tinggi dibanding
tahun 2021. Dari indikasi ini, ketimpangan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo
makin timpang jika dibandingkan kondisi tahun 2021. Dengan kata lain masih terdapat gap
yang relatif besar dalam kondisi ekonomi masyarakat. Hal tersebut mengindikasi upaya
pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat seringkali belum diikuti oleh pemerataan. Dalam konteks pembangunan daerah,
kesenjangan tidak hanya terjadi pada aspek perekonomian dan pendapatan semata namun
juga pada aspek ketersediaan infrastruktur dan fasilitas serta tingkat perkembangan wilayah.
Oleh karena itu kesenjangan juga perlu ditinjau dari kacamata kewilayahan, dimana
kesenjangan dapat terjadi antar kecamatan di pusat kota dengan kecamatan yang ada di
wilayah pinggiran. Bila ditinjau dari aspek luasan lahan terbangun, ketersediaan fasilitas,
kepadatan penduduk maka dapat diindikasikan terdapat kesenjangan antara kawasan pusat
kota (Kecamatan Mayangan dan Kanigaran) dengan 3 kecamatan lainnya. Hal-hal yang
mengindikasikan hal tersebut adalah: konsentrasi kawasan terbangun dan fasilitas serta

kepadatan penduduk di Kecamatan Mayangan dan Kanigaran.

2.1.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, terdapat 6
(enam) IKU sebagai gambaran pencapaian misi pembangunan Kota Probolinggo dengan

gambaran capaian dan target kinerja hingga Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2. 2 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Probolinggo

Tahun 2022
TARGET | TARGET | CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA REALISASI
RPJMD RKPD %
NO UTAMA (IKU) SATUAN (%)
2021 | 2022 2022 2022 2022
1. | Pertumbuhan Ekonomi % 406 | 6,12 3-35 4-4.5 136,00%
2. | Indeks Pembangunan Indeks | 73.66 | 7456 | 736 74.05| 100.69%
Manusia (IPM)
3. | Persentase Penduduk % 744 | 6,65 7,39 7,39 111,13%
.3
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TARGET | TARGET | CAPAIAN

No| INDIMATORKRLTIA | saTuan REALISASI | rpymD | RKPD (%)
2021 | 2022 2022 2022 2022
Miskin
4. | Indeks Infrastruktur Indeks | 75,35 | 74,91 75,54 75,54 99,17%
5. :;‘SE';S(E(“LG‘J;‘"S Lingkungan |\ 4eks | 70,2 |60,85| 64,83 70,21|  86,67%
6. | Indeks Reformasi Birokrasi Indeks | 67,27 | 68,56 71 71 96,56%

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Utama / IKU yang ditetapkan dalam RPJMD
Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 pada tahun 2022 telah di atas 90%. Capaian persentase
penduduk miskin telah melampaui target, dimana tingkat kemiskinan Kota Probolinggo
mengalami penurunan dari 7,44% pada tahun 2021 menjadi 6,65% pada tahun 2022 atau
menurun sebesar 0,79%. Penurunan tingkat kemiskinan ini memposisikan kembali trend
kemiskinan Kota Probolinggo sebelum era Covid-19. Jumlah penduduk yang berhasil keluar
dari kemiskinan sebanyak 1,75 ribu jiwa atau 9,8% dari total penduduk miskin tahun 2021.
Akan tetapi, berdasarkan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi
kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2022 relatif sama dengan kondisi Tahun 2019 atau
sebelum Pandemi Covid-19. Demikian pula angka IPM pada 2022 yang tercatat sebesar
74,56 atau masuk kategori tinggi. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar
73,66. IPM Kota Probolinggo senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya sepanjang
tahun 2012 hingga 2022, yaitu sebesar 68,93 menjadi 74,56. Hal ini berarti program
pemerintah Kota Probolinggo baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi begitu
dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat sebagai obyek pembangunan. Dua indikator
yang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan adalah Indeks Infrastruktur dan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Ketidaktercapaian Indeks Infrastruktur karena adanya penurunan nilai beberapa indikator
yaitu angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan, tingkat pelayanan
persampahan, kondisi jalan. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan penurunan
nilai indikator tersebut adalah: belum optimalnya penegakan regulasi terhadap
kendaraan bermotor Over Dimensi dan Overload (ODOL) yang mempengaruhi nilai
indikator angkutan jalan, belum optimalnya pengelolaan persampahan dan TPA
(termasuk kapasitas TPA yang akan over load), masih terdapat kerusakan di beberapa

ruas jalan.

b. Ketidaktercapaian IKLH disebabkan penurunan dua indikator pembentuk IKLH yaitu
Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun
2022 Kementerian LHK menggunakan aplikasi penghitungan |IKLH, dimana
Kabupaten/Kota waijib melakukan input data ke Aplikasi IKLH tersebut untuk dianalis dan
menghasilkan nilai IKLH Kabupaten/Kota. Hal tesebut mempengaruhi nilai IKLH Kota
Probolinggo karena perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap penggunaan

Aplikasi IKLH. Beberapa kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:
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= Untuk Indeks Kualitas Air, secara teknis periode pemantauan Indeks Kualitas Air

hanya dilakukan pada 1 musim untuk masing-masing sungai dimana idealnya

dilakukan minimal 2 kali pada musim kemarau dan penghujan. Selain itu belum

dilakukan pemantauan terhadap seluruh titik pemantauan sungai serta terdapat

parameter yang belum diujikan sebagaimana termuat dalam Aplikasi IKLH.

= Untuk Indeks Kualitas Lahan, penurunan yang signifikan pada Indeks Kualitas Lahan

disebabkan oleh belum tersedianya data lokasi yang berkoordinat geografis serta

penetapan (berupa SK atau Peraturan Kepala Daerah tentang RTH) sebagai dasar

verifikasi Indeks Kualitas Lahan dalam Aplikasi IKLH.

2.1.3. Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 22 (dua puluh

dua) Indikator Kinerja Daerah (berupa indikator sasaran). Dari indikator-indikator dimaksud,

beberapa indikator belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Adapun realisasi kinerja beserta keterangan capaian kinerja dari IKD dimaksud hingga

Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo

Tahun 2022
TARGET | TARGET | CAPAIAN
REALISASI
NO 'NDBKAAETSATT:&E?"A SATUAN RPJMD | RKPD (%)
2021 2022 2022 2022 2022
Persentase
1. | Pertumbuhan Nilai % 0,37 0,389 0,39 0,39 99,74%
Investasi
Persentase
2. | Pertumbuhan PDRB % 6,1 6,08 6,1 6,2 98,06%
Perdagangan
Persentase
3. | Pertumbuhan PDRB % 3,45 6,03 2.1 3,55 169,86%
Perindustrian
4 E‘r%ﬁife”ga”gg“ra” % 655 | 457 573 573 79.76%
5. | Persentase PMKS % 62,4 48,82 34 34 69,64%
6. g;ﬁg:ﬁ'a Harapan Skor | 782 | 846 85,1 846 | 100,00%
Persentase Penurunan
7 | Kasus Ketenteraman % 5,4 1,9 2 2 95,00%
dan Ketertiban
8 ggﬁszrpemberdayaa” Indeks | 65,05| NIA 68,35 | 68,35 N/A
9 | Indeks Pendidikan Indeks 0,68 0,69 0,69 0,69 100,00%
10 | Indeks Kesehatan Indeks 0,77 0,78 0,77 0,775 100,65%
Persentase
11 | Ketersediaan % 77,61 77,01 77,79 77,79 99,00%
Infrastruktur
12 gg:ﬁﬁgfﬁ;’s 'B”;[fStr“kt“r % |7300| 7281 73.3 7330 | 99,33%
13 | Indeks Kualitas Air Indeks | 66,67 50 51 66,67 75,00%
14 | Indeks Kualitas Udara 91,55 91,44 90,4 91,545 99,89%
s
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TARGET | TARGET | CAPAIAN

No | INDIKATOR KINERJA | saryan | REAHSAST | Remp | RkPD (%)

Lz 2021 | 2022 2022 2022 2022
15 | Indeks Kualitas Lahan | Indeks | 36.8 22.9 413 3683 | 62.18%
16 | Indeks Risiko Bencana Indeks 104,1 101,33 113 113 89,67%
17 | Nilai SAKIP Skor | 7322 | 74.02 80 80 92.53%
18 | Nilai LPPD Skor | N/A N/A 326 326 N/A
19 | Indeks SPBE Indeks 2,59 1,97 3,4 3,4 57,94%
20 agg‘[')BPK Terhadap Opini | WTP | WTP WTP | WTP WTP
21 K‘deks Profesionalitas | | yous 14573 | 4208 6425 | 6425 | 6549%

paratur
29 | Indeks Kepuasan Indeks | 76,91 | 84,82 8417 | 8447 | 10077%
Masyarakat

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2022 rata-rata telah mencapai

90% bahkan melampaui target. Adapun indikator yang masih rendah capaiannya adalah

Indeks Kualitas Lahan dengan capaian 55,45%, Indeks SPBE dengan capaian 57,94% dan

Indeks Profesionalitas Aparatur dengan capaian 65,49%.

a.

PERUBAHAN RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023

Ketidaktercapaian target IKL dikarenakan data-data yang sudah diinputkan pada Aplikasi
IKLH milik KLHK belum disertai dengan data-data dukung yang sesuai dengan ketentuan
KLHK, seperti payung hukum atau regulasi RTH, titik koordinat dari masing-masing RTH.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Probolinggo melalui DLH akan melaksanakan
koordinasi, baik dengan perangkat daerah terkait, Provinsi maupun KLHK, serta
melakukan pembentukan Tim inventarisasi dan pemetaan RTH dan vegetasi guna

memenuhi kebutuhan data penghitungan IKL dalam Aplikasi IKLH.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil
Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun
2022, penurunan Indeks SPBE Kota Probolinggo menjadi 1,97 terjadi karena indikator
pada beberapa domain mendapat nilai 1 (satu). Pada Domain Tata Kelola, nilai tersebut
dikarenakan Pemerintah Kota Probolinggo dinilai belum tersedia/terlaksana (seperti
layanan pusat data, jaringan intra, dokumen tata kelola), atau sudah ada tetapi
penyampaian data dukungnya dianggap kurang sesuai sehingga asessor hanya menilai
berdasarkan data dukung yang disampaikan. Pada Domain Manajemen, karena dapat
terjadi beberapa hal; yaitu: pertama, pelaksanaan manajemen sudah dilaksanakan tetapi
belum terencana. Selain itu, pada Domain Layanan yang bobotnya paling tinggi (45,5%)
masih terdapat beberapa Indikator yang level 1 karena penyampaian bukti dukung tidak

komprehensif. Kendala dalam pencapaian SPBE adalah:

- Bukti dukung yang disampaikan (diupload) pada saat evaluasi dianggap oleh assessor

tidak komprehensif.

- Tidak adanya sesi wawancara sehingga tidak ada perbaikan bukti dukung yang

disampaikan (diupload) sehingga oleh assessor dianggap tidak relevan.
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- Beberapa indikator SPBE yang belum dilaksanakan dengan baik di Kota Probolinggo.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan beberapa hal yaitu:

- Menginisiasi Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten
Sumedang untuk melakukan metode Amati, Tiru, Modifikasi (ATM) pelaksanaan SPBE
di Kabupaten Sumedang.

- Melakukan komunikasi dengan MENPANRB dengan menyampaikan surat permintaan
hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022, sekaligus rekomendasi yang harus

dilakukan.

- Menyampaikan permohonan untuk dapat dilaksanakan forum konsultasi melalui daring

(zoom) terkait persiapan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2023.

- Memperkuat Tim Koordinasi SPBE Kota Probolinggo dan membentuk tim internal
Diskominfo, dengan membentuk penanggungjawab dan PIC masing-masing domain

pada indikator penilaian SPBE.

c. Target Indeks Profesionalitas Aparatur Tahun 2022 adalah 64,25, sementara realisasi
pada Tahun 2022 berdasarkan perhitungan dari DJASN BKN adalah sebesar 42,08
dengan kategori rendah, yang mana DJASN sendiri berintegrasi dengan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Kendala yang dihadapi adalah
belum terintegrasinya Sistem Aplikasi Informasi Kepegawaian milik Kota Probolinggo
(SIMPEG) dengan Sistem Aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara serta masih
minimnya sertifikat yang bisa diakui sebagai jabatan fungsional yang baru untuk
menunjang indeks komponen kompetensi pegawai. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah
Kota Probolinggo akan melakukan pelaksanaan integrasi Aplikasi Sistem Informasi
Kepegawaian milik Kota Probolinggo dengan Sistem Apilikasi Kepegawain dari Badan
Kepegawain Negara serta melaksanakan banyak pelatihan bagi Jabatan Fungsional baru
agar memperoleh kapasitas kompeteni yang lebih baik dan bukti keikutsertaan pelatihan

fungsional tersebut dapat meningkatkan IP ASN 2023.

2.2. EVALUASI PROGRAM KEGIATAN RKPD

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023 merupakan
telaah dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai
dengan Triwulan Il tahun 2023 dan realisasi RPJMD sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023.
Telaah dan evaluasi tersebut merupakan dasar penentuan kebutuhan penyesuaian rencana
program, kegiatan serta target kinerja hingga akhir periode Tahun 2023. Adapun capaian
pelaksanaan program dan kegiatan mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut :
1. Urusan Pendidikan, diampu oleh :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan
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S\/Z PEMERINTAH KOTA [ —
% PROBOLINGGO

A
. \Y/

Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp. 206.357.995.793 sampai dengan
Triwulan Il realisasi keuangan sebesar Rp 80.686.595.649,00 atau sebesar
21,11% dan realisasi kinerja sebesar 56,7%. Rendahnya serapan anggaran
tersebut dikarenakan :

e Perhitungan Capaian Kinerja menjadi tidak sinkron karena perbedaan
capaian kinerja program, kegiatan dan output berbeda satuan, sehingga
beberapa capaian tidak sesuai. Sehingga perlu ada pembenahan target
kinerja dan satuan target agar capaian kinerja menjadi logis.

e Belum semua realisasi anggaran pada sub kegiatan pengampu
memberikan dampak kinerja yang signifikan. Contoh beberapa sub
kegiatan diisi untuk kegiatan prioritas namun tidak mendukung ke
capaian kinerja sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah
ditetapkan.

o Beberapa target yang ditetapkan pada awal Renja 2023 tidak lagi sesuai
dengan pelaksanaan dikarenakan perubahan kebijakan khususnya
untuk Pengelolaan Pendidikan berdasarkan kebijakan SPM Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan diampu oleh :

a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Alokasi anggaran Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2023 sebesar Rp.
269.046.045.605,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.
91.692.629.242,16 atau sebesar 18,77% sedangkan realisasi kinerja sebesar
34,01%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan
beberapa kegiatan yang berumber dari dana khusus ada keterlambatan salur
sehingga pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan
berikutnya

3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu oleh :

a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 sebesar Rp.
88.191.976.982,00 realisasi keuangan sampai dengan Triwulan Il sebesar Rp.
7.849.797.868,00 atau sebesar 8,13% sedangkan realisasi kinerja sebesar
4,58%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan :

e Terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami Retender / Tender
Ulang sehungga proses pengadaan barang dan jasa menjadi mundur
untuk jadwal penandatangan kontrak pekerjaan.

e Masih dalam proses pembuatan SK penetapan Jalan Lingkungan untuk
pekerjaan pemeliharan jalan dan drainase lingkungan secara padat karya.

o Paket pekerjaan masih dalam proses pelimpahan ke Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu oleh:

a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
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Permukiman. Alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.330.027.031,00

sampai dengan Triwulan Il realisasi anggaran sebesar Rp. 374.585.550,00 atau

sebesar 9,95% sedangkan realisasi kinerja 33,09%. Rendahnya serapan

anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan :

e Masih dalam proses review kembali perencanaan pelaksanaan pekerjaan
pembangunan PSU di perumahan

e Masih dalam proses penerbitan sertifikat PSU yang diserahkan oleh
pengembang di BPN

5.  Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh
dua Perangkat Daerah diantaranya :

a. Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong
Praja Tahun 2023 sebesar Rp. 16.717.056.089,00 sampai dengan Triwulan Il
realisasi anggaran sebesar Rp. 6.999.517.917,00 atau sebesar 31,44
sedangkan realisasi kinerja sebesar 105,33%. Rendahnya serapan anggaran
tersebut dikarenakan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan 3
dan 4 sedangkan capaian kinerja yg melebihi target tersebut karena banyaknya
pengaduan masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban yang masuk
dan berhasil ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Alokasi anggaran untuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 4.253.337.674,00
sampai dengan Triwulan Il realisasi anggaran sebesar Rp. 1.776.782.881,00
atau sebesar 29,98% sedangkan realisasi kinerja sebesar 52,78%. Rendahnya
serapan anggaran tersebut dikarenakan beberapa kegiatan baru akan
dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4

6. Urusan Sosial, diampu oleh

a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alokasi
anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 14.500.189.042,00 sampai dengan Triwulan
Il realisasi anggaran sebesar Rp. 3.640.161.338,00 atau sebesar 23,70%
sedangkan realisasi kinerja sebesar 39,82%. Rendahnya serapan anggaran dan
kinerja tersebut dikarenakan masih menunggu Petunjuk Teknis terkait Penerima
Manfaat Anggaran yang bersumber pada DBCHT sehingga pelaksanaan

kegiatan belum bisa dilaksanakan pada triwulan 1.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai berikut :
1. Urusan Tenaga Kerja, diampu oleh
a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Alokasi anggaran Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Tahun 2023 sebesar Rp 11.502.715.712,00 sampai dengan
Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp. 4.472.971.210,00 atau sebesar
26,85% sedangkan realisasi kinerja sebesar 2,56%. Rendahnya serapan
anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan adanya kendala sarana dan

prasarana pada pelaksanaan kegiatan serta adanya perubahan penjabaran

PERUBAHAN RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 1.9



S\/Z PEMERINTAH KOTA [ —
% PROBOLINGGO

A
. \Y/

anggaran pada bulan Maret dikarenakan pada UPTD BLK terdapat pelatihan yg
bersumber dari 2 sumber dana yaitu APBN dan APBD, sehingga pelaksanaan
kegiatan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya pada triwulan 2 dan akan
dilanjutkan pada triwulan berikutnya
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diampu oleh
a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alokasi
anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tahun 2023 sebesar Rp. 1.226.718.000,00 sampai dengan Semester 1 realisasi
keuangan sebesar Rp. 393.729.200,00 atau sebesar 23,75% sedangkan
realisasi kinerja sebesar 75,27%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja
tersebut dikarenakan beberapa sub kegiatan yang berumber dari dana khusus
mengalami perubahan Petunjuk Teknis pada Penjabaran |V sehingga
pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
3. Urusan Pangan, diampu oleh
a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Alokasi anggaran Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp.

13.226.917.648,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.

6.493.497.904,00 atau sebesar 23,44% sedangkan realisasi kinerja sebesar

6,76%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan

1. Beberapa capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan belum terisi dan
tercapai dikarenakan ada beberapa capaian yang penghitungannya baru
bisa dilakukan di akhir periode tahun berjalan.

2. Realisasi penyerapan anggaran masih sangat rendah karena proses
pelaksanaan kegiatan masih berjalan, dan khusus untuk bantuan sosial
uang yang direncakanan kepada individu (BPJS Ketenagakerjaan untuk
petani) tidak bisa diserap selama 6 bulan karena legalitas yang mendasari
yaitu Peraturan Wali Kota Probolinggo No 44 Tahun 2023 tentang
Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Petani Dalam Rangka
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru berlaku saat
diundangkan (12 Juni 2023) dan saat ini masih berproses penandatanganan
Perjanjian Kerjasama dengan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran
yang tidak terserap sebesar = 3841 orang x 6 bulan x Rp 16.800,00= Rp
387.172.800,00

4. Urusan Pertanahan, diampu oleh
a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 sebesar Rp. 65.126.500,00

sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp. 28.193.400,00 atau

sebesar 43,29% sedangkan realisasi kinerja sebesar 26,67%. Rendahnya
serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan Terdapat beberapa paket

pekerjaan yang mengalami Retender / Tender Ulang sehungga proses
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pengadaan barang dan jasa menjadi mundur untuk jadwal penandatangan

kontrak pekerjaan.

5. Urusan Lingkungan Hidup, diampu oleh

a.

Dinas Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun
2023 sebesar Rp. 34.607.545.085,00 sampai dengan Semester 1 realisasi
keuangan sebesar Rp. 14.783.931.825,00 atau sebesar 37,08% sedangkan
realisasi kinerja sebesar 64,66%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja
tersebut dikarenakan dikarenakan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan

pada triwulan 3 dan 4

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diampu oleh

a.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Alokasi anggaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebesar Rp. 6.751.581.493,00
sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.553.842.272,00
atau sebesar 25,31% sedangkan realisasi kinerja sebesar 31,35%. Rendahnya
serapan anggaran dan Kkinerja tersebut dikarenakan adanya perubahan
peraturan dan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan

baru bisa dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4.

7.  Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diampu oleh

a.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 5
Kecamatan. Alokasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2023 sebesar Rp. 3.100.000,00 sampai dengan
Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp 0 atau sebesar 0 % sedangkan
realisasi kinerja sebesar 90%. Alokasi anggaran Kecamatan Kedopok sebesar
3.303.374.409 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.
788.080.950,- (24%) dengan realisasi kinerja 66%. Alokasi anggaran Kecamatan
Mayangan sebesar 2.961.673.000 sampai dengan Semester 1 realisasi
keuangan sebesar Rp. 1.401.462.250,- (47,32%) dengan realisasi kinerja 0%.
Alokasi anggaran Kecamatan Kademangan sebesar Rp. 3.500.314.165 sampai
dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.347.305.400 (38,49%)
dengan realisasi kinerja 90%. Alokasi anggaran Kecamatan Wonoasih sebesar
Rp. 3.090.212.000 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.
1.197.870.810 (38,76%) dengan realisasi kinerja 83.33%. Alokasi anggaran
Kecamatan Kanigaran sebesar Rp 3.859.344.000 sampai dengan Semester 1
realisasi keuangan sebesar Rp. 1.278.506.385 (33%) dengan realisasi kinerja
65%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja pada beberapa kegiatan
tersebut dikarenakan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan
3 dan4

8.  Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diampu oleh

a.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Alokasi anggaran Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2023 sebesar Rp.

4.943.265.500,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.
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834.867.702,00 atau sebesar 16,88% sedangkan realisasi kinerja sebesar
30,77%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan
beberapa kegiatan yang berumber dari dana khusus ada keterlambatan salur
sehingga pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan
berikutnya
9.  Urusan Perhubungan, diampu oleh
a. Dinas Perhubungan. Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebesar
Rp. 27.835.722.168,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar
Rp. 12.627.315.104,00 atau sebesar 24,20% sedangkan realisasi kinerja sebesar
7,71%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan
anggaran sebagian besar dilaksanakan melalui proses tender dan Paket
pekerjaan masih dalam proses pelimpahan ke Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa sehingga pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan
berikutnya
10. Urusan Komunikasi dan Informatika, diampu oleh
a. Dinas Komunikasi dan Informatika, Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2023 sebesar Rp. 11.602.882.463,00 sampai dengan
Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp. 5.218.632.842,00 atau sebesar
32,70% sedangkan realisasi kinerja sebesar 14,29%. Rendahnya serapan
anggaran dan Kkinerja tersebut dikarenakan beberapa kegiatan baru akan
dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4
11. Urusan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, diampu oleh
a. Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Alokasi
anggaran Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun
2023 sebesar Rp. 12.575.324.745,00 sampai dengan Semester 1 realisasi
keuangan sebesar Rp. 5.020.952.473,00 atau sebesar 18,05% sedangkan
realisasi kinerja sebesar 24,91%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja
tersebut dikarenakan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan
3dan 4
12. Urusan Penanaman Modal, diampu oleh
a. Dinas Penanaman Modal PTSP. Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal
PTSP Tahun 2023 sebesar Rp. 7.311.358.551,00 sampai dengan Semester 1
realisasi keuangan sebesar Rp. 3.170.001.675,00 atau sebesar 30,25%
sedangkan realisasi kinerja sebesar 36,79%. Rendahnya serapan anggaran dan
kinerja tersebut dikarenakan pada triwulan 1 laporan kinerja penanaman modal
yang bisa dihitung adalah laporan kinerja penanaman modal dari perusahaan
non UMK yang diwajibkan melaporkan triwulanan sedangkan perusahaan UMK
wajib melaporkan laporan kinerja penanaman modal tiap semester dalam hal ini
ada kendala perhitungan kinerja perusahaan UMK dikarenakan adanya
keterlambatan dalam pengumpulan laporan sehingga baru bisa dihitung di

pertengahan bulan juli saat semua laporan sudah dikirimkan oleh perusahaan
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13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, diampu oleh
a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 sebesar Rp.
13.107.387.217,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.
5.104.931.923,00 atau sebesar 23,97% sedangkan realisasi kinerja sebesar 0%.
Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan capaian kinerja
baru bisa dihitung tahunan dan sampai dengan saat ini masih dalam proses
pelaksanaan kegiatan
14. Urusan Statistik, diampu oleh
a. Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan
Informatika, Tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00 sampai dengan Semester 1
realisasi keuangan sebesar Rp. 4.465.000,00 atau sebesar 14,88% sedangkan
realisasi kinerja sebesar 0%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut
dikarenakan capaian kinerja baru bisa dihitung tahunan dan sampai dengan
saat ini masih dalam proses pelaksanaan kegiatan
15. Urusan Persandian, diampu oleh
a. Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2023 sebesar Rp. 89.400.000,00 sampai dengan Semester 1
realisasi keuangan sebesar Rp. 32.550.000,00 atau sebesar 36,41% sedangkan
realisasi kinerja sebesar 43,34%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja
tersebut dikarenakan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan 3
dan 4
16. Urusan Kebudayaan, diampu oleh

8- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.387.250.000,00 sampai dengan
Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp. 178.804.090,00 atau sebesar
20,84% sedangkan realisasi kinerja sebesar 26,8%. Rendahnya serapan
anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan Beberapa sub kegiatan pendukung
prioritas Urusan Kebudayaan dilaksanakan pada triwulan 3 dan Pelaksanaan
DAK Non Fisik terkendala dengan pemahaman Juknis dan penerapan pada
pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa kode rekening belanja perlu
penyesuaian.

17. Urusan Perpustakaan, diampu oleh
a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 2023 sebesar Rp. 5.525.832.838,00 sampai dengan Semester 1
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.775.313.815,00 atau sebesar 46,10%
sedangkan realisasi kinerja sebesar 38,8%. Rendahnya serapan anggaran dan
kinerja tersebut dikarenakan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada
triwulan 3 dan 4

18. Urusan Kearsipan, diampu oleh
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a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.
79.570.000,00 sampai dengan Triwulan |l realisasi anggaran sebesar Rp.
42.953.950,00 atau sebesar 47,26% sedangkan realisasi kinerja sebesar
75,67%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan

beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut :
1. Urusan Perikanan diampu oleh
a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Alokasi anggaran Dinas
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp.
2.605.188.850,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.
1.130.457.998,00 atau sebesar 48,17% sedangkan realisasi kinerja sebesar
18,5%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan
beberapa kegiatan yang berumber dari dana khusus ada keterlambatan salur
sehingga pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan
berikutnya
2. Urusan Pariwisata, diampu oleh
a. Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 sebesar Rp.
9.146.807.931,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.
3.367.604.368,00 atau sebesar 19,23% sedangkan realisasi kinerja sebesar 0%.
Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan capaian kinerja
baru bisa dihitung tahunan dan sampai dengan saat ini masih dalam proses
pelaksanaan kegiatan
3. Urusan Pertanian, diampu oleh

8- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Alokasi anggaran Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp.
5.722.436.500,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan sebesar Rp.
820.470.505,00 atau sebesar 41,01% sedangkan realisasi kinerja sebesar
50,47%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut dikarenakan
Beberapa capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan belum terisi
dan tercapai dikarenakan ada beberapa capaian yang penghitungannya baru
bisa dilakukan di akhir periode tahun berjalan. Realisasi penyerapan anggaran
masih sangat rendah karena proses pelaksanaan kegiatan masih berjalan, dan
khusus untuk bantuan sosial uang yang direncakanan kepada individu (BPJS
Ketenagakerjaan untuk petani)tidak bisa diserap selama 6 bulan karena
legalitas yang mendasari yaitu Peraturan Wali Kota Probolinggo No 44 Tahun
2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Petani Dalam
Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru berlaku saat
diundangkan (12 Juni 2023) dan saat ini masih berproses penandatanganan
Perjanjian Kerjasama dengan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran yang
tidak terserap sebesar = 3841 orang x 6 bulan x Rp 16.800,00= Rp 387.172.800.
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4. Urusan Perdagangan, diampu oleh
a. Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Alokasi
anggaran Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Tahun
2023 sebesar Rp. 2.341.079.174,00 sampai dengan Semester 1 realisasi
keuangan sebesar Rp. 890.360.951,00 sebesar 20,86% sedangkan realisasi
kinerja sebesar 22,54%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut
dikarenakan capaian kinerja baru bisa dihitung tahunan dan sampai dengan saat
ini masih dalam proses pelaksanaan kegiatan
5. Urusan Perindustrian, diampu oleh
a. Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Alokasi
anggaran Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun
2023 sebesar Rp. 365.000.000,00 sampai dengan Semester 1 realisasi keuangan
sebesar Rp. 181.095.761,00 atau sebesar 28,26% sedangkan realisasi kinerja
sebesar 16,67%. Rendahnya serapan anggaran dan kinerja tersebut

dikarenakan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4

Total rata-rata capaian kinerja dari hasil evaluasi terhadap program, kegiatan dan
keuangan dari seluruh urusan pada program sebesar 41,61% dan anggaran sebesar
28,37% dengan jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 165 program, 461
kegiatan dan 1154 sub kegiatan. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat
permasalahan pada Perangkat Daerah dalam pencapaian realisasi kinerja maupun
anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya
antara lain :

1. Hampir seluruh PD menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan Il dan
Triwulan IV sehingga berakibat minimnya realisasi kinerja kegiatan dan serapan
keuangan s.d Triwulan Il

2. Keterlambatan juknis/juklak terbit sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan di
Triwulan |,

Keterlambatan dana salur untuk kegiatan yang berasal dari Dana Khusus.

Khususnya pada kegiatan yang pelaksanaanya dengan Pengadaan Barang/Jasa
melalui mekanisme Tender, sempat mengalami kendala dan keterlambatan sehingga
baru bisa dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

5. Dari hasil monitoring dan evaluasi juga menemukan fakta bahwa akibat lemahnya
koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan
potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah.

6. Satuan harga yang ditetapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil sehingga serapan
anggaran rendah menyesuaikan dengan harga yang ada.

Adapun realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana dalam
mencapai kinerja per urusan dalam setiap PD dalam penyerapan anggaran dapat dilihat

pada tabel berikut :
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Tabel 2. 4 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Kota Probolinggo Triwulan Il Tahun 2023
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TABEL 2.4
EVALUASI KINERJA HASIL RKPD KOTA PROBOLINGGO

SEMESTER 1
TAHUN 2023
. . Tingkat Capaian
Tingk:
Target RPJMD pada tahun 2019 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja dan Kin::i :;:akpeaallai:asi Realisasi Kineria dan Anggaran Kinerja dan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) 8 P . RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu| RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang 4 ) B8 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Sasaran Kode | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan S/c2u28((peniodeRBND) (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Anggaran RKPD RPIMD s/d Tahun 2024 | po 16 </ Tahun
Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
i PENDIDIKAN
Meningkatkan
kualitas dan akses PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Capaian Kinerja Program Minimal Dinas Pendidikan dan
1.01.01 100 0,00| 95,83 0,00 80( 136.271.583.933,00 30( 63.182.728.561,00 37,5 46,37| 125,83 63.182.728.561,00| 125,83 0,00
Pendidikan Jenjang PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |80% Persentase ’ ’ ’ g ’ ’ ’ ’ ’ ’ """ |kebudayaan
PAUD, Pendidikan N " — " i idil
sD, Pendidikan SMP, 1.01.01.2. Pfaren‘canaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Persen 100 0,00| 70,71 0,00 100 403.645.600,00 1 69.582.300,00 1 17,24 81,71 69.582.300,00 81,71 0,00 Dinas Pendidikan dan
serta Pendidikan 01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah | 80% Kebuday.
Nonformal / 1.01.01.2. [Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 1 0,00 4 0,00 7 10.863.200,00 2 1.418.250,00 28,57 13,06 6 1.418.250,00 50 0,00 Dinas Pendidikan dan
01.01 Perangkat Daerah Daerah Kebudayaan
Kesetaraan,
Meningkatkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
idil 1.01.01.2. [Koordinasi dan P L: Capai Realisasi Kinerj i i idi
pendidik dan tenaga oordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian |Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 1, 150 000[ 30 0,00 25 392.782.400,00 9 68.164.050,00 36 17,35 39 68.164.050,00 26 0,00|Pinas Pendidikan dan
kependidikan yang (01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kebudayaan
profesional dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
;‘201'01'2' Administrasi Keuangan Perangkat Daerah || Crsentase Administrasi Keuangan Sesuai Persentase 100 0,00 96,21 0,00 100 133.451.099.713,00 30| 62.221.983.980,00 30 46,63| 126,21| 62.221.983.980,00| 126,21 0,00 E":sdpe"d'd'ka" dan
ebuday.
1010121, ediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/bula 64848 0,00| 96,21 0,00| 16212 132.963.952.213,00| 4053| 62.077.955.280,00 25 26,69| 4149,21| 62.077.955.280,00 64 0,00|inas Pendidikan dan
02.01 Tunjangan ASN n Kebudayaan
1.01.01.2. [Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas |Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Dokumen 60 0,00 12 0,00 12 467.147.500,00 6 140.198.700,00 50 30,01 18 140.198.700,00 30 0,00 Dinas Pendidikan dan
02.02 ASN Pelaksanaan Tugas ASN Kebudayaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ . .
1.01.01.2. . - Dinas Pendidikan dan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran |Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan |Laporan 48 0,00 4 0,00 12 20.000.000,00 2 3.830.000,00 16,67 19,15 6 3.830.000,00 12,5 0,00
02.07 . Kebudayaan
SKPD L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD
1.01.01.2. ini: i ili i idil
1.2 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Administrasi BVMID Sesuai Ketentuan | Persentase 100 0,00 23,13 0,00 100 195.862.760,00 85 150.680.000,00 85 76,93| 10813  150.680.000,00| 108,13 0,00|Dinas Pendidikan dan
03 Perangkat Daerah Kebudayaan
1.01.01.2. |P h: B Milik D h lah L: P hi B Milik i idi
01.0: enatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Mili Laporan 20 0,00 2 0,00 2 195.862.760,00 2 150.680.000,00 50 76,93 6 150.680.000,00 30 0,00 Dinas Pendidikan dan
03.06 SKPD Daerah pada SKPD Kebudayaan
1.01.01.2. ini i i i idil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |7 Srsentase Administrasi Kepegawaian Persentase 100 0,00 100 0,00 100 13.600.000,00 30 9.975.000,00 30 73,35 130 9.975.000,00 130|  0,00|Pi2s Pendidikan dan
05 PD Sesuai Ketentuan Kebuday:
1.01.01.2. | K inasi Pelak: i Inf i lah Dok i inasi i idi
01.01.2. |Koordinasi dan Peloksanaan Sistem Informasi|Jumiah Dokumen Hasil Koordinasidan Dokumen 10 0,00 3 0,00 2 13.600.000,00 2 9.975.000,00] 100 7335 5 9.975.000,00 so|  0,00|Dinas Pendidikan dan
05.04 Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Kebudayaan
1.01.01.2. i idil
05 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 000/ 100 0,00 100 331.856.100,00 60 54.610.048,00 60 16,46 160 54.610.048,00]  160| 0,00 E;Tsd:e:::‘d'ka" dan
uday
1.01.01.2. |P i Peral; Perlengk: lah Paket Peral Perlengk: i idi
01.0: enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Aera.atan dan Perlengkapan Paket 60 0,00 12 0,00 12 62.926.500,00 3 13.667.000,00 25 21,72 15 13.667.000,00 25 0,00 Dinas Pendidikan dan
06.02 Kantor Kantor yang Disediakan Kebudayaan
1.01.01.2. |, e diaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang |, , ¢ 25 0,00 5 0,00 5 23.752.700,00 3 9.120.000,00 60 38,40 8 9.120.000,00 32 0,00|Pinas Pendidikan dan
06.03 Disediakan Kebudayaan
1.01.01.2. i B: B i idi
01.0: Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah. Pa&ef arang Cetakan dan Penggandaan paket 2 0,00 4 0,00 2 30.250.000,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 2 0,00 Dinas Pendidikan dan
06.05 Penggandaan yang D 1 Kebudayaan
1.01.01.2. i idi
0508 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 60 0,00 12 0,00 12 4.000.000,00 6 2.000.000,00 50 50,00 18 2.000.000,00 30 0,00 E";asdpe”d'd'ka” dan
A .ebuaayaan
1.01.01.2. inasi L i idi
01.0: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah aForan Penyelen»ggaraan Rapat Laporan 125 0,00 12 0,00 25 210.926.900,00 10 29.823.048,00 20 14,14 2 29.823.048,00 17,6 0,00 Dinas Pendidikan dan
06.09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kebudayaan
01.01.2. |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase ketata laksanaan yang tepat waktu |Persentase 100 0,00/ 100 0,00/ 100[  1.531.410.460,00 60 632.627.269,00 60 41,31 160|  632.627.269,00 160 0,00|Dinas Pendidikan dan
08 Pemerintahan Daerah Kebudayaan
1.01.01.2. L i Di idi
01012 |5 vediaan Jasa Surat Menyurat Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Surat Laporan 10 0,00 2 0,00 1 1.555.000,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 20| 0,00|Pinas Pendidikan dan
08.01 Menyurat Kebudayaan
1.01.01.2. Peny(-.jdla.anjasa Komunikasi, Sumber Daya Air|Jumlah Laporan. Penye(.:ha?nJasa K(.Jmu-nlkasl, Laporan 60 0,00 12 0,00 12 642.179.960,00 5 260.768.319,00 50 10,61 18 260.768.319,00 30 0,00 Dinas Pendidikan dan
08.02 dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kebudayaan
LOLOL2 1o e diaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |/UM!aR Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan 60 000 12 0,00 12 887.675.500,00 6 371.858.950,00 50 41,89 18| 371.858.950,00 30| 0,00|Dinas Pendidikan dan
08.04 Umum Kantor yang Disediakan Kebudayaan




Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01.01.2. PemeI!haraan Barang M|I|.k Daerah Persentase .Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100 0,00 100 0,00 100 344.109.300,00 60 43.269.964,00 60 12,57 160 43.269.964,00 160 0,00 Dinas Pendidikan dan
09 F Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Kebuday:
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau " .
1.01.01.2. N . L -~ N R B Dinas Pendidikan dan
09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak |Unit 260 0,00 52 0,00 52 205.506.800,00 47 38.336.964,00 90,38 18,65 99 38.336.964,00 38,08 0,00 Kebudavaan
. Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya ¥
LOLOL2. 1 oliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |-"™2 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 15 0,00 3 0,00 3 63.602.500,00 2 4.933.000,00| 66,67 7,76 5 4.933.000,00| 33,33 0,00|inas Pendidikan dan
09.06 Dipelihara Kebudayaan
1.01.01.2. Pemehharaan/Rer\abllltaS| Gedung Kantor Jumlah.Ge.dung Ka.ntor d.a.n B?ngunan Lainnya Unit 1 0,00 1 0,00 1 75.000.000,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 100 0,00 Dinas Pendidikan dan
09.09 dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 48,00 40,64
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Dinas Pendidikan dan
kualitas dan akses [1.01.02 (PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN hi Standar P P idil Persentase 100 0,00 100 0,00 100 69.677.532.860,00 60( 17.379.024.498,00 60 24,94 160| 17.379.024.498,00 160 0,00 Kebudayaan
U
Pendidikan Jenjang Dasar Y
PAUD, Pendidikan 1.01.02.2. Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun Dinas Pendidikan dan
SD, Pendidikan SMP, 0'1 """ |Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Persen 100 0,00( 96,72 0,00 100 31.710.004.800,00 96,72 8.877.433.836,00 96,72 28,00 193,44 8.877.433.836,00| 193,44 0,00 Kebudayaan
serta Pendidikan SD/MI ¥
Nonformal / Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan |\, 44,62 0,00 41,71 0,00 37,93 31710.004.800,00| 41,71| 8.877.433.836,00| 109,97 28,00| 8342| 8.877.433.836,00| 186,96 0,00|Pinas Pendidikan dan
Kesetaraan asesmen nasional Kebudayaan
1010221, oadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Unit 11841 0,00 0 0,00| 3947 550.900.000,00 0 25.456.400,00 0 4,62 0 25.456.400,00 0 0,00|inas Pendidikan dan
01.17 Tersedia Kebudayaan
1.01.02.2. Pen.yelenggara‘ar‘\ Proses Belajar dan Ujian Jumlah Satuan Pendidikan yang ) Satuafn‘ 36 0,00 36 0,00 36 74.655.000,00 36 27.940.000,00 100 37.43 172 27.940.000,00 200 0,00 Dinas Pendidikan dan
01.23 bagi Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan Kebudayaan
. . Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang " .
1.01.02.2. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen |, \ .\ pembinaan Kelembagaan dan Satuan 86 000 86 0,00 86| 14.032.269.800,00]  170|  4.655.672.265,00| 197,67 33,18 256|  4.655.672.265,00| 297,67]  0,00|0in2s Pendidikan dan
01.28 Sekolah . Pendidikan Kebudayaan
manajemen sekolah
1.01.02.2. t Di Pendidikan d
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |2 o 86 000| 86 000| 86| 16.938.900.000,00 85| 4.114.257.471,00| 98,84 24,29 171 4.114.257.471,00| 198,84|  0,00| "2 "encialkan dan
01.29 pendidikan Kebudayaan
. 5 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat " -
1.01.02.2. |P ki K P lol D B D P ki
010 eningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS |, - .-\ dalam Pengelolaan Dana BOS Orang 850 000 172 0,00 170 113.280.000,00| 170 54.107.700,00 100 47,76 342 54.107.700,00| 40,24 0,00|Pinas Pendidikan dan
01.30 Sekolah Dasar Kebudayaan
Sekolah Dasar
- Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 tahun " -
1.01.02.2. (P lol Pendidikan Sekolah M h Di Pendidikan d
engelolaan Penclidikan Sekolah Menengah | - ng berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar  |Presentase 92,28 0,00 96,13 0,00 100 20.378.146.200,00 192,26| 3.917.096.614,00| 192,26 19,22| 28839| 3.917.096.614,00| 312,52|  0,00|0'"as Pendidikandan
02 Pertama Kebudayaan
SMP/MTs
Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan |, . 72,67 0,00| 66,63 0,00| 6822 20.378.146.200,00| 133,26 3.917.096.614,00| 195,34 19,22| 199,89 3.917.096.614,00| 275,07 0,00|Pinas Pendidikan dan
Asesmen Nasional Kebudayaan
Rata-rata kompetensi Numerasi SMP Nilai 60,51 0,00 56,54 0,00 56,99 20.378.146.200,00| 113,08| 3.917.096.614,00| 198,42 19,22| 169,62| 3.917.096.614,00 280,32 0,00|Pinas Pendidikan dan
berdasarkan Asesmen Nasional Kebudayaan
1.01.02.2. . . " Di Pendidikan d
02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Paket 12945 0,00 0 0,00 4315 639.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 K;r;isda?/ZaL fkan dan
1.01.02.2. Penyelenggara.ar.\ Proses Belajar dan Ujian Juml.ah Pesertﬂa Didik yang Mengikuti Proses Pés'erta 26007 0,00| 8660 0,00 8669 124.690.000,00 8600 33.043.850,00 99,2 26,50 17269 33.043.850,00 66,4 0,00 Dinas Pendidikan dan
02.36 bagi Peserta Didik Belajar dan Ujian Didik Kebudayaan
1.01.02.2. [Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Ju.mlah Sekolah Mehengah Pertama yang Satuen» 48 0,00 47 0,00 43 9.584.856.200,00 40 1.952.938.303,00 83,33 2038 87| 1.952.938303,00| 181,25 0,00 Dinas Pendidikan dan
02.41 Sekolah Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Kebudayaan
1.01.02.2. [Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Satua'n. 28 0,00 30 0,00 29 10.003.600.000,00 30 1.926.429.461,00| 103,45 19,26 60 1.926.429.461,00| 214,29 0,00 Dinas Pendidikan dan
02.42 Pertama Mengelola Dana BOS Pendidikan Kebudayaan
. . Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya . -
1.01.02.2. Dana B D
01.02.2. |Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS | | oo oololaan Dana BOS Sekolah Orang 60 0,00 60 0,00 60 26.000.000,00 30 4.685.000,00 50 18,02 %0 4.685.000,00] 150 0,00|Pinas Pendidikan dan
02.43 Sekolah Menengah Pertama Kebudayaan
Menengah Pertama
1.01.02.2. | P lol Pendidikan Anak Usia Dini P t: Wi N Usia 5 - 6 tah Di Pendidikan d
engefofaan Pencldikan Anak Tsta Bint ersentase arga egara "s1a 3 - 5 1aMUN VANE | porsentase 100 0,00 73,64 000 100|  9.260.131.360,00| 147,28| 2.574.614.298,00 147,28  27,80| 220,92 2.574.614.208,00 220,92|  o0,00|0'"3s Penciciancan
03 (PAUD) berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD Kebudayaan
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang | o oo oo 71,14 0,00| 71,08 0,00| 77,88|  9.260.131.360,00| 77,88  2.574.614.298,00 100 27,80| 148,96| 2.574.614.298,00 209,39 0,00|Pinas Pendidikan dan
Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kebudayaan




Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i . i " Anggaran RKPD
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
10102215 elenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Peserta 16044 0,00| 5300 0,00| 5348 458.890.000,00| 3000 267.087.500,00] 56,1 5820  8300|  267.087.500,00| 51,73 0,00|Pinas Pendidikan dan
03.13 Proses Belajar Didik Kebudayaan
1.01.02.2. |Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Dllak.sanakan Pembinaan Satua.n. 237 0,00 225 0,00 237 3.707.841.360,00 356 2.307.526.798,00| 150,21 62,23 581 2.307.526.798,00| 245,15 0,00 Dinas Pendidikan dan
03.17 PAUD Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Kebudayaan
102.02.2. 1, gelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP satuan 225 000| 221 000| 225|  5.093.400.000,00 0 0,00 0 0,00 221 000| 9822|  0,00|0inas Pendidikan dan
03.18 pendidikan Kebudayaan
Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun
1.01.02.2. (P lol. Pendidik bels lesai didikan d d Di Pendidikan d
engelolaan Fendicikan yang belum menyelesaian pendidikan dasar €an| . o ntase 100 0,00/ 100 0,00/ 100[  8.329.250.500,00| 100  2.009.879.750,00 100 24,13 200 2.009.879.750,00| 200 0,00/ '"as Pendidikan dan
04 Nonformal/Kesetaraan atau menengah yang berpartisipasi dalam Kebudayaan
pendidikan kesetaraan
1.01.02.2. |Penyelenggaraan Proses Belajar Jumliah Peserta Didik yang Mengikuti Proses P?s?rta 2250 0,00 750 0,00 750 7.083.172.500,00 650 1.737.543.850,00 86,67 2453 1400 1.737.543.850,00 62,22 0,00 Dinas Pendidikan dan
04.12 Nonformal/Kesetaraan Belajar Didik Kebudayaan
1.01.02.2. [Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumiah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Satuan Dinas Pendidikan dan
PP & ) Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan . 273 0,00 91 0,00 90 644.378.000,00 0 22.335.900,00 0 3,47 91 22.335.900,00 33,33 0,00
04.16 Sekolah Nonformal/Kesetaraan ) Pendidikan Kebudayaan
Manajemen
1.01.02.2. [Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang satua.n. 6 0,00 5 0,00 6 601.700.000,00 600 250.000.000,00 10000 41,55 605 250.000.000,00| 10083,3 0,00 Dinas Pendidikan dan
04.17 Nonformal/Kesetaraan Mengelola Dana BOP pendidikan Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 134,07 24,79
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Tinggi Rendah
Meningkatkan |, ) 53 |PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM  |FSrsentase Satuan Pendidikan Dasar yang Persentase 100 0,00 100 0,00 100 25.201.000,00 0 0,00 0 0,00 100 000 100|  o,00|Dinas Pendidikan dan
kualitas dan akses menerapkan Standar Mutu Pemb an Kebudayaan
Pendidikan Jenjang N Persentase satuan Pendidikan Dasar yang N -
1.01.03.2. | Penet: Kurikul: Muatan Lokal D P dik:
PAUD, Pendidikan | -0 +0%2-| Penetapan Kurikulum Muatan Loka menerapkan standar isi, standar proses dan |Persentase 100 0,00 100 0,00 100 9.725.000,00 0 0,00 0 0,00 100 000| 100|  0,00|Pinas Pendidikan dan
. 01 Pendidikan Dasar L Kebudayaan
SD, P SMP, +and
serta Pendidikan . " Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal " .
1.01.03.2. [Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Dinas Pendidikan dan
idi i 86 0,00 86 0,00 86 9.725.000,00 0 0,00 0 0,00 86 0,00 100 0,00
Nonformal / 01.04 Lokal Pendidikan Dasar Pendldlkan-Dasar yang Meningkat Orang Kebudayaan
Kesetaraan Kompetensinya
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Persentase satuan Pendidikan PAUD dan . g
1.01.03.2. . o - .. Dinas Pendidikan dan
02 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan  |Nonformal yang menerapkan standar isi, Persentase 100 0,00 100 0,00 100 15.476.000,00 0 0,00 0 0,00 100 0,00 100 0,00 Kebudayaan
Nonformal tandar proses dan standar ilai; ¥
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal [Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal " .
1.01.03.2. D Pendidikan d
201 |Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan  [Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dokumen 2 0,00 2 0,00 2 15.476.000,00 0 0,00 0 0,00 2 000[  100[ 000 K;”bfd::a:] fkan dan
) Nonformal Nonformal yang Tersusun Y
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 0,00
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatk:
.er!mg atkan Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga
pendidik dan tenaga .
kependidikan yan; PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA dikan pada P Dasar, PAUD Dinas Pendidikan dan
pen . yang 1.01.04 dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan yang Presentase 100 0,00 61,38 0,00 100 369.954.000,00 61,38 123.492.590,00 61,38 33,38 122,76 123.492.590,00( 122,76 0,00
profesional KEPENDIDIKAN . . . Kebudayaan
Standar sesuai dengan
ketentuan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
1.01.04.2.|dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal Persentase 78,85 0,00/ 76,75 0,00 75,65 369.954.000,00 76,75 123.492.590,00| 101,45 3338 1535 123.492.590,00| 194,67 0,00|Pinas Pendidikan dan
01 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan dengan kualifikasi S1 / D IV Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan
Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan 1, .o 100 000 97,33 000/ 100 369.954.000,00 97,33 123.492.590,00 97,33 3338 194,66|  123.492.590,00| 194,66|  0,00|0n3s Pendidikan dan
Nonformal/Keseteraan memenuhi kualifikasi Kebudayaan
sesuai dengan ketentuan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan
1.01.04.2. [Tenaga Kependidikan S_at'uan Pendidikan Pemetaan Pendidik (:ja.n Tenaga Kependidikan Dokumen 2 0,00 5 0,00 2 109.354.000,00 2 50.788.760,00 100 16,44 10 50.788.760,00 50 0,00 Dinas Pendidikan dan
01.01 Dasar, PAUD, dan Pendidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan




Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan
1.01.04.2. | Tenaga Kependidikan bég} Satuan Pendidikan Pendlstrll?u5|an Pendidik d?n'Tenaga Dokumen 2 0,00 5 0,00 4 260.600.000,00 4 72.703.830,00 100 27,90 10 72.703.830,00 50 0,00 Dinas Pendidikan dan
01.02 Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 101,45 33,38
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Tinggi Rendah
ku?l?:;:i:::::es Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan
Pendidikan Jenjang |1.01.05 | ROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Persentase 100 0,00 100 0,00 100 13.724.000,00 0 1.350.000,00 0 9,84 100 1.350.00000] 100|  0,00|Di"s Pendidikan dan
- PENDIDIKAN diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai Kebudayaan
PAUD, Pendidikan
o dengan syarat dan ketentuan
SD, F SMP,
serta Pendidikan Persentase Pendidikan Dasar yang
1.01.05.2. (P bitan Izin Pendidikan D isel k: leh kat tk: Di Pendidikan d
Nonformal / enerbitan lzin Pencicikan basar yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan | .\, co 100 0,00 100 0,00 100 10.000.000,00 0 1.350.000,00 of 1350 100 1.350.000,00 00|  0,00(> "2 Pendidikan dan
Kesetaraan, 01 Diselenggarakan oleh Masyarakat Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Kebudayaan
i keten
pendidik dan tenaga " - Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan
kependidik 1.01.05.2, | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan oo oo dan p Perizi Dinas Pendidikan dan
epencicikan yang | =222 | pondidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh | eor oo an Gan Fengawasan Ferizinan dokumen 20 0,00 4 0,00 4 10.000.000,00 1 1.350.000,00 25 13,50 5 1.350.000,00 25 0,00
profesional 01.02 Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Kebudayaan
Masyarakat
Masyarakat
P t: PAUD Pendidikan Nonfi |
1.01.05.2, Penerbitan [zin PAUD dan Pendidikan :;se:isaeslzn ara::: oleer:’rln;saZra::torma Dinas Pendidikan dan
“0%:05-2+ | N onformal yang Diselenggarakan oleh yang Egar ¥  |persentase 100 0,00 100 0,00 100 3.724.000,00 0 0,00 0 0,00 100 000 100 000
02 mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kebudayaan
Masyarakat N
sesuai dengan ketentuan
. - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
1.01.05.2, | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan -\, o gan p Perizinan PAUD Dinas Pendidikan dan
=922 1pAUD dan Pendidikan Nonformal yang engendalian dan Pengawasan Ferizinan Dokumen 20 0,00 4 0,00 4 3.724.000,00 0 0,00 0 0,00 4 0,00 20 0,00
02.02 . dan Pendidikan Non Formal yang Kebudayaan
Diselenggarakan oleh Masyarakat .
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 6,75
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |  206.357.995.793,00 I 80.686.595.649,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM| 56,7 21,11
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | Rendah | 32"82t
Rendah
1. Perhitungan Capaian Kinerja menjadi tidak sinkron karena perbedaan capaian kinerja program, kegiatan dan output berbeda satuan, sehingga beberapa capaian tidak sesuai. Sehingga perlu ada pembenahan target kinerja dan satuan target agar capaian kinerja menjadi logis.
2. Belum semua realisasi anggaran pada sub k p p berikan d. k kinerja yang signifikan. Contoh beberapa sub kegiatan diisi untuk kegiatan prioritas namun tidak mendukung ke capaian kinerja sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Beberapa target yang ditetapkan pada awal Renja 2023 tidak lagi sesuai dengan pelaksanaan dikarenakan perubahan kebijakan kk ya untuk lol. Jidikan berdasarkan kebijakan SPM Pendidikan.
102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
g KESEHATAN
Meningkatnya . S . Dinas Kesehatan
N PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Capaian Kinerja Program Minimal )
1.02.01 t: 100 0,00 95 0,00 100 179.541.270.114,00 0| 74.599.244.256,16 0 41,55 95| 74.599.244.256,16 95 0,00
Kualitas Kesehatan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |20% persentase Penﬁerld.?llan
Masyarakat, F dan KB
Meningkatnya . . — N Dinas Kesehatan
1.02.01.2. | P , P , dan Evall P t: G Ki K tan P kat
Kualitas Pelayanan erencanaan, Fenganggaran, dan tvaluast | "ersentase ~apalan tinerja feglatan Ferangi@t | o centase 0 000 95 000 95 15.000.000,00 0 7.510.000,00 0 50,07 95 7.510.000,00 o|  0,00|Pengendalian
| 01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah Minimal 80% oo
K pada P dan KB
Masyarakat Dinas Kesehatan
1.02.01.2. |P D D
020 enyusunan Dokumen Perencanaan Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 0 0,00/ 103 22.719.400,00 7 11.000.000,00 4 7.510.000,00| 57,14 68,27 107 30.229.400,00 0 0,00|Pengendalian
01.01 Perangkat Daerah Daerah
Penduduk dan KB
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar "
1.02.01.2. |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian |Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Dinas Kesehatan
92582 oord renyusunan taporan -ap ast tinerl P % |iaporan 0 000 125 496000000 18 4.000.000,00 6 000 33,33 0,00 131 4.960.000,00 o|  0,00[pengendalian
01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
X U Penduduk dan KB
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. ini i
02.01.2-| » tministrasi Keuangan Perangkat Daerah || o'sentase Administrasi Keuangan Peranglat | 0 0,00 100 0,00 100 60.616.102.856,00 25| 29.103.347.753,00 25 48,01 125| 29.103.347.753,00 o|  0,00|pengendalian
02 Daerah Sesuai Ketentuan duduk dan KB




Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
N " Dinas Kesehatan
102,012 \o e diaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan orang/bula 0 0,00 304| 50.378.228555,00] 727| 60.269.502.256,00|  352| 28.999.938.053,00| 48,42 48,12 656| 79.378.166.608,00 o/  0,00|pengendalian
02.01 Tunjangan ASN n
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penatausahaan dan dokumen 0 0,00 24|  406.956.500,00 1 311.720.600,00 1 86.441.900,00 100 27,73 25| 493.398.400,00 o|  0,00|Pengendalian
02.03 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Penduduk dan KB
1.02.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Dinas Kesehatan
0‘2 0‘7 " |Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran |Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan |laporan 0 0,00 2 7.050.000,00 13 34.880.000,00 13 16.967.800,00 100 48,65 15 24.017.800,00 0 0,00|Pengendalian
. SKPD L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD Penduduk dan KB
1.02.01.2. [Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Administrasi BMD Perangkat Dinas Kesehatan
SemS € P ° e persentase 0 000 9 000/ 100 15.000.000,00 50 0,00 50 0,00 140 0,00 0|  0,00|Pengendalian
03 Perangkat Daerah Daerah Sesuai Ketentuan
Penduduk dan KB
- - Dinas Kesehatan
1.02.01.2. |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik dokumen o 0,00 1 9.912.300,00 1 15.000.000,00 12 0,00 1200 0,00 13 9.912.300,00 o 0,00|Pengendalian
03.06 SKPD Daerah pada SKPD
Penduduk dan KB
1.02.01.2, Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Dinas Kesehatan
0'5 77" | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Ketentuan persentase ) 0,00 90 0,00 80 742.539.000,00 18 334.248.623,00 22,5 45,01 108 334.248.623,00 0 0,00 Pengendalian
Penduduk dan KB
1.02.01.2. |Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolah Dinas Kesehatan
D292 |Pendataan dan Fengolahan Administrast umiah Dokumen Fendataan dan Fengoianan |4y yen 0 0,00 1| 562.396.236,00 12 742.539.000,00 3 334.248.623,00 25 45,01 4| 896.644.859,00 0 0,00|Pengendalian
05.03 Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Penduduk dan KB
1.02.01.2, Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Dinas Kesehatan
0;3 77" | Administrasi Umum Perangkat Daerah Ketent persentase ) 0,00 80 0,00 80 589.646.100,00 25 252.275.915,00 31,25 42,78 105 252.275.915,00 0 0,00 Pengendalian
ntuan
et Penduduk dan KB
1.02.01.2. |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Dinas Kesehatan
HeOL.2 ey Bkap reral Bkap paket 0 0,00 20 8.597.000,00 5 55.575.000,00 1 12.824.800,00 20 23,08 21 21.421.800,00 0 0,00|Pengendalian
06.02 Kantor Kantor yang Disediakan
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. |P i B ki lah Paket B: [ P
02.01.2. |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan |\ ., 0 0,00 4 6.472.500,00 3 141.750.500,00 1 131.918.100,00 33,33 93,06 5| 138.390.600,00 o|  0,00|pengendalian
06.05 Penggandaan yang Disediakan
Penduduk dan KB
. Dinas Kesehatan
1.02.01.2. [Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Baca?n d.an Peraturan dokumen o 0,00 4 3.120.000,00 1 3.240.000,00 0 780.000,00 0 24,07 2 3.900.000,00 0 0,00|Pengendalian
06.06 Perundang-undangan Perundang- Undangan yang Disediakan
Penduduk dan KB
1.02.01.2 Dinas Kesehatan
0-6 0;3 " | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 0 0,00 0 14.468.000,00 12 6.824.100,00 1 789.000,00 8,33 11,56 1 15.257.000,00 0 0,00|Pengendalian
: Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. [Py I Rapat Koordinasi d Jumlah L P I Rapat
enve enggaraan Rapat foordinast dan umian taporan Fenyelenggaraan Rapa laporan 0 0,00 o| 237.332.131,00] 160 188.256.500,00 25 69.865.450,00| 15,63 37,11 25| 307.197.581,00 o|  0,00|Pengendalian
06.09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penduduk dan KB
. . . Dinas Kesehatan
102.01.2. Dukungan Pelaks:.inaan Sistem Pemerintahan Jumlah. Dokumen Duk.ungan Pele.iksanaan Sistem dokumen 0 0,00 0 143.948.179,00 5 194.000.000,00 1 36.098.565,00 20 18,61 1 180.046.744,00 0 0,00|Pengendalian
06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. | P d; B Milik D: h Py j
engacaan Barang Millk Dacrah Fenunjang o, sentase BMD yang terpenuhi persentase 0 000 95 000 95 4.000.000,00 0 0,00 0 0,00 95 0,00 o|  0,00|Pengendalian
07 Urusan Pemerintah Daerah
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. . in Lai
02.01.2.1, 1 gadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang | ., 0 000 98|  121.050.000,00 4 4.000.000,00 0 0,00 0 0,00 98|  121.050.000,00 o|  0,00|pengendalian
07.06 Disediakan
Penduduk dan KB
1.02.01.2. [Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas Kesehatan
e V! . iang Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu persentase (] 0,00 100 0,00 100 1.612.312.253,00 16 645.161.062,00 16 40,01 116 645.161.062,00 0 0,00|Pengendalian
08 Pemerintahan Daerah
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. L L
020121 1 vediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat laporan 0 0,00 0 989.000,00 2 1.275.200,00 0 0,00 0 0,00 0 989.000,00 o|  0,00|pengendalian
08.01 Menyurat
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. [Py di J; K ikasi, Sumber D: Air|Jumlah L: P di: J K ikasi,
enyediaan fasa fomunikasl, sumber Baya Alrj-umiah Laporan Fenyediaan Jasa fomunikasl, -, o 0 0,00 o|  374.617.872,00 12 267.490.053,00 3 106.488.342,00 25 39,81 3| 481.106.214,00 o|  0,00|Pengendalian
08.02 dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penduduk dan KB
. Dinas Kesehatan
1020121, diaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | UT!3" Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan laporan 0 0,00 0| 1.188.722.690,00 12| 1.343.547.000,00 3 538.672.720,00 25 40,09 3| 1.727.395.410,00 o|  0,00|pengendalian
08.04 Umum Kantor yang Disediakan penduduk dan KB




Tingkat Capaian inekotcapalan
Target RPJMD pada tahun 2019 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja dan Kineri dan Rpealisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) 8 P . RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu| RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang 4 ) h B8 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Sasaran Kode | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan S/d2u28l([periodeRBIND] (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Anggaran RKPD RPIMD s/d Tahun 2024 | oo </ Tahun
Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
" o Dinas Kesehatan
1.02.01.2. \Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu persentase 0 0,00 100 0,00 100 639.964.600,00 9 176.249.326,00 9 27,54 109|  176.249.326,00 o|  0,00|Pengendalian
09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penduduk dan KB
102012 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Kesehatan
0'9 0'2 """ |Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak |unit 0 0,00 0 260.025.622,00 130 463.370.600,00 10 142.222.326,00 7,69 30,69 10 402.247.948,00 0 0,00|Pengendalian
: Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya Penduduk dan KB
. . Dinas Kesehatan
(1)'903'601'2' Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya JD”,mlla,: Peralatan dan Mesin Lainnya yang unit 0 0,00 0 14.400.000,00| 125 76.200.000,00 30 34.027.000,00 24 44,65 30 48.427.000,00 o|  0,00|Pengendalian
. elihara
pell Penduduk dan KB
1.02.01.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Kesehatan
Oé 16 " |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Unit 0 0,00 0 0,00 1 100.394.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00(Pengendalian
i Lainnya Direhabilitasi Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. Indek: L kat F
" Peningkatan Pelayanan BLUD RnSUeDs asyarala / Indeks 0 0,00 0 0,00 85| 115.306.705.305,00 o| 44.080.451.577,16 0 38,23 o| 44.080.451.577,16 o|  0,00|Pengendalian
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.01.2. Jumlah BLUD M diakan Pel, d
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | " yang Menyediakan Pelayanan dan i 0 0,00 0 0,00 7| 115.306.705.305,00 7| 44.080.451.577,16 100 38,23 7| 44.080.451.577,16 o|  0,00|Pengendalian
10.01 Penunjang Pelayanan
Penduduk dan KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 17,08 32,41
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatnya PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN |Persentase pemenuhan upaya kesehatan Dinas Kesehatan
Kualitas Kesehatan (1.02.02 |PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN perorangan dan upaya kesehatan masyarakat |persentase 100 0,00 100 0,00 100 83.724.246.433,00 25| 15.761.301.910,00 25 18,83 125 15.761.301.910,00 125 0,00 Pengendalian
Masyarakat, MASYARAKAT yang sesuai standar Penduduk dan KB
oo | Pt st
ualitas Pelayanan | %02:02:2-1 ntuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah , rasilitas inglat Lanju % 0 0,00 0 0,00 63|  30.653.565.933,00 50 707.251.301,00( 79,37 2,31 50|  707.251.301,00 0 0,00|Pengendalian
Kesehatan pada (01 (FKTL) dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang
Kabupaten/Kota ’ Penduduk dan KB
Masyarakat sesuai standar
1.02.02.2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan
Oi Oé " |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit ~ |yang telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan  |unit 0 0,00 0 0,00 5 715.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00|Pengendalian
: Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Penduduk dan KB
1.02.02.2. [Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas|Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
oo & & - v Unit 0 0,00 0 0,00 2 11.739.233.000,00 0 694.567.301,00 0 5,92 0 694.567.301,00 0 0,00|Pengendalian
01.13 Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Penduduk dan KB
. . " Dinas Kesehatan
1.02.02.2. Peng.adaar.\‘AIat Kesehatan/Alat Penunjang Junr.mllah Alat Kesehatan/Alat Penunjan.g M‘edlk Unit o 0,00 0 0,00 6 8.872.484.000,00 0 0,00 0 0,00 o 0,00 o 0,00|pengendalian
01.14 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Penduduk dan KB
1.02.02.2 Dinas Kesehatan
0’1 1é " |Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Paket 0 0,00 0 0,00 143 3.723.100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00(Pengendalian
i Penduduk dan KB
102022 Dinas Kesehatan
0'1 1'7 """ |Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Paket 0 0,00 0 0,00 78 4.389.248.933,00 0 12.684.000,00 0 0,29 0 12.684.000,00 0 0,00|Pengendalian
. Penduduk dan KB
1.02.02.2 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Dinas Kesehatan
Oi 26 " |Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Unit/Set 0 0,00 0 0,00 68 1.214.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00|Pengendalian
) Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penduduk dan KB
F i Layanan untuk UKM Dinas Kesehatan
1.02.02.2.| " L
02.0 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Persen?ase ayanan Kesehatan umflk UKM dan persentase 0 0,00 100 0,00 100 50.557.468.500,00 25| 13.702.311.285,00 25 27,10 125 13.702.311.285,00 0 0,00|Pengendalian
02 UKP rujukan yang terlaksana sesuai standar S
Kabupaten/Kota F dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.02.2. Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pel
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil [0 o >J Mamivang Mendapatian Felayanan | oo 0 0,00 7218 0,00 3918 450.998.000,00] 778 150.314.985,00| 19,86 33,33|  7996|  150.314.985,00 o|  0,00|Pengendalian
02.01 Kesehatan Sesuai Standar
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.02.2. (P | B i
02.02.2. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan orang 0 0,00 6955 0,00 3740 126.246.200,00 1383 9.430.000,00 36,98 7,47 8338 9.430.000,00 o|  0,00|pengendalian
02.02 Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.02.2. [P lol Pel Kesehatan Bayi B Jumlah Bayi B Lahi Mendapatk:
eneelolaan Pelayanan fesehatan Bayi Baru | umiah Bayl Baru tanir yang Mlencapatian orang 0 0,00| 6790 0,00| 3562 10.000.000,00| 535 6.914.000,00| 15,02 69,14| 7325 6.914.000,00 0 0,00|Pengendalian
02.03 Lahir Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar penduduk dan KB
enduduk dan




Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
. Dinas Kesehatan
1:02.02.2. | o elolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumiah Balita yang Mendapatkan Pelayanan | 0 0,00| 25430 0,00 18369 45.975.000,00 7792 950.000,00| 42,42 2,07| 33222 950.000,00 o/  0,00|pengendalian
02.04 Kesehatan Sesuai Standar
Penduduk dan KB
. [Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Dinas Kesehatan
(1);)(2);)21 Eeni_e‘;‘_’iaa"DPe'“a"a" Kesehatan pada Usia || 1-patkan Pelayanan Kesehatan Sesuai orang 0 0,00| 44887 0,00 32668 76.440.000,00| 3680 10.800.000,00| 11,26 14,13 48567 10.800.000,00 o|  0,00|Pengendalian
8 'endidikan Dasar
Standar Penduduk dan KB
. |Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Dinas Kesehatan
(1)20(2)6022 gf:je:::!?an Pelayanan Kesehatan pada Usia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai orang 0 0,00(196045 0,00( 159881 102.475.000,00( 27732 20.355.000,00 17,35 19,86| 223777 20.355.000,00 0 0,00|Pengendalian
8 uKtr
Standar Penduduk dan KB
. [lumlah Penduduk Usia Lanjut yang Dinas Kesehatan
1.02.02.2. |P lol Pel Kesehat da U
07 Le"_geto aan Pelayanan fesenatan pada Lsia |y 1o dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai orang 0 0,00| 44455 0,00 30585 759.450.000,00 4629 125.150.000,00 15,13 16,48 49084|  125.150.000,00 o|  0,00|Pengendalian
8 anju
§ Standar Penduduk dan KB
. . . N Dinas Kesehatan
1.02.02.2. Pgngelola?n Pelayanan Kesehatan Penderita [Jumlah Penderita Hlper‘cens! yang Mendapatkan orang o 0,00 44819 0,00| 61139 10.000.000,00 5358 0,00 8,76 0,00 50177 0,00 0 0,00|Pengendalian
02.08 Hipertensi Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Penduduk dan KB
. Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Dinas Kesehatan
1.02.02.2. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita |\ .-\ pelayanan Kesehatan Sesuai orang 0 0,00| 15212 0,00 8761 236.054.000,00 5547 4.045.000,00 63,31 1,71 20759 4.045.000,00 o|  0,00|Pengendalian
02.09 Diabetes Melitus
Standar Penduduk dan KB
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Dinas Kesehatan
1.02.02.2. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |orang 0 0,00] 965 0,00| 785 44.000.000,00| 522 2625.000,00] 66,5 597| 1487 2.625.000,00 o|  0,00|Pengendalian
02.10 dengan Gangguan Jiwa Berat N
Sesuai Standar Penduduk dan KB
. . Dinas Kesehatan
1.02.02.2. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis | 0 0,00[ 9039 0,00| 4968 48.775.000,00 2066 8.950.000,00 41,59 18,35| 11105 8.950.000,00 o|  0,00|Pengendalian
02.11 Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Penduduk dan KB
. Dinas Kesehatan
1.02.02.2. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang orang 0 0,00/ 9906 0,00| 5552 45.760.000,00| 2670 8.350.000,00| 48,09 18,25| 12576 8.350.000,00 0 0,00|Pengendalian
02.12 dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Penduduk dan KB
1.02.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dinas Kesehatan
0'2 1'3 " |Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian [dokumen 0 0,00 0 0,00 1 57.170.000,00 2 35.306.000,00 200 61,76 2 35.306.000,00 0 0,00|Pengendalian
) (KLB) Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Penduduk dan KB
Jumlah Dok Hasil P lol Pel
1.02.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Kuer:e:atas bl;mf:enzz'dui:_g;;?nakeki:,:isnan Dinas Kesehatan
7" |Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat g P . |dokumen 0 0,00 8 0,00 8 10.000.000,00 0 1.725.000,00 0 17,25 8 1.725.000,00 0 0,00|Pengendalian
02.14 . Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana . Penduduk dan KB
Bencana Sesuai Standar
Dinas Kesehatan
1.02.02.2. [P lol Pel Keseh: izi lah Dok Hasil P lol Pel
02.02.2. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gz Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan |\ -, 0 0,00 0 0,00 1| 2.825.910.000,00 0 28.500.000,00 0 1,01 0 28.500.000,00 o|  0,00|Pengendalian
02.15 Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat
Penduduk dan KB
. " Dinas Kesehatan
1.02.02.2. [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan dokumen o 0,00 0 0,00 6 80.600.000,00 0 14.695.000,00 0 18,23 0 14.695.000,00 0 0,00|Pengendalian
02.16 Olahraga Kesehatan Kerja dan Olahraga
Penduduk dan KB
1.02.02.2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dinas Kesehatan
""" |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ) 8 ¥ dokumen 0 0,00 0 0,00 9 488.126.650,00 0 29.216.400,00 0 5,99 0 29.216.400,00 0 0,00|Pengendalian
02.17 Kesehatan Lingkungan
Penduduk dan KB
1.02.02.2 Dinas Kesehatan
0‘2 1;3 " |Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan |Dokumen 0 0,00 0 0,00 15 266.344.200,00 0 16.850.000,00 0 6,33 0 16.850.000,00 0 0,00|Pengendalian
i Penduduk dan KB
1.02.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dinas Kesehatan
0‘2 lé " | Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional |Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan dokumen 0 0,00 0 0,00 6 5.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00(Pengendalian
. Lainnya Mandiri dan Tradisional Lainnya Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.02.2. Jumlah Dok Hasil P lol S il
o220 |Peneelolaan surveilans kesehatan K“m: ) okumen Hasil Fengelotaan SUrverans | yokumen 0 0,00 0 0,00 18 30.450.000,00 2 4.250.000,00 11,11 13,96 2 4.250.000,00 o|  0,00|Pengendalian
. esehatan
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.02.2. |P i hi Z
02.02.2. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan |Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan| | _ 0 0,00 0 000 144 36.100.000,00 545 2.675.000,00| 378,47 7,41 545 2.675.000,00 o|  0,00|pengendalian
02.22 NAPZA Pelayanan Kesehatan
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.02.2. [Pel Kesehatan P kit M lar d: Jumlah Dok Hasil Pel Kesehat:
€ayanan Kesehatan Penyaidit Menulardan | umian Jokumen Hasfl Pelayanan Kesehatan 4y e 0 0,00 0 0,00 51| 1.509.100.850,00 0 313.065.000,00 0 20,75 o|  313.065.000,00 o|  0,00|Pengendalian
02.25 Tidak Menular Penyakit Menular dan Tidak Menular penduduk dan KB
endudu an




Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
" . Dinas Kesehatan
102,022\ o elolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |“™2h Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan =, 0 0,00 0 0,00 1| 41.518.736.600,00 o| 12.771.886.200,00 0 30,76 o| 12.771.886.200,00 o/  0,00|pengendalian
02.26 Kesehatan Masyarakat
Penduduk dan KB
L . Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dinas Kesehatan
(1)'202'702'2' E::e::kz";::giz:i””aa" NAPZA di Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas orang 0 0,00 0 0,00 1 11.600.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  0,00|Pengendalian
) 4 Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Penduduk dan KB
" Dinas Kesehatan
102,022\ lenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumiah Dokumen Hasil Penyelenggaraan dokumen 0 0,00 0 0,00 1 38.400.000,00 0 15.240.000,00 0 39,69 0 15.240.000,00 o/  0,00|pengendalian
02.29 Kabupaten/Kota Sehat
Penduduk dan KB
1.02.02.2 Dinas Kesehatan
0‘2 3‘3 " |operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Dokumen 0 0,00 0 0,00 53 1.246.358.000,00 0 88.644.100,00 0 7,11 0 88.644.100,00 0 0,00(Pengendalian
i Penduduk dan KB
. - " Dinas Kesehatan
1.02.02.2. Oeerasmnal Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Dokume.n .Ha5|l Pelaksanaan dokumen o 0,00 0 0,00 1 42.399.000,00 o 14.728.600,00 0 3474 o 14.728.600,00 o 0,00|Pengendalian
02.34 Lainnya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Penduduk dan KB
P, . L I Dinas Kesehatan
1.02.02.2. |Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di |Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Unit o 0,00 0 0,00 1 400.000.000,00 0 13.646.000,00 0 341 o 13.646.000,00 o 0,00|Pengendalian
02.35 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penduduk dan KB
- " Dinas Kesehatan
1.02.02.2. [Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon  |Jumlah Dokume.n .Hasll Pelaksanaan dokumen o 0,00 0 0,00 1 5.000.000,00 o 4.000.000,00 0 80,00 o 4.000.000,00 o 0,00|Pengendalian
02.37 Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Penduduk dan KB
Jumlah Public Safety Center (PSC 119) .
1.02.02.2. [Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Dinas Kesehatan
ez meny! 8 . ! 8 837 it 0 0,00 0 0,00 1 30.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0|  0,00|Pengendalian
02.38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan penduduk dan KB
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) enduduicdan
1.02.02.2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan  |Persentase Rekomendasi ljin Operasional Dinas Kesehatan
0;1 """ | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan % 0 0,00 0 0,00 100 2.513.212.000,00 0 1.351.739.324,00 0 53,79 0 1.351.739.324,00 0 0,00 Pengendalian
Daerah Kabupaten/Kota rujukan yang di diterbitkan sesuai ketentuan Penduduk dan KB
P li P Ti k
1.02.02.2 L::_guetn::nlaanwiaszn :i‘;za;:;:i slz:‘:i: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Dinas Kesehatan
PO ) 8 - Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Unit 0 0,00 0 0,00 100 5.000.000,00 7 2.485.000,00 7 49,70 7 2.485.000,00 0 0,00|Pengendalian
04.01 Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan . . . o
K Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Penduduk dan KB
Lainnya
. - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Dinas Kesehatan
1.02.02.2. [P katan Mutu Pel Fasilit:
on03 Ke"":‘gta an Mutu Pefayanan Fasilitas Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Unit 0 0,00 0 0,00 11| 2.508.212.000,00 8| 1349.25432400 72,73 53,79 8| 1.349.254.324,00 o|  0,00|pengendalian
X esehatan
Pelayanan kesehatan Penduduk dan KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 34,79 27,73
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatnya . Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan
i 1.02. 80 0,00 100 0,00 80 1.863.827.000,00 50 194.057.226,00 62,5 10,41 150 194.057.226,00 187,5 0,00 i
Kualitas Kesehatan (1.02.03 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN yang hi standar k . persentase ! 4 ! ! 3 4 ! B ,00 Pengendalian
Masyarakat, Penduduk dan KB
Meningkatnya . . . . - Dinas Kesehatan
1.02.03.2.
Kualitas Pelayanan | -0%03-2|Pemberian lzin Praktik Tenaga Kesehatan di | Persentase Rekomendasi ljin Tenaga Kesehatan | . . 0 000 9 0,00 90 10.000.000,00 25 2.365.000,00| 27,78 23,65 115 2.365.000,00 o|  0,00|pengendalian
N 01 Wilayah Kabupaten/Kota yang di terbitkan sesuai ketentuan S
K pada F dan KB
Masyarakat 1.02.03.2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Dinas Kesehatan
0'1 0'2 """ |Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak dokumen 0 0,00 0 0,00 465 10.000.000,00 381 2.365.000,00 81,94 23,65 381 2.365.000,00 0 0,00(Pengendalian
) Praktik Tenaga Kesehatan Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Penduduk dan KB
Per butuhan dan F Dinas Kesehatan
1.02.03.2. P t: Py han Kebutuhan d.
Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP | ' aoc "emenuhan fiebutuian can persentase 0 000 80 000 80 526.300.000,00 25 32.200.000,00| 31,25 6,12 105 32.200.000,00 o|  0,00|Pengendalian
02 - Penempatan SDM Kesehatan sesuai standart
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Dinas Kesehatan
1.02.03.2. [P dan Distribusi serta P t:
erencanaan can DISrpus! serta FEMErataan | o tribusi serta Pemerataan Sumber Daya dokumen 0 0,00 0 0,00 1 5.000.000,00 1 470000000 100 94,00 1 4.700.000,00 o|  0,00|pengendalian
02.01 Sumber Daya Manusia Kesehatan )
Manusia Kesehatan Penduduk dan KB
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Dinas Kesehatan
1.02.03.2. Pemen.Uhan Kebutuhan S‘{mber Daya Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan orang 0 0,00 0 0,00 24 521.300.000,00 12 27.500.000,00 50 5,28 12 27.500.000,00 0 0,00|Pengendalian
02.02 Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Kesehatan (Fasyankes) Penduduk dan KB




Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.02.03.2.|" Mutu dan P Persentase Tenaga Kesehatan yang Dinas Kesehatan
0;-! ™" |Kompetensi Teknis Sumber Daya pelatil sesuai % 0 0,00 [1] 0,00 80 1.327.527.000,00 25 159.492.226,00 31,25 12,01 25 159.492.226,00 1] 0,00|Pengendalian
Kesehatan Tingkat Daerah K: [Kota |k y Penduduk dan KB
1.02.03.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan
0'3 0'1 """ |Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Orang 0 0,00 0 0,00 238 1.327.527.000,00 9 159.492.226,00 3,78 12,01 9 159.492.226,00 0 0,00(Pengendalian
: Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Penduduk dan KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 30,09 13,93
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatnya Persentase Fasilitasi Perijinan Sarana .
Kualitas Kesehat PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT Kefarmasian, Toko Alkes, Optik, UMOT Dinas Kesehatan
ualitas Kesehatan 1, 42 04 ’ efarmasian, 1oko Alkes, Optik, , persentase 85 0,00 85 0,00 85 577.592.687,00 50 26.187.950,00| 58,82 4,53 135 26.187.950,00| 158,82 0,00|Pengendalian
Masyarakat, KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Produksi serta Pengelolaan Makanan dan Penduduk dan KB
ingk yang terlaksana sesuai standar
Kualitas Pelayanan 1.02.04.2 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat |Persentase Rekomendasi ljin Operasional Dinas Kesehatan
Kesehatan pada 0'1 """ | Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Fasilitas Pelayanan kesehatan yang di terbitkan |persentase [} 0,00 100 0,00 90 112.666.037,00 50 11.107.950,00 55,56 9,86 150 11.107.950,00 0 0,00|Pengendalian
Masyarakat Tradisional (UMOT) sesuai Penduduk dan KB
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Jumlah Dokumen H§5|I Penge_ndallan dan .
1.02.04.2. |Laniut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Dinas Kesehatan
P 5 8 P N Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat dokumen 0 0,00 0 0,00 50 43.936.037,00 23 11.107.950,00 46 25,28 23 11.107.950,00 0 0,00(Pengendalian
01.01 Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat penduduk dan KB
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ese. é an, dan Dptikal, Usaha Mikro Uba enduduicdan
Tradisional (UMOT)
Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,
P di dan P ol Data Perizi dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
enyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan
1.02.04.2.|d \(I' dak Laniut P 8 1zin Anotek (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam Dinas Kesehatan
.02.04.2. |dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, } . X R 5 )
g & P! N rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan [Unit 0 0,00 0 0,00 30 63.730.000,00 23 0,00 76,67 0,00 23 0,00 0 0,00(Pengendalian
01.02 Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, |, .
Usaha Mikro Obat Tradisi I (UMOT) Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Penduduk dan KB
saha Mikro Dbat Tradisiona dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1.02.04.2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, |Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan
0'1 0'3 """ | Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, |dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional sarana 0 0,00 4 0,00 50 5.000.000,00 0 0,00 0 0,00 4 0,00 0 0,00|Pengendalian
. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (UMOT) yang Memenuhi Komitmen lzin Penduduk dan KB
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
1.02.08.2. Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Persentase rekomendasi produksi pangan Dinas Kesehatan
0'3 """ |sebagai Izin Produksi, untuk Produk industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai [persentase 0 0,00 100 0,00 85 244.650.000,00 50 9.100.000,00 58,82 3,72 150 9.100.000,00 0 0,00 Pengendalian
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat ketentuan Penduduk dan KB
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak |Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan |Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Dinas Kesehatan
1.02.04.2. |Industri R hT dan N P-IRT Sertifikat Produksi P: Industri Ri h
naustriRuman fangga dan Nomor ertiiikat Froduist Pangan Industri Ruman - 4 men 0 0,00 0 0,00 1 244.650.000,00 0 9.100.000,00 0 3,72 0 9.100.000,00 0 0,00|Pengendalian
03.01 sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan [Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, penduduk dan KB
Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
oleh Industri Rumah Tangga Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi R
1.02.04.2. | Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara |"Persentase rekomendasi TPM dan DAM yan, Dinas Kesehatan
PO P & o . yane persentase 0 0,00 100 0,00 85 60.234.650,00 40 2.200.000,00 47,06 3,65 140 2.200.000,00 0 0,00(Pengendalian
04 lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan |diterbitkan sesuai ketentuan penduduk dan K8
Depot Air Minum (DAM)
. Dinas Kesehatan
D,
P?rser?tase rekom.endaSI TPM dan DAM yang persentase 0 0,00 0 0,00 90 60.234.650,00 0 2.200.000,00 0 3,65 0 2.200.000,00 0 0,00|Pengendalian
diterbitkan sesuai ketentuan
Penduduk dan KB
Jumlah Dok Hasil P dalian d
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak umian Dokumen ?SI engep alan dan
A B . .. |Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan "
1.02.00.2 Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Dinas Kesehatan
‘""" |Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 8 o . |dokumen 0 0,00 0 0,00 1 60.234.650,00 0 2.200.000,00 0 3,65 0 2.200.000,00 0 0,00|Pengendalian
04.01 . Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah ) Penduduk dan KB
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
P Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga




Tingkat Capaian inekotcapalan
Target RPJMD pada tahun 2019 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja dan Kineri dan Rpealisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) 8 P . RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu| RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang 4 ) h B8 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Sasaran Kode | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan $/d 2024 ( petiode RPIMD) (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) CEETENLLAL RPIMD s/d Tahun 2024 | o\ s/t Tahun
Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.02.08.2 :::::::::: ::::3:::??:: g:ostliluksi dan Persentase Industri Rumah Tangga yang Dinas Kesehatan
P N P . fasilitasi dan persentase 0 0,00 100 0,00 85 160.042.000,00 50 3.780.000,00 58,82 2,36 150 3.780.000,00 0 0,00|Pengendalian
06 Produk Makanan Minuman Industri Rumah
pengawasan Penduduk dan KB
Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Dinas Kesehatan
. . o . l
1.02.04.2. [Makanan-Minuman Industri Rumah Te.mgga Mlnuman Industrl Rumah Tangga Beredar yang unit o 0,00 0 0,00 6 160.042.000,00 0 3.780.000,00 0 2,36 o 3.780.000,00 o 0,00|Pengendalian
06.01 yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak  [Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam penduduk dan KB
udu
Lanjut Pengawasan rangka Tindak Lanjut Pengawasan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 55,07 4,90
Predikat Kinerja| Rendah Sangat
Rendah
Meningkatnya Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kualitas Kesehatan (1.02.05 BIDANG KESEHATAN Persentase Posyandu Puri di Kota Probol persentase 65 0,00 70 0,00 65 3.441.592.121,00| 151,6 1.111.837.900,00| 233,23 32,31 221,6 1.111.837.900,00( 340,92 0,00|Pengendalian
Masyarakat, Penduduk dan KB
K N:i"'"gklamya 1.02.05.2 Adv'Oka'SIl Pe:‘:;T::f;nl’\nl(aesmal:;aki:ldan Persentase OPD dan Ormas yang menerapkan Dinas Kesehatan
ualitas Pelay et M ° V: > nas yang P persentase 0 0,00 100 0,00 85 133.833.621,00 25 1.666.000,00| 29,41 1,24 125 1.666.000,00 0 0,00|Pengendalian
Kesehatan pada (01 Lintas Sektor Tingkat Daerah kebijakan Germas sesuai ketentuan
Penduduk dan KB
Masyarakat Ki [Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, . . Dinas Kesehatan
1.02.05.2. Jumlah Dok P Kesehatan, Advok:
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan umian Dokumen Promosi Resenatan, AVOKasl, | e 0 0,00 0 0,00 5 133.833.621,00 0 1.666.000,00 0 1,24 0 1.666.000,00 o|  0,00|Pengendalian
01.01 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
1.02.05.2. |Pelak: Sehat dal ka P tif P t: kegiatan GERMAS
elaksanaan Sehat calam rangka promoti ersentase keglatan yang persentase 0 0,00 100 0,00 80 128.126.200,00 25 11.266.000,00| 31,25 8,79 125 11.266.000,00 o|  0,00|Pengendalian
02 Preventif Tingkat Daerah K /Kota sesuai
Penduduk dan KB
. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Dinas Kesehatan
1.02.05.2. |P I P Kesehatan d
enyelenggaraan Fromosi fesehatan dan 5 i Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih  |dokumen 0 0,00 0 0,00 72 128.126.200,00 18 11.266.000,00 25 8,79 18 11.266.000,00 o|  0,00|Pengendalian
02.01 Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
dan Sehat Penduduk dan KB
1.02.05.2.|" danP Upaya Dinas Kesehatan
0'3 """ |Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Persentase UKBM yang aktif persentase [} 0,00 70 0,00 65 3.179.632.300,00 25 1.098.905.900,00 38,46 34,56 95 1.098.905.900,00 0 0,00|Pengendalian
(UKBM) Tingkat Daerah K /Kota Penduduk dan KB
1.02.05.2 Elmbmg:n Tekmds da: Tufervm U Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Dinas Kesehatan
.02.05.2. ngembangan n naan
engembangan can Pefaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya  |dokumen 0 0,00 0 0,00 10| 3.179.632.300,00 2| 1.098.905.900,00 20 34,56 2| 1.098.905.900,00 o|  0,00|Pengendalian
03.01 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Masyarakat (UKBM) Penduduk dan KB
(UKBM)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 33,04 14,86
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM|  269.148.528.355,00 91.692.629.242,16
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | 34,01 18,77
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | Sanat | Sangat
Rendah | Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Me-mngkat‘n‘ya Dinas Pekerjaan
Kualitas Fasilitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Capaian Kinerja Program minimal Umum, Penataan
Umum, 1.03.01 P g 8 % 80| 46.381.921.057,00 80 0,00 80 12.859.110.598,00 0 5.801.298.223,00 0 45,11 80 5.801.298.223,00 100 0,00 ’
. PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (80% Ruang, Perumahan dan
Meningkatnya .
B Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
Je'_"bata"' Dinas Pekerjaan
Meningkatnya 1.03.01.2. [Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Capaian Kinerja Program minimal Umum, Penataan
PenataanRuang |~ | , Penganggaran, P! L s % 80 0,00 80 0,00 80 222.926.000,00 40 36.076.350,00 50 16,18 120 36.076.350,00 150 0,00 ’
A 01 Kinerja Perangkat Daerah 80% Ruang, Perumahan dan
Kota Sesuai RTRW, N
o Kawasan Permukiman
y
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. |Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 1| 355.948.000,00 1| 207.604.400,00 1 177.651.000,00 40 31.326.350,00| 4000 17,63 4 238.930750,00 4100  67,13|UMu™ Penataan
01.01 Perangkat Daerah Daerah Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- o 0,00 0 0,00 0 12.000.000,00 0 0,00 0 0,00 o 0,00 o 0,00 Umum, Penataan
01.02 SKPD Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen o 0,00 0 0,00 0 12.000.000,00 o 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Umum, Penataan
01.03 Perubahan RKA-SKPD Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. [Koordinasi dan P L: Capai Koordinasi dan P L Capai. U Penat:
oordinast dan Penyusunan Laporan Lapaian | foordinasi dan enyusunan taporan tapaian 50 0 0,00 1 12.981.900,00 1 21.275.000,00 1 4.750.000,00 100 22,33 2 17.731.900,00 o|  o,0| mum Penataan
01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. P tase Administrasi K S i u Penat:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ersentase Administrasi Keuangan Sesual % 80 000 80 0,00 80|  9.668.218.975,00 40|  4.779.295.908,00 50 29,43 120| 4.779.295.908,00 150|  0,00|0 ™M™ Penataan
02 Ketentuan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. P t Realisasi Gaji dan Tunj ASN U Penat:
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ersentase Reallsasi Gajl dan funjangan % 80| 8594.968.401,00| 80| 8.447.878.687,00 100|  8930.302.97500| 100| 4.540.781.878,00 100 50,85 180| 12.988.660.565,00| 225 151,12|°mum Penataan
02.01 tepat waktu Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Persentase dokumen penatausahaan keuangan |, 80|  631.380.000,00 80|  608.112.190,00 80 737.916.000,00 80 238.514.030,00 100 32,32 160|  846.626.220,00]  200| 134,00|UMum Penataan
02.03 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terverfikasi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. | Admini: i B: Milik D: h Py
03.0 dministrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Administrasi BVID sesuai Ketentuan |% 0 000 80 0,00 80 15.225.000,00 a0 4.650.000,00 50 30,54 120 4.650.000,00 o  o,0|Umum; Penataan
03 Perangkat Daerah Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. [Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pe.r.sentase dokumer\ penataUsahaan Barang % o 0,00 0 0,00 20 15.225.000,00 20 4.650.000,00 100 30,54 20 4.650.000,00 0 0,00 Umum, Penataan
03.06 SKPD Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2.
03.01.2-| ) dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0,00 0 0,00 0 34.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  o,00|Umum Penataan
05 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. Monltor.lng, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 0 0,00 0 0,00 0 9.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Umum, Penataan
05.05 Pegawai Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. |Pendidikan dan Pelatihan Peg»awal Persentas‘e Pemenuhap Kebutuhan Pendidikan % 0 0,00 0 0,00 20 25.000.000,00 0 0,00 0 0,00 o 0,00 o 0,00 Umum, Penataan
05.09 Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Pelatihan Pegawai Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Pekerjaan
1.03.00.2.1 1 4ministrasi Umum Perangkat Daerah 0 0,00 0 0,00 o|  1.724.827.950,00 0|  496.046.595,00 0 28,76 o|  496.046.595,00 o|  o,00|Ymum Penataan
06 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. P.en\(ediaan Komponen Instalasi Persentase Per.a\latan dan Perlengkapan Kantor Presentase o 0,00 0 0,00 20 88.674.750,00 0 0,00 0 0,00 o 0,00 o 0,00 Umum, Penataan
06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase Peralatan Rumah Tangga yang Presentase 80|  229.463.000,00 80|  206.639.000,00 80 106.389.000,00 20 27.490.000,00 25 25,84 100 234.129.000,00|  125| 102,03|YMu™ Penataan
06.02 Kantor terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. P di Peralatan Ri h T U Penat:
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga envediaan Peralatan Ruman fangga yang Presentase 80 44.000.000,00 80 28.445.850,00 80 42.041.200,00 20 5.692.000,00 25 13,54 100 34.137.850,00) 125  77,59| UM Penataan
06.03 Terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.00.2. 1, .\ ediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Bahan Logistik Kantor yang Presentase 0 0,00 0 0,00 80 301.565.000,00 20 92.074.413,00 25 30,53 20 92.074.413,00 0 0,00 Ymum, Penataan
06.04 Terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan |, (. 80|  145.075.000,00 80|  182.719.000,00 80 151.552.500,00 20 35.701.500,00 25 23,56 100 218.420.500,00 125 150,56|UMU™ Penataan
06.05 Penggandaan yang Terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. [Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Persentase Bahan Bacaan dan Peratu.ran Presentase o 0,00 0 0,00 20 3.900.000,00 2 750.000,00 25 19,23 2 750.000,00 0 0,00 Umum, Penataan
06.06 Perundang-undangan Perundang-undangan yang Terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. P Peral R h T P
03.01.2 |, vediaan Bahan/Material ersentase Peralatan Rumah Tangga yang Presentase 0 0,00 0 0,00 80 105.445.500,00 20 31.202.400,00 25 29,59 20 31.202.400,00 0 0,00|Ymum, Penataan
06.07 Terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. - . N I Umum, Penataan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase Kunjungan Tamu yang terfasilitasi Presentase 0 0,00 0 0,00 80 174.000.000,00 20 72.600.000,00 25 41,72 20 72.600.000,00 0 0,00
06.08 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. inasi L
03.01.2. |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 80|  365.000.000,00 80|  435.192.047,00 12 501.875.000,00 6 179.314.734,00 50 35,73 86 614.506.781,00 107,5| 168,36| MU Penataan
06.09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. V] , Penat:
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0,00 0 0,00 0 83.350.000,00 0 3.150.000,00 0 3,78 0 3.150.000,00 o| o, Mum Penataan
06.10 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. |D i P i i i B i
03.01.2. | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan. |Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Presentase 8o| 17100000000 80|  127.902.64500| 80 166.035.000,00 20 48.071.548,00 25| 2895 100| 17597419300 125 102,92|Ymum Penataan
06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD Elektronik yang Terkoneksi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 0 0,00 0 0,00 0 639.656.000,00 0 270.144.570,00 0 42,23 o|  270.144.570,00 0 0,00 Ymum; Penataan
08 Pemerintahan Daerah Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. . . Umum, Penataan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi |Presentase 0 0,00 0 0,00 80 115.756.000,00 20 44.481.800,00 25 38,43 20 44.481.800,00 0 0,00
08.01 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air| Persentase jasa komunikasi, sumber daya airdan|, .\ o 80|  369.600.000,00 80|  358.302.109,00 80 365.900.000,00 20 190.697.770,00 25 52,12 100 548.999.879,00|  125| 148,54|YMu™ Penataan
08.02 dan Listrik listrik yang terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan |Persentase jasa peralétan dan perlengkapan Presentase o 0,00 0 0,00 20 58.000.000,00 2 255.000,00 25 0,44 2 255.000,00 o 0,00 Umum, Penataan
08.03 Kantor kantor yang terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
103.00.2. 1, ediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  ||c/>ntase Jasa Pelayanan Umum Kantoryang |, o\ 0 0,00 0 0,00 80 100.000.000,00 20 34.710.000,00 25 34,71 20 34.710.000,00 0 0,00 Ymum, Penataan
08.04 Terpenuhi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. | P lih: B Milik D: h Penat:
03.01.2. \Pemeliharaan Barang Milik Daera Persentase Pemeliharaan BMD yang terpenuhi (% 80 000 80 000 80 554.056.673,00 40|  215.084.800,00 so| 3882 120  215.084.800,00| 50|  0,00|UMu™ Penataan
09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
P di J; P lih , Bi . Di Pekerj
1.08.01.2. |Pemelivaraan, dan Pajak Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau U, Penatann
o ; ) . Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 80 36.000.000,00 80 21.823.800,00 1 26.603.300,00 1 11.671.000,00 100 43,87 81 33.494.800,00| 101,25 93,04 ’
09.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas . . Ruang, Perumahan dan
dibayarkan Pajaknya X
Jabatan Kawasan Permukiman
Di Pekerj
103.01.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Ulnrj\ism ep;:f;r;n
0'9 0'2 " |Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak |Unit 80 0,00 80 210.478.500,00 10 212.416.880,00 5 96.425.200,00 50 45,39 85 306.903.700,00| 106,25 0,00 Ruan ’Perumahan dan
: Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya 8 .
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lai U , Penat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | o @ croracan Gan Miesin tainnya yang Unit 80 0,00 80|  176.168.100,00 10 170.000.000,00 3 39.340.600,00 30 23,14 83 215.508.700,00| 103,75 0,00/ MM, Penataan
09.06 Dipelihara Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.01.2. Pemellharaan/Rer\ablllta5| Gedung Kantor Jumlah{Geldung Ka.ntor d.a.n B.angunan Lainnya Unit 30 0,00 20 49.441.500,00 1 73.786.493,00 1 67.648.000,00 100 91,68 21 117.089.500,00| 101,25 0,00 Umum, Penataan
09.09 dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Di Pekerj
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan inas Fexerjaan
1.03.01.2. Umum, Penataan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 0 0,00 0 0,00 0 11.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
09.10 . Ruang, Perumahan dan
Lainnya .
Kawasan Permukiman
D .
1.03.01.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan U:‘:?J;Pe::::tzr;n
‘77" |Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 0 0,00 0 0,00 0 60.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 ’
09.11 ) Ruang, Perumahan dan
Bangunan Lainnya )
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 28,57 29,42
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Tingkat Capaian inekotcapalan
Target RPJMD pada tahun 2019 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja dan Kineri dan Rpealisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) 8 P . RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu| RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang 4 ) h B8 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Sasaran Kode | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan S/d2u28l([periodeRBIND] (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Anggaran RKPD RPIMD s/d Tahun 2024 | oo </ Tahun
Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Menlngkatnya' Dinas Pekerjaan
Sumber Daya Air PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Umum, Penataan
1.03.02 Persentase sumber Daya Air dalam Kondisi Baik | % 83,5| 7.309.259.549,00 83 0,00 84 2.410.052.000,00 0 347.389.125,00 0 14,41 83 347.389.125,00| 103,75 0,00 ’
(SDA) Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
1.03.02.2 fol SDA dan y Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yan, Elr:zsmpiter:l:t::n
+03.02.2-| 5 ntai pada Wilayah Sungai (Ws) dalam 1 Jang Jaringan lrigas yang Km 1650 000 95 0,00 16 38.892.000,00 0 14.557.950,00 0 37,43 95 14.557.950,00| 576 0,00 )
01 Terbangun dan Terpelihara dengan Baik Ruang, Perumahan dan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota .
Kawasan Permukiman
. Lo . Dinas Pekerjaan
1.03.02.2 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan [Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Umum, Penataan
Oi Gi " |Pengelolaan SDA Kewenangan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA  [Orang 115 0,00 95 39.379.720,00 1300 38.892.000,00 105 14.557.950,00 8,08 37,43 200 53.937.670,00| 173,91 0,00 R 'P han d
o uang, Perumahan dan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 8 .
Kawasan Permukiman
P danP lol: Sistem Dinas Pekerjaan
1.03.02.2. Ir!gas! Primer dan Sekfmder pada Daerah Panjang Jaringan Irlga15| dan Drainase Yang Km 15 0,00| 13,17 0,00 16 2.371.160.000,00 0 332.831.175,00 0 14,08 1317 332.831.175,00 87,8 0,00 Umum, Penataan
02 Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam |Terbangun dan Terpelihara dengan Baik Ruang, Perumahan dan
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.02.2. U Penat:
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0,00 0 0,00 0|  1.626.992.000,00 0 10.247.950,00 0 0,63 0 10.247.950,00 o| oo Mum Penataan
02.08 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.02.2. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Km 12,5 000 11,7| 1.021.586.984,00 0,75 666.378.000,00 0,2 300.063.225,00 26,67 45,03 11,9] 1.321.650.209,00] 95,2 0,00|Ymum, Penataan
02.21 Permukaan Dioperasikan dan Dipelihara Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.02.2. |P lol P Alokasi Ai lah D h Irigasi W lol P
03.0 engelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola DI 200 0,00] 200 64.460.000,00 5 77.790.000,00 2 22.520.000,00 40 28,95 260 86.980.000,00  130|  0,00|UMUm Penataan
02.28 Irigasi Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 25,74
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Me'nlngkat.n.ya Dinas Pekerjaan
Kualitas Fasilitas PROGRAM PENGELOLAAN DAN Umum, Penataan
Umum, 1.03.03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR |Persentase Capaian Jaringan SPAM Perpipaan |Persentase 71,59( 12.310.274.731,00 70 0,00 73 1.404.371.000,00 0 18.215.900,00 0 1,30 70 18.215.900,00 0 0,00 Ruan ’Perumahan dan
Meningkatnya MINUM s )
i Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
MJev.nb:vI)(tatn, - dan | sistem Dinas Pekerjaan
eningkatnya F F i
1.03.03.2. P t: Samb Ri h Dalam Kond u , Penat:
Penataan Ruang Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah ersentase Sambungan Ruman Dafam Londist 1 ynit 0 0,00 120 0,00 130  1.404.371.000,00 20 18.215.900,00| 15,38 1,30 140 18.215.900,00 o|  o,00| mum Penataan
A 01 Baik Ruang, Perumahan dan
Kota Sesuai RTRW, Kabupaten/Kota N
o Kawasan Permukiman
y
D: i " .
Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
1.03.03.2. i i i
03.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di o 0,00 0 0,00 0 86.500.000,00 0 0,00 0 0,00 o 0,00 0 0,00 Umum, Penataan
01.03 Kawasan Perkotaan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.03.2. |Perl SPAM Jari Perpi| di V] , Penat:
erluasan aringan EErpipaan di 0 0,00 0 0,00 0 1.227.743.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00/ MM, Penataan
01.07 Kawasan Perkotaan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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Tingkat Capaian inekotcapalan
Target RPJMD pada tahun 2019 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja dan Kineri dan Rpealisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) 8 P . RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu| RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang 4 ) h B8 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Sasaran Kode | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan S/d2u28l([periodeRBIND] (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Anggaran RKPD RPIMD s/d Tahun 2024 | oo </ Tahun
Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.03.03.2. |Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Jumliah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Bxaiqpe;:r:]:taar;n
93:03.2.10p ' ' HHaw Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi Unit 0 0,00 120 105.161.340,00 110 90.128.000,00 20 18.215.900,00 18,18 20,21 140 123.377.240,00 0 0,00 um
01.15 Perkotaan ) Ruang, Perumahan dan
dan pemeliharaan 3
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 15,38 1,30
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkati
Kualtas asiltas Dinas Pekerjaan
Umum, 1.03.05 | ROGRAM PENGELOLAAN DAN Cakupan Akses Layanan Air Limbah Domestik |Persentase 97,12| 9.443.663.810,00| 97,06 0,00 9829  1.265.628.000,00 0 55.915.900,00 0 482 97,06 55.915.900,00 o|  o,00|Umum Penataan
R PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Ruang, Perumahan dan
Meningkatnya .
i Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
Jembatan, " :
Meningkat o dan sistem Air Dinas Pekerjaan
eningkatnya P P i i " .
1.03.05.2. Jumlah P I h tik u Penat:
Penataan Ruang |- *>"%"|Limbah Domestik dalam Daerah umlah Sarana dan Prasarana limbah domestik ||, 0 000 12 000 13|  1.265.628.000,00 0 55.915.900,00 0 4,82 12 55.915.900,00 o| o0 Mum Penataan
R 01 yang Terbangun dan Terpelihara Ruang, Perumahan dan
Kota Sesuai RTRW, Kabupaten/Kota !
i Kawasan Permukiman
y
Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
1.03.05.2 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Jumlah penambahan rumah tangga yang R h U P ) "
.05.05.2. uma mum, Penataan
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala 0 0,00 1 611.855.920,00 1 215.628.000,00 0 18.215.900,00 0 8,45 1 630.071.820,00 0 0,00
01.05 ) Tangga Ruang, Perumahan dan
Skala Permukiman Kota B
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.05.2. |0 i dan P lih Sist Jumlah Unit Sistem P: lol Air Limbah U Penat:
perasi dan Femetinaraan Slstem amian Lnit Sistem Pengelolaan Ar timba Unit 0 000 11|  175.770.000,00 1 300.000.000,00 0 37.700.000,00 0 12,57 11| 213.470.000,00 o| o0 Mum Penataan
01.10 Pengelolaan Air Limbah Domestik Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.05.2. [P di S P kutan L U , Penat
envediaan Sarana Fengangkutan Lumpur 0 0,00 0 0,00 0 750.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00/ MM, Penataan
01.13 Tinja Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 4,42
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Me!wmgkat.n.ya Dinas Pekerjaan
Kualitas Fasilitas PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Umum, Penataan
Umum, 1.03.06 Persentase 80,5| 15.892.576.757,00 78 0,00 81 5.616.198.852,00 0 167.642.980,00 0 2,98 78 167.642.980,00 [} 0,00 ’
. PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Mantap Ruang, Perumahan dan
Meningkatnya .
N Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
Jembatan, N N
Meningkat . da sistern Dinas Pekerjaan
eningkatnya P nP i . .
1.03.06.2. P P Di lan K Py
Penataan Ruang | 2> °%%" | Drainase yang Terhubung Langsung dengan | 212" Pematusan/Drainase Jalan Kotayang |, 0 0,00 6 0,00 10|  5.616.198.852,00 0 167.642.980,00 0 2,98 6|  167.642.980,00 o|  o,00|Ymum Penataan
A 01 . Terbangun dan Terpelihara dengan Baik Ruang, Perumahan dan
Kota Sesuai RTRW, Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 3
o Kawasan Permukiman
y
Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
1.03.06.2. Panj Sall Drai Perkot V] , Penat:
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | & o5 e Drainase Fertotaan yang m 0 0,00 3| 2.582.878.353,59| 10000|  5.060.425.000,00 0 30.200.000,00 0 0,60 3| 2613.078.353,50 o|  o,00| mum Penataan
01.05 Dibangun Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.06.2. j Drai Di i
03.06.2:| 5 erasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase || 2riang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan| 0 0,00 1| 525.217.971,00] 750 555.773.852,00 1,5 137.442.980,00 02 24,73 2,5 662.660.951,00 0 0,00|Ymum, Penataan
01.09 Dipelihara Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 2,98
Predikat Kinerja SEIEER ganeat
Rendah | Rendah
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Me.mngkat.n.ya Dinas Pekerjaan
Kualitas Fasilitas Persentase Jalan Lingkungan dan Drainase Umum, Penataan
Umum, 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | . 8 g Persentase 79,75 5.872.242.166,00 77 0,00 81 6.006.919.975,00 0 206.548.590,00 0 3,44 77 206.548.590,00 0 0,00 ’
| Lingkungan dalam Kondisi Mantap Ruang, Perumahan dan
Meningkatnya .
) Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
Jembatan, . "
. N . . Dinas Pekerjaan
Meningkatnya 1.03.07.2 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Umum. Penataan
Penataan Ruang 0'1 ~""" | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Lingkungan yang Terbangun dan Terpelihara m 0 0,00( 3935,8 0,00/ 11000 6.006.919.975,00 200 206.548.590,00 1,82 3,44| 4135,75 206.548.590,00 0 0,00 Ruan 'Perumahan dan
Kota Sesuai RTRW, Kabupaten/Kota dengan Baik e .
R Kawasan Permukiman
y
Sumber Daya Air " :
. . Dinas Pekerjaan
1.03.07.2 Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana sistem Umum, Penataan
.03.07.2. i um,
Infrastruktur Kawasan Permukiman di Permukiman yang Dibangun di Kawasan . 0 0,00 0 25.994.500,00 15 1.260.000.000,00 3 58.750.000,00 20 4,66 3 84.744.500,00 0 0,00
01.01 . ) Jaringan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3
Kawasan Permukiman
. . . Dinas Pekerjaan
1.03.07.2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur [Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana sistemn Umum. Penataan
0'1 0'2 """ |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Jari 0 0,00 3935,8 2.492.281.070,00 25 4.746.919.975,00 5 147.798.590,00 20 3,11| 3940,75 2.640.079.660,00 0 0,00 R 'P han d
. aringan uang, Perumahan dan
Daerah Kabupaten/Kota Strategis Daerah Kabupaten/Kota g 8 .
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 1,82 3,44
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Me'mngkat.n.ya Dinas Pekerjaan
Kualitas Fasilitas Persentase Fasilitas Umum sesuai Standar Jasa Umum, Penataan
Umum, 1.03.08 |PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG N Persentase 88,5/ 339.033.801.347,00 87 0,00 89 29.353.218.557,00 15 708.212.750,00 16,85 2,41 102 708.212.750,00 0 0,00 ’
A Konstruksi Ruang, Perumahan dan
Meningkatnya .
) Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
Jembatan, " . N
Penyelenggaraan Bangunan Gedung d Dinas Pekerjaan
Meninglatnya 1.03.08.2, WiI: ah g:erahnKabug:ten/Kot: Pgenl\berian Jumiah Bangunan Gedung Pemerintah dan Ulmum Per:]ataan
Penataan Ruang PR v - P g Fasilitas Umum yang Terbangun dan Bangunan ] 0,00 9 0,00 9 29.353.218.557,00 0 708.212.750,00 0 2,41 9 708.212.750,00 [} 0,00 ’
Kota S i RTRW 01 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Terpelihara dengan Baik Ruang, Perumahan dan
i
ota e'su? ! Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung P B Kawasan Permukiman
y
Sumber Daya Air Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan . N .
. . . Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Dinas Pekerjaan
1.03.08.2 Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Umum, Penataan
©~ """ |Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), ) R Dokumen 0 0,00 73 80.450.000,00 78 84.999.800,00 20 2.000.000,00 25,64 2,35 93 82.450.000,00 0 0,00 ’
01.01 (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Ruang, Perumahan dan
Pendataan Bangunan Gedung, serta R X
. Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Kawasan Permukiman
Implementasi SIMBG
Di Pekerj
1.03.08.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Ulnrj\ism ep:::;r;n
0'1 0'2 " |dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah [Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dokumen 0 0,00 5(171.292.091.288,00 4 27.638.943.000,00 1 450.375.750,00 25 1,63 6| 171.742.467.038,00 0 0,00 Ruan ’Perumahan dan
. Kabupaten/Kota Gedung Daerah Kabupaten/Kota 8 .
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.08.2. |Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Umum, Penataan
T 8 Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dokumen 0 0,00 7| 2.512.850.400,00 4 1.629.275.757,00 1 255.837.000,00 25 15,70 8| 2.768.687.400,00 0 0,00 ’
01.13 Gedung Daerah Kabupaten/Kota Ruang, Perumahan dan
Gedung Daerah Kabupaten/Kota .
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00 2,41
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meni
e-mngkat‘n‘ya Dinas Pekerjaan
Kualitas Fasilitas PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Umum, Penataan
Umum, 1.03.09 e & Persentase 83,5| 1.411.755.498,00 83 0,00 84 654.740.000,00 0 24.095.900,00 0 3,68 83 24.095.900,00 0 0,00 ’
R LINGKUNGANNYA Rencana Tata Ruang Ruang, Perumahan dan
Meningkatnya .
B Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
MJer'nbz:(tatn, Dinas Pekerjaan
eningkatnya . "
Penataan Ruang |00+ PenY aan’ dan - |Persentase IMB yang Terselesaikan Tepat persentase 0 000 83 000 74 654.740.000,00 0 24.095.900,00 0 3,68 83 24.095.900,00 o|  o,0|Umum Penataan
A 01 L ya di Daerah K: [Kota Waktu Ruang, Perumahan dan
Kota Sesuai RTRW, N
o Kawasan Permukiman
Sumber Daya Air Jumlah Penataan Bangunan dan .Ll.ngkungan di Dinas Pekerjaan
1.03.09.2 Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Umum, Penataan
0‘1 0‘3 " |Penataan Bangunan dan Lingkungan Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem |Kawasan 0 0,00 83 489.004.840,00 10 654.740.000,00 9 24.095.900,00 90 3,68 92 513.100.740,00 0 0,00 Ruan 'Perumahan dan
. Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis & .
| Kawasan Permukiman
Lainnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 3,68
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Me'mngkat.n.ya Dinas Pekerjaan
Kualitas Fasilitas Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Umum, Penataan
Umum, 1.03.10 |PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase 80,5| 42.379.603.966,00 79 0,00 81 28.399.696.000,00 0 501.920.550,00 0 1,77 79 501.920.550,00 0 0,00 ’
A Mantap Ruang, Perumahan dan
Meningkatnya i
i Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
Jembatan, " N
Meningkat Dinas Pekerjaan
eningkatnya 5
1.03.10.2. P Jalan dan Jumlah Jembat: u Penat:
Penataan Ruang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota anjang Jalan dan Jum'ah Jembatan yang Km 0 0,00| 17,16 0,00| 20,16 28.399.696.000,00 0 501.920.550,00 0 1,77 17,16  501.920.550,00 o|  o,00| mum Penataan
) 01 Terbangun dan Terpelihara dengan Baik Ruang, Perumahan dan
Kota Sesuai RTRW .
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.10.2. U Penat:
Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Km 0 0,00| 17,16 3.814.400.99551| 20,16| 19.472.354.000,00 0 83.355.900,00 0 043| 17,16| 3.897.756.895,51 o| 0,00/ mum Penataan
01.05 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.10.2. L N N I Umum, Penataan
Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi Km 0 0,00| 19,16 2.637.006.640,00 20,16 8.777.342.000,00 1 418.564.650,00 4,96 4,77 20,16 3.055.571.290,00 0 0,00
01.09 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.10.2. P
03.10.2. 1 5 mbangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun m 0 0,00 1| 486.648.500,00] 100 100.000.000,00 0 0,00 0 0,00 1| 486.648.500,00 o|  o00|Ymum Penataan
01.12 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.10.2. L N " - Umum, Penataan
Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi  [m 0 0,00 1 106.968.550,00 100 50.000.000,00 0 0,00 0 0,00 1 106.968.550,00 0 0,00
01.18 Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 1,77
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Me-mngkat‘n‘ya Dinas Pekerjaan
Kualitas Fasilitas PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN |Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Umum, Penataan
Umum, 1.03.12 e & Persentase 84,75 298.181.771,00 83 0,00 84 222.042.000,00 0 18.557.950,00 0 8,36 83 18.557.950,00 [} 0,00 ’
R RUANG Rencana Tata Ruang Ruang, Perumahan dan
Meningkatnya .
B Kawasan Permukiman
Kualitas Jalan dan
Jembatan, Dinas Pekerjaan
Meningkatnya 1.03.12.2 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Jumlah dokumen Rencana tata ruang yan, Umum, Pen:ataan
Penataan Ruang *77"7"™"|(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) | _. R 8 yang Dokumen 0 0,00 1 0,00 1 150.042.000,00 0 18.557.950,00 0 12,37 1 18.557.950,00 0 0,00 ’
. 01 Disusun sesuai Ketentuan Ruang, Perumahan dan
Kota Sesuai RTRW, Kabupaten/Kota N
o Kawasan Permukiman
y
Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
1.03.12.2. [Penet: Kebijakan dal k: Jumlah Dok Kebijakan Perda/Perkad: V] , Penat:
enetapan fevljaan dalam rangia umiah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada Dokumen 0 0,00 4| 218.943.420,00 5 150.042.000,00 1 18.557.950,00 20 1237 5| 237.501.370,00 o| oo MM Penataan
01.03 Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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Tingkat Capaian inekotcapalan
Target RPJMD pada tahun 2019 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran | Realisasi Capaian Kinerja dan Kineri dan Rpealisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) 8 P . RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu| RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang 4 ) h B8 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Sasaran Kode | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan $/d 2024 ( petiode RPIMD) (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) CEETENLLAL RPIMD s/d Tahun 2024 | o\ s/t Tahun
Tahun 2023 (%) Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Pekerjaan
1.03.12.2. |Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian P.erse.lftas.e Perma.salahan Tata Ruang yang permasalah ° 0,00 2 0,00 3 72.000.000,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00 Umum, Penataan
04 Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |difasilitasi melalui TKPRD Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.03.12.2. Jumlah Dok Koordinasi Pelak: U Penat:
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang urmiah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 0 0,00 2 73.344.300,00 1 72.000.000,00 0 0,00 0 0,00 2 73.344.300,00 o|  o,00[ mum Penataan
04.04 Penataan Ruang Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 6,19
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 88.191.976.982,00 I 7.849.797.868,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM| 4,58 8,13
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | Sangat | - Sangat
Rendah | Rendah
Catatan :
Target Program Penyelenggaraan Jalan pada :
Tahun 2021 =79 %
Tahun 2022 =80 %
Tahun 2023 =81 %
Tahun 2024 =82 %
Pada program p lol: dan SPAM realisasi kinerja 0% dan realisasi anggaran dibawah 5% dikarenakan Penandatangan Kontrak Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 sehingga pelaksanaan pekerjaan di Bulan Juli 2023, sedangkan adanya penyerapan anggaran tersebut utk pembayaran honorarium non asn .
Pada program p lol: dan SPAM realisasi kinerja 0% dan realisasi anggaran dibawah 5% dikarenakan Penandatangan Kontrak Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sehingga pelaksanaan pekerjaan di Bulan Juli 2023, sedangkan adanya penyerapan anggaran tersebut utk pembayaran honorarium non asn, belanja mamin aktivitas

lapangan serta belanja lembur non asn.

Pada program p dan system drainase realisasi kinerja 0% dikarenakan masih dalam proses pelimpahan paket pekerjaan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sedangkan adanya penyerapan angg: i untuk
Pada program P Gedung rata-rata capaian kinerja masih 0% dikarenakan masih dalam proses pelimpahan paket pekerjaan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan ada beberapa paket pekerjaan yang
Perencanaan/DED serta belanja honorarium non asn

Pada program pengelolaam sumber daya air (sda) capaian realisasi kinerja s/d triwulan Il sebesar 30 orang , sedangkan untuk realisasi anggaran digunakan untuk belanja honorarium non asn, belanja lembur non asn , belanja mamin rapat serta belanja mamin aktivitas lapangan.
Pada sub kegi P danP Alokasi Air Irigasi capaian kinerja s/d triwulan Il sebesar 78 orang.

an Belanja Honorarium Tenaga Ahli dan Narasumber, Belanja Honorarium non asn dan belanja lembur non asn.
penyerapan anggaran digunakan untuk Pembayaran belanja honorarium Narasumber/Tenaga Ahli, Belanja

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

S0 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Meningkatnya
Kualitas Perumahan
dan Permukiman |1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dinas Pekerjaan

Persentase jin Site Plan yang Terselesaikan |, (e 79,75| 2.945.168.138,00| 78 000 81|  1.486.547.031,00 o|  353.662.600,00 0 23,79 78|  353.662.600,00 o  o,00|Ymum; Penataan
Tepat Waktu Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan

1.04.02.2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Umum, Penataan
""" |Korban Bencana atau Relokasi Program Fasilitasi Rehabilitasi atau Relokasi Program persentase 0 0,00 0 0,00 100 250.000.000,00 0 2.800.000,00 0 1,12 [1] 2.800.000,00 [1] 0,00 ’
03 Ruang, Perumahan dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota A

Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan

1.08.02.2.1 ¢ cabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota |, . o\ ., 0 0,00 0 0,00 5 250.000.000,00 0 2.800.000,00 0 1,12 0 2.800.000,00 o|  o,00[Umum Penataan

03.01 yang Terehabilitasi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan

1.04.02.2. [Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Persgnfase. Fasilitas Rumah Susun dalam presentase ° 0,00 85 0,00 a7 805.297.031,00 a1 280.462.600,00 47,13 34,83 126 280.462.600,00 0 0,00 Umum, Penataan

05 dan/atau Rumah Khusus Kondisi Baik Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan
Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Laporan 0 0,00 200 870.992.580,00 1 805.297.031,00 1 280.462.600,00 100 34,83 201 1.151.455.180,00 0 0,00
Susun

1.04.02.2. |Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan
05.01 Pemilik/Penghuni Rumah Susun
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Pekerjaan
1.04.02.2. |Penerbitan lzin Pembangunan dan Persentase Ijin Site Plan yang sesuai Ketentuan |m 0 0,00| 63,933 0,00| 3700 431.250.000,00) 120 70.400.000,00| 3,24 16,32| 183,933 70.400.000,00 o|  o,00/Ymum Penataan
06 Pengembangan Perumahan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
I . — . . I Dinas Pekerjaan
1.04.02.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Umum, Penataan
Oé 0‘3 " |Pembangunan dan Pengembangan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Laporan 0 0,00| 63,933 36.100.000,00 35 431.250.000,00 9 70.400.000,00 25,71 16,32 72,933 106.500.000,00 0 0,00 R 'P han d
A uan; 'erumahan dan
Perumahan Pengembangan Perumahan & .
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 16,79 17,42
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
K l\ll!:nlr;’gkatny: Dinas Pekerjaan
ualitas Perumahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, Cakupan Limgkungan yan sehat dan aman yang Umum, Penataan
P ki 1.04.05 Py t: 79,75 2.191.828.338,00 78 0,00 81 843.480.000,00 40 20.922.950,00 49,38 2,48 118 20.922.950,00 0 0,00
dan Permukiman SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) didukung oleh PSU ersentase . g ’ ' ' g ! ’ """ |Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
1.04.05.2. P t: PSU P h: telah u Penat:
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | o ooe erumanan yang tela persentase 0 000 78 0,00 81 843.480.000,00 40 20.922.950,00| 49,38 2,48 118 20.922.950,00 o|  o,00| mum Penataan
01 diserahkan pada Pemerintah Kota Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Di Pekerj
1.04.05.2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan UI:‘Z; ep;?:g;n
~ """ |Umum di Perumahan untuk Menunjang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Lokasi 0 0,00 100 333.411.820,00 15 843.480.000,00 4 20.922.950,00 26,67 2,48 104 354.334.770,00 0 0,00 !
01.02 . ) N ! R Ruang, Perumahan dan
Fungsi Hunian Menunjang Fungsi Hunian .
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 49,38 2,48
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2.330.027.031,00 374.585.550,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM| 33,09 9,95
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | Sangat | - Sangat
Rendah | Rendah
Faktor tidak tercapainya target realisasi = - Masih dalam proses review i peri pekerjaan PSU di per
- Masih dalam proses penerbitan sertifikat PSU yang diserahkan oleh pengembang di BPN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1,05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Satuan Polisi Pamon
pengawasan dan |1.05.01 tase peny’ Jasa penunjang % %0 000 9 000 80|  9.190.026.989,00 20| 4.438.825.137,00 25| 4830 110| 4.438.825.137,00 122,22| 0,00/ e
terhad PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |pemerintahan daerah kota/kab Praja
erhadap
1.05.01.2. E i isi
peraturan daerah |1.05.01.2. |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi o0 o\ o capaian kinerja perangkat daerah  |% 4 0,00 0 0,00 80 15.399.700,00 20 9.176.000,00 25 59,59 20 9.176.000,00] 500  0,00|33tuan Polisi Pamong
dan peraturan 01 Kinerja Perangkat Daerah Praja
kepala daerah 1.05.01.2. |Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dookumen 2 0,00 2 0,00 2 6.000.000,00 2 3.600.000,00 100 60,00 2 3.600.000,00 200 0,00 Sat\.Jan Polisi Pamong
01.01 Perangkat Daerah Daerah Praja
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1.05.01.2. |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian  |Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | 2 0,00 2 0,00 4 9.399.700,00 4 5.576.000,00 100 59,32 6 5576.00000]  300]  0,00|33tuan Polisi Pamong
01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Praja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(1)‘205‘01‘2' Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian administrasi keuangan % 0 0,00 0 0,00 80|  7.506.898.801,00 60|  4.025.250.514,00 75 53,62 60| 4.025.250.514,00 0 0,00 iat',’a" Polisi Pamong
raja
1.05.01.2. i ji lisi P;
05012 |5 vediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan Orang 0 0,00 0 0,00 60|  6.992.432.301,00 15| 3.768.059.644,00 25 53,89 15| 3.768.059.644,00 o|  o,00[32tuan Polisi Pamong
02.01 Tunjangan ASN Praja
1.05.01.2. Pelaks_a.naan P.epata?usahaan dan Jumla}.1. Dokun’fe.n P_enatausahaan dan Dokumen o 0,00 0 0,00 230 98.320.000,00 3 28.620.000,00 13 2011 3 28.620.000,00 o 0,00 Sat\.Jan Polisi Pamong
02.03 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Praja
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

i i q A " . Anggaran RKPD
Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
Tahun 2023 (%)
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
1.05.01.2. Koordinasi dan Penyuslunan Laporan Jumlah Laporan Keuanga Bulan?n/ Trlwulanan/ Satuan Polisi Pamong
02.07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran [Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan |Orang 0 0,00 0 0,00 15 416.146.500,00 6 228.570.870,00 40 54,93 6 228.570.870,00 0 0,00 Praia
) SKPD L Keuangan .
1.05.01.2. |\ inistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ¢/ >e"tase Administrasi Kepegawaian % 0 0,00 0 0,00 80 33.990.500,00 40 13.554.200,00 50 39,88 40 13.554.200,00 0 0,00|33tuan Polisi Pamong
05 Perangkat Daerah Sesuai Praja
1.05.01.2. Pendataan‘ dan Pengolahan Administrasi Jumléh DokllJmen Pend?taan dan Pengolahan Dokumen o 0,00 0 0,00 220 33.990.500,00 218 13.554.200,00 99,09 39,88 218 13.554.200,00 0 0,00 Sat\vjan Polisi Pamong
05.03 Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Praja
;;305'01'2' Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian administrasi umum % 0 0,00 0 0,00 80 703.780.750,00 12 152.879.022,00 15 21,72 12 152.879.022,00 0 0,00 :a“.‘a" Polisi Pamong
raja
1.05.01.2. |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket lr“erallatan dan Perlengkapan paket o 0,00 0 0,00 12 532.408.500,00 12 23.421.300,00 100 4,40 1 23.421.300,00 0 0,00 Sat\vjan Polisi Pamong
06.02 Kantor Kantor yang Disediakan Praja
1050121, ediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang |, \ ¢ 0 0,00 0 0,00 12 20.473.800,00 10 14.947.100,00| 83,33 73,01 10 14.947.100,00 0 0,00|32tuan Polisi Pamong
06.03 Disediakan Praja
1.05.01.2. |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah( Pak‘et Barang Cetakan dan Penggandaan paket o 0,00 0 0,00 10 12.090.000,00 12 0,00 120 0,00 1 0,00 0 0,00 Sat\.Jan Polisi Pamong
06.05 Penggandaan yang Disediakan Praja
1.05.01.2. |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacafin d.an Peraturan Dokumen o 0,00 0 0,00 12 1.800.000,00 15 900.000,00 125 50,00 15 900.000,00 o 0,00 Sat\.Jan Polisi Pamong
06.06 Perundang-undangan Perundang- Undangan yang Disediakan Praja
ég)zém.z. Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 0 0,00 0 0,00 12 7.000.000,00 65 69.966.911,00| 541,67| 999,53 65 69.966.911,00 0 0,00 ia“_‘a" Polisi Pamong
X raja
1.05.01.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah LaPoran Penyelen»ggaraan Rapat Laporan o 0,00 0 0,00 65 130.008.450,00 20 43.643.711,00| 123,08 3357 20 43.643.711,00 o 0,00 Sat\.Jan Polisi Pamong
06.09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Praja
1.05.01.2. Penyet.:haan Jasa Penunjang Urusan Persen.tase penyediaan jasa penunjang urusan % ° 0,00 0 0,00 20 182.732.658,00 12 87.865.306,00 15 48,08 12 87.865.306,00 ° 0,00 Satt.xan Polisi Pamong
08 Pemerintahan Daerah pemerintah daerah Praja
1.05.01.2. |Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, | 0 0,00 0 0,00 12 113.732.658,00 12 64.679.706,00 100 56,87 12 64.679.706,00 o|  o,00|32tuan Polisi Pamong
08.02 dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Praja
105.00.2. 1, ediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |'UM2h Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan 0 0,00 0 0,00 12 69.000.000,00 80 23.185.600,00| 666,67 33,60 80 23.185.600,00 0 0,00|33tuan Polisi Pamong
08.04 Umum Kantor yang Disediakan Praja
1.05.01.2. | P lih: B Milik D: h Polisi P;
05.01.2.|Pemeliharaan Barang Milik Daera Persentase pemeliharaan barang milik daerah |% 0 0,00 0 0,00 80 747.224.580,00 80 150.100.095,00 100 20,09 80|  150.100.095,00 o|  o,00|53tuan Polisi Pamong
09 Urusan Pemerintahan Daerah Praja
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau .
1.05.01.2. . . L - ) . ) Satuan Polisi Pamong
09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan [Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak |Unit 0 0,00 0 0,00 25 627.669.580,00 25 132.250.095,00 100 21,07 25 132.250.095,00 0 0,00 Praja
: Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya .
1.05.01.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Satuan Polisi Pamon
Oé Oé """ |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Unit 0 0,00 0 0,00 50 25.980.000,00 50 17.850.000,00 100 68,71 50 17.850.000,00 0 0,00 Prai e
. raja
Dinas Operasional atau Lapangan !
1.05.01.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Satuan Polisi Pamon:
Oé 16 " |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Unit 0 0,00 0 0,00 1 93.575.000,00 1 0,00 100 0,00 1 0,00 0 0,00 Praia 8
) Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi .
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 46,67 40,50
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatnya .
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN (P t: Sati Polisi P
pengawasan dan  |1.05.02 ersentase per gangguan tr % 0 0,00 0 0,00/ 100]  6.902.420.100,00] 100 2.294.610.680,00 100 33,24 100| 2.294.610.680,00 0 0,00|>2tuan Folist Famong
DAN KETERTIBAN UMUM yang terselesaikan Praja
terhadap
peraturan daerah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan .
1.05.02.2.
dan peraturan 05.022. |\ etertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah | c Sctase Per gangguan tr % 80 0,00 0 0,00 80|  3.804.827.200,00 15| 2.151.083.620,00( 1,88 56,54 1,5 2.151.083.620,00 1,88 0,00|33tuan Polisi Pamong
01 yang terselesaikanangani Praja
kepala daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi .
1.05.02.2. . N L L R Satuan Polisi Pamong
01.01 Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Kasus 0 0,00 0 0,00 360 301.914.000,00 69 166.850.000,00 19,17 55,26 69 166.850.000,00 0 0,00 Praia
. Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, .
Pengawalan dan Pengawalan
. Jumlah K G Ketents d
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman um a. asus Gangguan Fetenteraman dan
1.05.02.2. [dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Satuan Polisi Pamon
S . . Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Kasus 0 0,00 0 0,00 360 3.241.635.000,00 12 1.723.731.240,00 3,33 53,17 12 1.723.731.240,00 0 0,00 N 8
01.02 Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan X Praja
. Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa N .
Dilakukan Penindakan
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

i i q A " . Anggaran RKPD
Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
Tahun 2023 (%)
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi
1.05.02.2 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman P | Ketent Ketertib sat Polisi P
92922+ dan Ketertiban Umum serta Perlindungan || o Ve < eea can fetenteraman, Ketertban g 1o 0 0,00 0 000 12 3642600000 12 2.000.00000[ 100 5,49 12 2.000.000,00 o|  op|>2tuan PolisiPamong
01.03 ) Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Praja
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat . L
1.05.02.2. Pemberd; Perlind M kat dal Sat Polisi P
dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban | 1>\ ovear "erinTUngan Masyara tat Gaam 5oy men 0 0,00 0 000[ 12 3224220000 223 0,00| 1858,33 0,00 223 0,00 o|  oo[2tuanPolisiFamong
01.04 rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Praja
Umum
Peningkatan Ki itas SDM Sat Polisi
1.05.02.2 szr;i ; ;r']a :ap:ssla:san Perlén:a: aonISI Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Polisi Pamon,
Ot 8pra) . indung Satuan Perlindungan Masyarakat yang Orang 0 0,00 0 000 223 151.210.000,00 12 242.172.380,00] 538 160,16 12| 242.172.380,00 ol o000/ el 8
01.05 Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan . . Praja
. . Ditingkatkan Kapasitasnya
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.05.02.2 zelna S:n':(a .akn;ar Lemt:‘agaddanPKemltraan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama sat Polisi P
5052 dalam Teknik Fenceganan dan Penanganan | o | embaga dan Kemitraandalam Teknik Dokumen 0 0,00 0 0,00 12 41.400.000,00 12 16.330.000,00 100 39,44 12 16.330.000,00 0 0,00/|22tuan Polisi Pamong
01.06 Gangguan Ketentraman dan Ketertiban . Praja
Pencegahan Kejahatan
Umum
Penegakan Peraturan Daerah .
1.05.02.2. P t: Sat! Polisi P
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali | o oo Per N % 20 0,00 0 000 80| 3.097.592.900,00] 206 143.527.060,00| 2575 4,63 206|  143.527.060,00| 257,5|  0,00|32uan Polisi Pamong
02 yang terselesaikan Praja
Kota
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi
1.05.02.2. [Sosialisasi Peneg.akan ?eraturan Daerah dan |Penegakan Perda/Perkada kepada Laporan o 0,00 0 0,00 12 1.595.234.500,00 12 82.362.860,00 100 5,16 12 82.362.860,00 o 0,00 Sat\.Jan Polisi Pamong
02.01 Peraturan Bupati/Wali Kota Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Praja
Usaha/
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas .
1.05.02.2. |P Atas Pel. Perat Sat Polisi P
enanganan Atas elanggaran reraturan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan | Laporan 0 0,00 0 0,00 360 1.502.358.400,00 12 61.164.200,00| 3,33 4,07 12 61.164.200,00 0 0,00/27tuan Folisi Pamong
02.03 Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota ) A N Praja
Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 129,69 30,59
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Tinggi Rendah
Mreningkatnya PROGRAM PENCEGAHAN,
P kebak: Polisi P;
penanganan |, ;o |PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN ersentase penanganan kebakaran yang % 0 0,00 0 0,00 60 624.609.000,00 60 266.082.100,00 100 42,60 60|  266.082.100,00 o|  o,00[53tuan Polisi Pamong
kebakaran KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON ditangani sesuai responsife time Praja
KEBAKARAN
P i fali ! Jumlah warga negara yang memperoleh
u warg; gara yang isi
1.05.04.2. | Bah Polisi P;
05.0 y dan anan layanan penyelamatan dan evakuasi korban  |% 0 0,00 0 0,00 100 513.871.000,000 100  243.582.100,00| 100 47,40 100|  243.582.100,00 o|  o,0p|53tuan Polisi Pamong
01 Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Praja
kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen NSPM
1.05.04.2. [P han Kebak: dal D h Sat Polisi P
enceganan febakaran dalam Daera Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Dokumen 0 0,00 0 0,00 5 481.896.000,00 5 228.332.100,00 100 47,38 5| 228.332.100,00 o|  o,p|>@tuan Polisi Pamong
01.01 Kabupaten/Kota ) Praja
Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
" Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan -
1.05.04.2. [P d dan P dalian Kebak: Sat Polisi P
emadaman dan Fengenaatian BEbaKaran 1y, o nsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman  |Laporan 0 0,00 0 0,00 53 19.725.000,00 60 5.750.000,00 113,21 29,15 60 5.750.000,00 o|  o,p|>@tuan Polisi Pamong
01.02 dalam Daerah Kabupaten/Kota Praja
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
1.05.04.2. [Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kesiapsiagaan Petugas F_’lket dan Dokumen o 0,00 0 0,00 49 12.250.000,00 102 9.500.000,00| 208,16 77,55 102 9.500.000,00 o 0,00 Sat\.Jan Polisi Pamong
01.03 Kebakaran dan Non Kebakaran Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Praja
Kebakaran dan Non Kebakaran
1.05.04.2. Sat Polisi P
02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani kejadian 0 0,00 0 0,00 53 10.000.000,00] 109 0,00| 205,66 0,00 109 0,00 0 0,00 Pfa;’:" olisi Pamong
" Jumlah Dokumen yang Memuat Data -
1.05.04.2. |P p P
05.04.2. |Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Bangunan/Gedung/Lingk yang Dipersyaratkan | Dokumen 0 0,00 0 0,00| 109 10.000.000,00 60 0,00| 5505 0,00 60 0,00 o|  o,00|32tuan Polisi Pamong
02.01 Kebakaran . ) Praja
Har Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.| Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani Kejadian 0 0,00 0 0,00 53 100.738.000,00 60 22.500.000,00 113,21 2234 60 22.500.000,00 o|  o,00|52tuan Polisi Pamong
04 Pencegahan Kebakaran Praja
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.05.04.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah V\{arga Mésyarakat yang Mendapatkan Satuan Polisi Pamong
04.01 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran |Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Orang 0 0,00 0 0,00 300 100.738.000,00 300 22.500.000,00 100 22,34 300 22.500.000,00 0 0,00 Praia
) Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya .
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 139,62 23,25
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Tinggi Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 16.717.056.089,00 6.999.517.917,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM| 105,33 31,44
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | Sangat | Sangat
Tinggi Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1,05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN P t: Capaian Kinerja Pi inimal Badan P |
Penyelenggaraan |, . ) |PRO u URUS ersentase tapalan Kinerja Program minimal 1o, 0 0,00 0 000 80|  2.952.755.874,00 40|  1.421.014.081,00 so| 4813 40| 1.421.014.081,00 0|  o,00|>2¢an Penangeulangan
Penanggulangan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (80% Bencana Daerah
Bencana Daerah
1.05.01.2. | P P dan Evaluasi P t: Capaian Kinerja Kegiatan P kat Badan P |
05.0: faren.canaan, enganggaran, dan Evaluasi ersen as'e Vapalan inerja Kegiatan Perangka % ° 0,00 0 0,00 80 4.139.200,00 40 1.799.000,00 50 43,46 40 1.799.000,00 ° 0,0 adan Penanggulangan
01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah Minimal 80% Bencana Daerah
1.05.01.2. [Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen o 0,00 0 0,00 1 2.069.600,00 1 0,00 100 0,00 1 0,00 o 0,00 Badan Penanggulangan
01.01 Perangkat Daerah Daerah Bencana Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1.05.01.2. | K inasi P L i Realisasi Kinerja SKPD L Hasil B P I
050 oordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian |Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 1, | 0 0,00 0 0,00 1 2.069.600,00 1 1.799.000,00 100 86,93 1 1.799.000,00 o|  0,0|B2dan Penanggulangan
01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Bencana Daerah
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2. P tase Administrasi K S i Badan P I
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ersentase Administrasi Keuangan Sesual % 0 0,00 0 0,00 80|  2.476.887.954,00 40|  1.190.102.128,00 50 48,05 40| 1.190.102.128,00 o|  o,00|>2¢an Penanggulangan
02 Ketentuan Bencana Daerah
1.05.01.2. lah L\ i ji [ B P I
05-01.2- 15 vediaan Gaii dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/bula 0 0,00 0 000 18|  2280.876.85400| 18| 110819677800  100| 4859 18| 1.108.196.778,00 o|  000|B2dan Penanggulangan
02.01 Tunjangan ASN n Bencana Daerah
1.05.01.2. Pelaks?naan P.evnata.usahaan dan Jumla}i Dokurrfe.n Pgnatausahaan dan Dokumen o 0,00 0 0,00 12 192.377.000,00 6 78.763.250,00 50 40,94 6 78.763.250,00 0 0,0 Badan Penanggulangan
02.03 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bencana Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/
1.05.01.2. . Lo Badan Penanggulangan
02.07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran [Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan |Laporan 0 0,00 0 0,00 1 3.634.100,00 1 3.142.100,00 100 86,46 1 3.142.100,00 0 0,00 Bencana Daerah
. SKPD L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD
1.05.01.2. P tase Administrasi Ul PD S i Badan P I
Administrasi Umum Perangkat Daerah ersentase Administrasi Umum FD Sesuai % 0 0,00 0 0,00 80 228.156.720,00 40 143.724.089,00 50 62,99 40|  143.724.089,00 o|  o0,00|>2¢an Penanggulangan
06 Ketentuan Bencana Daerah
1.05.01.2. [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket f’era.latan dan Perlengkapan paket 0 0,00 0 0,00 12 45.713.400,00 6 19.896.730,00 50 4352 6 19.896.730,00 o 0,00 Badan Penanggulangan
06.02 Kantor Kantor yang Disediakan Bencana Daerah
1.05.01.2. Jumlah Paket Peralatan Ri h T Badan P I
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga umiah Paket Peralatan Ruman Tanggayang  payet 0 0,00 0 0,00 12 8.378.320,00 6 3.460.800,00 50 41,31 6 3.460.800,00 o|  0,00|>2¢an Penanggulangan
06.03 Disediakan Bencana Daerah
1.05.01.2. [Penyediaan Barang Cetakan dan Juvmla.h Paket Peralatan Rumah Tangga yang paket 0 0,00 0 0,00 12 23.710.000,00 6 6.142.000,00 50 25,90 6 6.142.000,00 ° 0,00 Badan Penanggulangan
06.05 Penggandaan Disediakan Bencana Daerah
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) RPIMD s/d Tahun | penangeung Jawab
Tahun 2023 (%)
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.05.01.2. Penyeleng.garaan Rapat Koordinasi dan Jumlah LaForan Penyelenggaraan Rapat Laporan o 0,00 0 0,00 1 120.325.000,00 6 99.959.250,00 50 83,07 6 99.959.250,00 0 0,00 Badan Penanggulangan
06.09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bencana Daerah
1.05.01.2. Dukunsan PelakS?naan Sistem Pemerintahan Jumlah Dokumen Duk.ungan Pels.xksanaan Sistem Dokumen o 0,00 0 0,00 1 30.030.000,00 6 14.265.309,00 50 47,50 6 14.265.309,00 o 0,00 Badan Penanggulangan
06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bencana Daerah
1.05.01.2 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang |, .\ o yotatalaksanaan Tepat Waktu % 0 0,00 0 0,00 80 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  o,00|B2dan Penanggulangan
07 Urusan Pemerintah Daerah Bencana Daerah
1.05.01.2. Badan P I
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0,00 0 0,00 0 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0|  o,00| 2¢an "enaneguiangan
07.06 Bencana Daerah
1.05.01.2. |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu % 0 0,00 0 0,00 80 81.480.000,00 40 36.875.761,00 50 45,26 40 36.875.761,00 o|  o,00|B2dan Penanggulangan
08 Pemerintahan Daerah Bencana Daerah
1.05.01.2. |Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, | 0 0,00 0 0,00 12 81.480.000,00 23 36.875.761,00| 191,67 45,26 23 36.875.761,00 o|  0,0|B2dan Penanggulangan
08.02 dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Bencana Daerah
1.05.01.2. | P lih: B: Milik D: h Badan P |
emeliharaan Barang Milik Daera Persentase Pemeliharaan BMD yang terpenuhi |% 0 0,00 0 000 80 156.092.000,00 40 48.513.103,00 50 31,08 40 48.513.103,00 o|  o,00|Bdan Penanggulangan
09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bencana Daerah
1.05.01.2 I;enyelftaan Jasz Per:e.h:iraa;, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Badan P |
55052 |Pemelinaraan, dan Pajak fendaraan. Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan | Unit 0 0,00 0 0,00 1 23.075.500,00 1 12.858.589,00 100 55,72 1 12.858.589,00 0 0,00| 22¢an Penanggulangan
09.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas . . Bencana Daerah
dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
1.05.01.2. N . L - N R B Badan Penanggulangan
09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan [Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak |Unit 0 0,00 0 0,00 10 96.417.000,00 10 34.024.514,00 100 35,29 10 34.024.514,00 0 0,00 Bencana Daerah
: Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
1.05.01.2. lah Peral Mesin Lai B P I
05:01.2. | o meliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |/“T\2h Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 0 0,00 0 0,00 10 34.357.500,00 5 1.630.000,00 50 474 5 1.630.000,00 o|  o,0|B2dan Penanggulangan
09.06 Dipelihara Bencana Daerah
1.05.01.2. Pemellharaan/ReT\abllltasl Gedung Kantor Jumlah-Ge-dung Ka.ntor d'a'n B.angunan Lainnya Unit o 0,00 0 0,00 1 2.242.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Badan Penanggulangan
09.09 dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bencana Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 41,67 38,47
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
MeningkatnyaPe
B: Py |
nyelenggaraan |, oo 03 |pROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana |% 0 0,00 0 0,00 9|  1.300.581.800,00 as 355.768.800,00 50 27,35 45|  355.768.800,00 o|  o,00|B2dan Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana Daerah
1.05.03.2. |Pel: Inf i R B P Pel; Inf i R B: Py |
05.03 elayanan Informasi Rawan Bencana ersentase Pelayanan Informasi Rawan % 0 0,00 0 0,00 100 105.000.000,00 50 0,00 50 0,00 s0 0,00 o 0,00 adan Penanggulangan
01 Kabupaten/Kota Bencana Bencana Daerah
Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi |Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1.05.03.2. Badan Penanggulangan
01.02 (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Orang 0 0,00 0 0,00 60 105.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Bencana Daerah
. Jenis Bencana) Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat
Tinggalnya
1.05.03.2. |Pel: han dan K P t: Pel; P han d Badan P I
‘ an ersentase Felayanan Fenceganan dan % 0 0,00 0 000 100 497.000.000,00 50|  126.889.000,00 so| 2553 50|  126.889.000,00 o|  o,00|3¢an Penanssulangan
02 Terhadap Bencana Kesiapsiagaan Bencana Daerah
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana [Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi
1.05.03.2. o . o Badan Penanggulangan
02.03 Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana [dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan |Laporan 0 0,00 0 0,00 12 60.000.000,00 3 4.000.000,00 25 6,67 3 4.000.000,00 0 0,00 Bencana Daerah
. Kabupaten/Kota Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
" . Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi
1.05.03.2. |Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Unit 0 0,00 0 0,00 12 125.000.000,00 1 17.970.000,00| 8,33 14,38 1 17.970.000,00 0 0,00|B2dan Penanggulangan
02.04 Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bencana Daerah
Petugas
1.05.03.2. |P tan K itas K: tuk Jumlah K: Ditingkatkan K it, Badan P I
enguatan Kapasitas fawasan untu umian Kawasan yang itingkatian fapasitasnya, . oo, 0 0,00 0 0,00 6 192.000.000,00 2 69.819.000,00| 33,33 36,36 2 69.819.000,00 o|  0,00|>2¢an Penanggulangan
02.06 Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bencana Daerah
1.05.03.2. |Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Jumlah Persomll TRC yang ?lkémbangkan Orang o 0,00 0 0,00 30 120.000.000,00 30 35.100.000,00 100 2925 30 35.100.000,00 0 0,00 Badan Penanggulangan
02.08 (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Bencana Daerah
1.05.03.2. |Pel: P | d L P t: Pel; P | tan d Badan P I
y an ersentase Pelayanan Fenyelamatan can % 0 0,00 0 0,00/ 100 145.000.000,00) 100 37.413.000,00 100 25,80 100 37.413.000,00 0 0,00| >2¢an Penanggulangan
03 Korban Bencana Evakuasi Korban Bencana Daerah
Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat
1.05.03.2. |Respon Cepat Darurat Bencana Bencana dan SKPDB yang Dlteta?kan Paling Dokumen o 0,00 0 0,00 1 145.000.000,00 1 37.413.000,00 100 25,80 1 37.413.000,00 o 0,00 Badan Penanggulangan
03.02 Kabupaten/Kota Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Bencana Daerah
Laporan Kaji Cepat
1.05.03.2. | Penat: istem D: Py I P t: Penat: istem D: Badan P |
05.03 enataan Sistem Dasar Penanggulangan ersentase Penataan Sistem Dasar % ° 0,00 0 0,00 % 553.581.800,00 50 191.466.800,00 55,56 34,50 50 191.466.800,00 ° 0,0 adan Penanggulangan
04 Bencana Penanggulangan Bencana Bencana Daerah
1.05.03.2. [Penguatan Kelembagaan Bencana Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Dokumen o 0,00 0 0,00 1 23.000.000,00 o 0,00 0 0,00 o 0,00 o 0,00 Badan Penanggulangan
04.02 Kabupaten/Kota Bencana Daerah Bencana Daerah
1.05.03.2. [Pembi dan P Jumlah L Hasil Bi P | Badan P I
emuinaan dan Fengawasan umiah Ltaporan Hasil Binwas Fenyelenggaraan || o an 0 0,00 0 0,00 12 180.581.800,00 6 13.816.800,00 50 7,65 6 13.816.800,00 0 0,00| >29@n Penanggulangan
04.05 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah
105.03.2.1,  onganan Pascabencana Kabupaten/kota | W21 Dokumen Penanganan Pascabencana |\ o 0 0,00 0 0,00 6 350.000.000,00 3 177.650.000,00 50 50,76 3 177.650.000,00 0 0,00|B2dan Penanggulangan
04.06 Kabupaten/Kota Bencana Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 63,89 21,48
Predikat Kinerja| Rendah Sangat
Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 4.253.337.674,00 1.776.782.881,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM| 52,78 29,98
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | Rendah | S2M83t
Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
1,06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Meningkatnya Dinas Sosial,
i PROGRAM PENUNJANG URUSAN P t: ji intah
Kualitasdan 1, ;¢ 07 efsentase penunjang urusan pemerinta % 0 0,00 0 0,00 100  6.373.989.842,00 25| 2.952.184.093,00 25 26,32 25|  2.952.184.093,00 o|  o,00|Pemberdayaan
Kemampuan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (daerah yang terselesaikan Perempuan, dan
Penyand Perlindungan Anak
Masalah Dinas Sosial,
Kesejahteraan Sosial |1.06.01.2. Pgrer{canaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentas.e Fapaian Kinerja Kegiatan Perangkat % ° 0,00 0 0,00 100 76.426.900,00 25 18.791.450,00 25 24,50 25 18.791.450,00 ° 0,00 Pemberdayaan
(PMKS) 01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah Minimal 80% Perempuan, dan
Perlindi Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. [Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 0 0,00 0 0,00 5 15.000.000,00 2 1.755.000,00 40 11,70 2 1.755.000,00 0 0,00 Pemberdayaan
01.01 Perangkat Daerah Daerah Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dinas Sosial,
1.06.01.2. KfJor(fhnasl dan I?enyusu?an.La.por.an Capaian Realls.asl K.lnerja SKPD dan Laporan Ha.sll ~|taporan 0 0,00 0 0,00 2 61.426.900,00 2 17.036.450,00 100 2773 2 17.036.450,00 0 0,00 Pemberdayaan
01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perempuan, dan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perlindungan Anak
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Sosial,
1.06.01.2. P tase Administrasi K P kat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ersentase Administrasi feuangan Peranglat 1, 0 0,00 0 0,00 100  5.384.808.792,00 25| 2.523.748.517,00 25 46,87 25|  2.523.748.517,00 o|  o,00|Pemberdayaan
02 Daerah Sesuai Ketentuan Perempuan, dan
Perli Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. 1, ediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumah Orang yang Menerima Gaji dan Orang 0 0,00 0 0,00 42| 5.231.538.292,00 42| 2.457.818.517,00 100 46,98 22| 2.457.818.517,00 o|  o,00|Pemberdayaan
02.01 Tunjangan ASN Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. |Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penatausahaan dan Dokumen 0 0,00 0 0,00/ 700 82.908.000,00 58 38.124.000,00] 8,29 45,98 58 38.124.000,00 0 0,00|Pemberdayaan
02.03 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Di Sosial,
1.06.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Plna; c;sla
.06.01.2. 'emberdayaan
02.07 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran |Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan |Laporan 0 0,00 0 0,00 4 70.362.500,00 1 27.806.000,00 25 39,52 1 27.806.000,00 0 0,00 P ¥ d
. SKPD L Keuangan ersj'mpuan, an
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. [Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase A(fmlnlstrasl BMD Perangkat % ° 0,00 0 0,00 100 6.129.800,00 0 0,00 0 0,00 ° 0,00 ° 0,00 Pemberdayaan
03 Perangkat Daerah Daerah Sesuai Ketentuan Perempuan, dan
Perli Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. [Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Laporan o 0,00 0 0,00 1 6.129.800,00 o 0,00 0 0,00 o 0,00 o 0,00 Pemberdayaan
03.06 SKPD Daerah pada SKPD Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. P tase Administrasi K ian PD
06.01.2.1 ) dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | o ><""tas¢ Administrasi Kepegawaian % 0 0,00 0 0,00 100 195.917.000,00 25 87.286.825,00 25 44,55 25 87.286.825,00 o|  o,00|Pemberdayaan
05 Sesuai Ketentuan Perempuan, dan
Perli Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. Pendataar\. dan Pengolahan Administrasi Jumliah. Dokl.Jmen Pend?taan dan Pengolahan Dokumen 0 0,00 0 0,00 2 195.917.000,00 3 $7.286.825,00 150 44,55 3 $7.286.825,00 0 0,00 Pemberdayaan
05.03 Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. P Admini i PD i
06.01.2. 1 dministrasi Umum Perangkat Daerah ersentase Administrasi Umum PD Sesuai % 0 0,00 0 0,00 100 226.559.250,00 25 109.609.414,00 25 48,38 25| 109.609.414,00 o|  o,00|Pemberdayaan
06 Ketentuan Perempuan, dan
Perlindi Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket I?era.latan dan Perlengkapan Paket 0 0,00 0 0,00 2 27.647.250,00 1 11.433.500,00 25 21,35 1 11.433.500,00 0 0,00 Pemberdayaan
06.02 Kantor Kantor yang Disediakan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. lah Paket Peral R h T
06.01.2. |, yediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang |, , ¢ 0 0,00 0 0,00 4 4.270.800,00 1 2.784.000,00 25 65,19 1 2.784.000,00 o|  o,00|Pemberdayaan
06.03 Disediakan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. [Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah- Pak.et Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 0 0,00 0 0,00 4 8.215.000,00 1 1.260.000,00 25 15,34 1 1.260.000,00 0 0,00 Pemberdayaan
06.05 Penggandaan yang Disediakan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. [Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaén d.an Peraturan Dokumen 0 0,00 0 0,00 12 1.998.000,00 3 910.000,00 25 45,55 3 910.000,00 o 0,00 Pemberdayaan
06.06 Perundang-undangan Perundang- Undangan yang Disediakan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2.
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 0 0,00 0 0,00 6 7.000.000,00 1 4.264.500,00| 16,67 60,92 1 4.264.500,00 0 0,00|Pemberdayaan
06.08 Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. [P inasi L I
06.0. enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah aForan Penyel en.ggaraan Rapat Laporan 0 0,00 0 0,00 2 129.318.200,00 3 67.738.500,00 125 52,38 3 67.738.500,00 ° 0,00 Pemberdayaan
06.09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perempuan, dan
Perlindungan Anak
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Sosial,
1.06.01.2. Dukunsan PelakS?naan Sistem Pemerintahan Jumlah Dokumen Duk.ungan Pels.xksanaan Sistem Dokumen o 0,00 0 0,00 11 48.110.000,00 3 21.218.914,00 27,27 44,10 3 21.218.914,00 0 0,00 Pemberdayaan
06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. |Pengadaan Bar:ang Milik Daerah F Pr " F Barang Ml!lk Daerah % ° 0,00 0 0,00 100 38.119.000,00 20 31.160.000,00 20 81,74 20 31.160.000,00 ° 0,00 Pemberdayaan
07 Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi Perempuan, dan
Perlindi Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lai
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya umiah Unit Ferafatan dan Mesin Lainnya yang | ; 0 0,00 0 0,00 5 38.119.000,00 4 31.160.000,00 80 81,74 4 31.160.000,00 o|  o,00|Pemberdayaan
07.06 Disediakan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu % 0 0,00 0 0,00 100 161.664.030,00 25 59.905.630,00 25 37,06 25 59.905.630,00 o|  o,00|Pemberdayaan
08 Pemerintahan Daerah Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. Jumlah L P di. J Surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat umiah Laporan Fenyediaan Jasa sura Laporan 0 0,00 0 0,00 4 6.854.030,00 1 2.000.000,00 25 29,18 1 2.000.000,00 o|  o,00|Pemberdayaan
08.01 Menyurat Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. Penyédléan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air|Jumlah Laporan‘ Penye(izha?n Jasa Kt‘Jmu.mkasl, Laporan o 0,00 0 0,00 11 103.280.000,00 3 52.305.630,00 27.27 50,64 3 52.305.630,00 o 0,00 Pemberdayaan
08.02 dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan [Jumlah Laporan Penyedlaan.Jasa. Peralatan dan Laporan 0 0,00 0 0,00 1 27.530.000,00 1 600.000,00 100 2,18 1 600.000,00 0 0,00 Pemberdayaan
08.03 Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. Jumlah L P di: J Pel P
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor umiah Laporan Fenyediaan jasa Felayanan Laporan 0 0,00 0 0,00 12 24.000.000,00 3 5.000.000,00 25 20,83 3 5.000.000,00 0 0,00|Pemberdayaan
08.04 Umum Kantor yang Disediakan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. | P lih: B Milik D: h P Py lih: B Milik D: h
06.0 emefiharaan Barang Vilik Daeral ersentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah |,/ 0 0,00 0 0,00/ 100 284.365.070,00 25 121.682.257,00 25 42,79 25 121.682.257,00 0 0,00|Pemberdayaan
09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perempuan, dan
Perlindi Anak
P i P lih Bi. Di ial
1.06.01.2 P:nmy:?fizi:aj:st‘:aner:ae'e;kT(I::;t;raI:r‘:a Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau P;r:Zesliis;az;an
o ! ) . Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 0 0,00 0 0,00 1 27.200.600,00 1 11.756.768,00 100 43,22 1 11.756.768,00 0 0,00 ¥
09.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dibavarkan Pajaknva Perempuan, dan
Jabatan v Jakny Perlindungan Anak
Di Sosial,
1.06.01.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Plna; ZSIE
.06.01.2. emberdayaan
09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak |Unit 0 0,00 0 0,00 29 117.560.970,00 11 46.708.489,00 37,93 39,73 11 46.708.489,00 0 0,00 P V! d
. erempuan, dan
Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya ) P
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2.
Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 0 0,00 0 0,00 4 30.164.000,00 1 6.900.000,00 25 22,87 1 6.900.000,00 0 0,00|Pemberdayaan
09.05 Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. in Lai
06.01.2. | o meliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |/“™\21 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 0 0,00 0 0,00 82 39.937.500,00 21 16.879.000,00| 25,61 42,26 21 16.879.000,00 o|  o,00|Pemberdayaan
09.06 Dipelihara Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.01.2. [P lih Rehabilitasi Ged Kant Jumlah Ged Kantor dan B: Lai
emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor  |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |, 0 0,00 0 0,00 4 69.502.000,00 1 39.438.000,00 25 56,74 1 39.438.000,00 o|  o,0|Pemberdayaan
09.09 dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 28,75 40,75
Predikat Kinerja SEIEER ganeat
Rendah | Rendah
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i i i i
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatnya Dinas Sosial,
i P t: Potensi Sumber Kesejaht
Kualitas dan 1, 0 62 |PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL ersentase Fotens’ Jumber Resejanteraan 0 0,00 0 0,00 80 74.137.000,00 25 29.932.950,00| 31,25 40,38 25 29.932.950,00 o|  o,00|Pemberdayaan
Kemampuan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial Perempuan, dan
F d Perli Anak
Masalah . Dinas Sosial,
Kesejaht Sosial (1.06.02.2. Pengembangan Potensi Sumber Persentase Pengembangan Potensi Sumber Pemberd
esejanteraan Sosial| °.06.92-% | esejahteraan Sosial Daerah © sembang; % 0 0,00 0 0,00 80 74.137.000,00 25 29.932.950,00| 31,25 40,38 25 29.932.950,00 0 0,00 PemPperdayaan
(PMKS) 03 Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Perempuan, dan
Kabupaten/Kota )
Perlind! Anak
Dinas Sosial,
1.06.02.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas P;r;:lsnelzisalaaan
0‘3 0‘1 " |Sosial Masyarakat Kewenangan Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Orang 0 0,00 0 0,00 29 7.921.000,00 29 3.660.000,00 100 46,21 29 3.660.000,00 0 0,00 Perem a: dan
X uan,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota ) P
Perlindungan Anak
Di Sosial,
1.06.02.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Plna; c;sla
.06.02.2. emberdayaan
03.02 Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan |Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat  |Orang 0 0,00 0 0,00 5 61.316.000,00 5 24.772.950,00 100 40,40 5 24.772.950,00 0 0,00 P ¥ d
X erempuan, dan
Kabupaten/Kota Kapasitasnya Kewenangan ) puan,
Perlindungan Anak
Di Sosial,
1.06.02.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Pma; ZSIE
.06.02.2. emberdayaan
03.04 Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Lembaga 0 0,00 0 0,00 13 3.400.000,00 13 1.500.000,00 100 44,12 13 1.500.000,00 0 0,00 P V! d
X erempuan, dan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota R P
Perlindungan Anak
Di Sosial
1.06.02.2 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Plna; [;Sla !
.06.02.2. emberdayaan
03.05 Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi |Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi |Sertifikat 0 0,00 0 0,00 5 1.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 P V! d
X erempuan, dan
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kesejahteraan Keluarga (LK3) ) puan,
Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 31,25 40,38
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkati Dii ial
Kimlri‘tg adn:{‘a Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan P"::Z s::Ia ' n
alitas da 1.06.04 |PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan % 0 0,00 0 0,00 85|  1.039.380.000,00 85 389.780.555,00 100 37,50 85|  389.780.555,00 o|  o,0| cmperdavaa
Kemampuan e Perempuan, dan
. rehabilitasi sosial )
y Perlindungan Anak
Masalah e o " N
Kesejaht sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Dinas Sosial,
esejahteraan Sosia . . . .
(PMKS) 1.06.04.2. Dls.abllltas Terlantar, Anlak ':'erlantar, Lanjuf Anlak Eerlantar, I.anjut. US‘Ia Terlanta.r, serta 0 0,00 0 0,00 80 845.242.000,00 80 368.162.450,00 100 43,56 80 368.162.450,00 0 0,00 Pemberdayaan
01 Usia Terlantar, serta P P di Luar Panti Sosial yang Perempuan, dan
di Luar Panti Sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya Perlindungan Anak
Di ial
1.06.04.2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Pg:z:]:::{;an
0’1 0’1 " |Penyediaan Permakanan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar |Orang 0 0,00 0 0,00 146 783.242.000,00 46 322.957.950,00 31,51 41,23 46 322.957.950,00 0 0,00 P ¥ d
X o erempuan, dan
M | K K K
Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan Anak
Di Sosial,
1.06.04.2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Plna; ZSIE
.06.04.2. emberdayaan
01.03 Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Orang 0 0,00 0 0,00 25 62.000.000,00 14 45.204.500,00 56 72,91 14 45.204.500,00 0 0,00 P V! d
. erempuan, dan
Kewenangan Kabupaten/Kota ) P!
Perlindungan Anak
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah " o . Dinas Sosial,
1.06.04.2. (Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Persentase F K 2 Pemberdayaan
U ) ) v . |Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids |% 0 0,00 0 0,00 80 194.138.000,00 80 21.618.105,00 100 11,14 80 21.618.105,00 0 0,00 v
02 Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti . Perempuan, dan
N dan Napza yang terpenuhi )
Sosial Perlindungan Anak
Di Sosial,
1.06.04.2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan plnaz ZSIa
.06.04.2. emberdayaan
02.03 Penyediaan Permakanan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar [Orang 0 0,00 0 0,00 80 19.800.000,00 25 2.405.000,00 31,25 12,15 25 2.405.000,00 0 0,00 P V! d
. Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota ere.mpuan, an
Perlindungan Anak
. . Dinas Sosial,
1.06.04.2 Jumlah orang yang Menerima pakaian dan P;r;:Zelzisalaaan
0‘2 0‘4 " |Penyediaan Sandang kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Orang 0 0,00 0 0,00 100 174.338.000,00 30 19.213.105,00 30 11,02 30 19.213.105,00 0 0,00 P V! d
X erempuan, dan
tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
8 P / Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 100,00 27,35
Predikat Kinerja Saneat ganeat
Tinggi Rendah
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatnya . Dinas Sosial,
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
i PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
Kualitasdan 1, ;¢ og Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan |Persen 0 0,00 0 0,00 30|  6.719.129.700,00 30 218.450.710,00 100 3,25 30|  218.450.710,00 o|  o,00|Pemberdayaan
Kemampuan SOSIAL L . Perempuan, dan
dan jaminan sosial R
F d Per Anak
Masalah Dinas Sosial,
Kesejahteraan Sosial |1.06.05.2. [ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan P.ersentase Data Fakir Miskin yang sudah % 0 0,00 0 0,00 50 6.719.129.700,00 35 218.450.710,00 70 3,25 35 218.450.710,00 ° 0,00 Pemberdayaan
(PMKS) 02 Daerah Kabupaten/Kota dilakukan verval Perempuan, dan
Perlindi Anak
Dinas Sosial,
1.06.05.2. |Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Fakir Miskin Cak'upan Daerah Orang o 0,00 0 0,00 800 325.524.000,00 1364 127.531.260,00 170,5 39,18 1364 127.531.260,00 0 0,00 Pemberdayaan
02.01 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Di Sosial,
1.06.05.2. |Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Pma; ‘;5'3
0052, | Fastlitast Bantu ! ) Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan  |Keluarga 0 0,00 0 000 150|  6.313.015.700,00| 140 35.468.500,00| 93,33 0,56 140 35.468.500,00 0 0,00| PemPerdayaan
02.03 Keluarga Perempuan, dan
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota )
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
— . Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan !
1.06.05.2. [Fasilitasi Bant P b: Ek
astitasi Bantuan Pengembangan tkonomi 5 - embangan Ekonomi Masyarakat Orang 0 0,00 0 000 117 80.590.000,00 40 55.450.950,00| 34,19 68,81 40 55.450.950,00 o|  o,00|Pemberdayaan
02.04 Masyarakat Perempuan, dan
Kewenangan Kabupaten/Kota )
Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 70,00 3,25
Predikat Kinerja| Sedang Sangat
Rendah
Meningkati Di Sosial
Ke:II?tgasad:::a Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan P;':;e::ls:a’an
ualr
1.06.06 |PROGRAM PENANGANAN BENCANA Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan (% o 0,00 0 0,00 80 201.900.000,00 0 40.102.350,00 0 19,86 0 40.102.350,00 0 0,00 V:
Kemampuan Perempuan, dan
Bencana i
P d Per Anak
Di ial,
Kese‘a“:taesraaI:: sosial |1.06.06.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Pemberdayaan Masyarakat P;:Z::;:a'an
d ! """ | Terhadap Kesiapsiagaan Bencana terhadap K Kak / |% [} 0,00 0 0,00 80 201.900.000,00 1] 40.102.350,00 0 19,86 0 40.102.350,00 0 0,00 V:
(PMKS) 02 Kabupaten/Kota Kota Perempuan, dan
p Perlindungan Anak
Dinas Sosial
— e Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, !
1.06.06.2. | K | Pelak
06.06.2. | Koordinasi, Sostalisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Orang 0 0,00 0 000 225 201.900.000,00 0 40.102.350,00 0 19,86 0 40.102.350,00 o|  o,o|Pemberdayaan
02.02 Taruna Siaga Bencana Perempuan, dan
Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota )
Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 19,86
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatnya Dinas Sosial,
i PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
Kualitasdan 1, ;¢ o7 06 GELO Presentase TMP yang terkelola % 0 0,00 0 0,00 85 91.652.500,00 8 9.710.680,00| 9,41 10,60 8 9.710.680,00 o|  o,00|Pemberdayaan
Kemampuan PAHLAWAN Perempuan, dan
P d Perlind Anak
Masalah Dinas Sosial,
it ial [1.06.07.2. (P lih: T Makam Pahl
Kesejahteraan Sosial emefiharaan faman Viakam Faniawan Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik ~ |% 0 0,00 0 000 9 91.652.500,00 8 9.710.680,00) 8,89 10,60 8 9.710.680,00 o|  o,00|Pemberdayaan
(PMKS) 01 Nasional Kabupaten/Kota Perempuan, dan
Perlindungan Anak
1.06.07.2. [Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Jumiah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Ema; SZSIaIl
oot ; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Dokumen 0 0,00 0 0,00 1 15.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  o,0| Smperaavaan
01.01 Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota ) Perempuan, dan
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota )
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.07.2. PerT?ellharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya Makam 0 0,00 0 0,00 70 15.187.000,00 0 1.483.000,00 0 9,76 0 1.483.000,00 0 0,00 Pemberdayaan
01.02 Nasional Kabupaten/Kota pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial,
1.06.07.2. P L i
06.07 engamanan Taman Makam Pahlawan Jumlah Laporan Hasil l?engamanan Taman Laporan 0 0,00 0 0,00 36 61.465.500,00 9 8.227.680,00 25 13,39 9 8.227.680,00 ° 0,00 Pemberdayaan
01.03 Nasional Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 8,89 10,60
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
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Sasaran

Kode

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K | Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 14.500.189.042,00 3.640.161.338,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | 39,82 23,70
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM| S2ngat | - Sangat
Rendah | Rendah
Petunjuk Teknis terkait Penerima Manfaat Anggaran yang bersumber pada DBCHT sampai Truwulan Il belum jelas
222 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
’ KEBUDAYAAN
Meningkatkan 1, ), 62 |PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN || crsentase Kebudayaan Dalam Daerahyang |, .| 100 0,00 99,42 0,00 100 307.328.000,00 20 34.235.900,00 20 11,14| 119,42 34.235.900,00| 119,42 0,00 E";asdpe"d""ka" dan
p ebuday.
kebudayaan menjadi " . -
2.22.02.2. [Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat |Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Dinas Pendidikan dan
i 100 0,00| 99,42 0,00 250 307.328.000,00 60 34.235.900,00 24 11,14| 159,42 34.235.900,00| 159,42 0,00
daya saing daerah 01 Pelakunya dalam Daerah Kak /Kota Lemb: dan Pranata Kebudayaan Orang ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ' """ |Kebudayaan
e Dinas Pendidikan dan
Presentase Pelaku Budaya yang dibina Persen 100 0,00| 99,42 0,00 100 307.328.000,00 60 34.235.900,00 60 11,14| 159,42 34.235.900,00| 159,42 0,00 Kebud
ebuaayaan
2:22.02.2. \Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, |umlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Orang 880 0,00/ 220  153.541.190,00 50 307.328.000,00 10 34.235.900,00 20 11,14 230 187.777.090,00| 26,14 0,00|Pinas Pendidikan dan
01.02 dan Pranata Kebudayaan Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 24,00 11,14
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatkan |, ,, g3 |PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN Persentase Pelaku Seni yang dibina Persen 100 0,00 0 0,00/ 100 20.000.000,00( 100 0,00 100 0,00 100 0,00/ 100 0,00|Pinas Pendidikan dan
lol. TRADISIONAL Kebuday:
kebudayaan menjadi . . " -
2.22.03.2. [Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Dinas Pendidikan dan
i 0 0,00 0 0,00 [} 20.000.000,00 0 0,00 0 0,00 [} 0,00 [} 0,00
daya saing daerah 01 Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota ’ ’ ’ ’ 4 ’ """ |Kebudayaan
2.22.03.2. Pemngkatan K‘aFaswtas Tata Kelola Lembaga Ju.n.'\Iah Lembaga KE_:seman Tradisional yang Lembaga 0 0,00 222 19.815.800,00 222 20.000.000,00 o 0,00 0 0,00 222 19.815.800,00 o 0,00 Dinas Pendidikan dan
01.03 Kesenian Tradisional Ditingkatkan Kapasitasnya Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 0,00
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatkan B . . Dinas Pendidikan dan
" 2.22.04 |PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan Persen 100 0,00/ 53,62 0,00 100 60.000.000,00 30 21.534.600,00 30 35,89 83,62 21.534.600,00| 83,62 0,00 Kebud
ebuday.
va 222.04.2.|P Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Persentase Pelaku Sejarah Lokal yang dibina  |Persen 100 0,00 53,62 0,00 100 60.000.000,00 50 21.534.600,00 50 35,89 103,62 21.534.600,00| 103,62 0,00|Dinas Pendidikan dan
daya saing daerah |01 Daerah K: [Kota Kebuday.
2.22.04.2. Pemberdaya.an Sumber Daya Manusia dan Jur.nlah Sumber Daf/a»Manus@ dan Lembaga Orang o 0,00 0 0,00 200 60.000.000,00 50 21.534.600,00 25 35,89 50 21.534.600,00 o 0,00 Dinas Pendidikan dan
01.01 Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 50,00 35,89
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Meningkatkan 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN P'ersentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan persen 100 0,00 0 0,00 100 32.163.000,00 0 14.796.500,00 0 46,00 0 14.796.500,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan
lol. CAGAR BUDAYA dikelol. Kebudayaan
y 2.22.05.2.|P Cagar Budaya Peringkat Pf:rsentase Cagar Budayaiyang ditetapkan Persen 100 0,00 0 0,00 100 32.163.000,00 0 14.796.500,00 0 46,00 0 14.796.500,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan
daya saing daerah |02 [Kota likelola oleh Kota Probolinggo Kebuday:
2.22.05.2. Di idi
0 0205 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan |Objek 2 0,00 2 2.981.200,00 2 32.163.000,00 0 14.796.500,00 0 46,00 2 17.777.700,00 100 0,00 K|r;asdPend|d|kan dan
. ebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 46,00
Predikat Kinerja SHIEER ganeat
Rendah | Rendah
- Di —
Meningkatkan |, ;) 06 |PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase Museurn yang dikelola persen 100 0,00 0 0,00 100 967.759.000,00 60|  108.237.090,00 60| 11,18 60|  108.237.090,00 60| 0,00 K":sdpe"d'd'ka" dan
p ebuday.
kebudayaan menjadi|2.22.06.2. |, o ) Kab /Kota Persentase P Persentase 100 0,00 0 0,00 100 967.759.000,00 60 108.237.090,00 60 11,18 60|  108.237.090,00 60|  0,00|Dinas Pendidikan dan
daya saing daerah |01 Kota Kebudayaan
. Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan . -
2.22.06.2. |P ‘
06.2. | Pelindungan, Pengembangan, dan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan |Unit 3183 0,00/ 3000 99.069.000,00 3183 210.000.000,00 0 0,00 0 0,00 3000 99.069.000,00| 94,25 0,00|Pinas Pendidikan dan
01.01 Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu X Kebudayaan
Koleksi Secara Terpadu
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan
2.22.06.2. Jumlah Sumber D: M ia Py Di Pendidikan d
Kapasitas Sumber Daya Manusia umian sumber baya Manusia Fermuseuman g ang 600 0,00 150  222.843.423,00 50 267.759.000,00] 100 106.304.090,00 200 39,70 250|  329.147.513,00| 41,67 0,00|D'nas Pendicikan dan
01.02 N yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Kebudayaan
ermuseuman
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2.22.06.2. |Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat [Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat unit 2 0,00 2 209.710.000,00 4 350.000.000,00 0 0,00 0 0,00 2 209.710.000,00 100 0,00 Dinas Pendidikan dan
01.03 Terhadap Museum Terhadap Museum Kebudayaan
2.22.06.2. |Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Jumlah. Sarana dan ?rasarana Museum yang unit 100 0,00 2% 36.325.000,00 55 140.000.000,00 o 1.933.000,00 0 138 2% 38.258.000,00 2% 0,00 Dinas Pendidikan dan
01.04 Prasarana Museum Tersedia dan Terpelihara Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 60,00 11,18
Predikat Kinerja| Rendah Sangat
Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1.387.250.000,00 178.804.090,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM| 26,8 20,84
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | 52ngat | Sangat
Rendah | Rendah
1. Beberapa sub kegiatan pendukung prioritas Urusan Kebudayaan dilaksanakan pada triwulan 3
2. Pelaksanaan DAK Non Fisik terkendala dengan p Juknis dan penerapan pada p hi beberapa kode rekening belanja perlu penyesuaian.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2,14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
Meningkatnya Persentase ketersediaan data mikro keluarga Dinas Kesehatan
Kualitas Kesehatan (2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ang sesuai ketentuan & 0 0,00 0 0,00 90 115.200.600,00 50 33.678.604,00 55,56 29,23 50 33.678.604,00 0 0,00 Pengendalian
Masyarakat vang Penduduk dan KB
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan N
2.14.02.2. |Pemerintah Daerah Provinsi dengan Persentase pendataan keluarga yan, Dinas Kesehatan
.14.02.2. 1 vinsi u
! & ¢ P &avyang % 0 0,00 0 000 90 1.000.000,00 50 0,00 5556 0,00 50 0,00 o|  0,00|Pengendalian
01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam |dilaksanakan
dali : duduk Penduduk dan KB
rangka P Kuantitas P
2.14.02.2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design |Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Dinas Kesehatan
0'1 0'2 """ |Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat |Grand Design Pembangunan Kependudukan Dokumen 0 0,00 0 0,00 1 1.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00|Pengendalian
. Kabupaten/Kota (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Penduduk dan KB
2.14.02.2 Perkiraan Al . |Persentase KKBPK ( Kependudukan Keluarga Dinas Kesehatan
Sl ’ ’ Berencana Pembangunan Keluarga ) yang % ] 0,00 [ 0,00 90 114.200.600,00 50 33.678.604,00 55,56 29,49 50 33.678.604,00 1] 0,00(Pengendalian
02 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota N
dilaporkan Penduduk dan KB
. . Dinas Kesehatan
2.14.02.2. | Penyediaan dan Pengolahan Data Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Dokumen o 0,00 0 0,00 29 600,00 29 0,00 100 0,00 29 0,00 o 0,00|pengendalian
02.02 Kependudukan Data Kependudukan
Penduduk dan KB
Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung
2.14.02.2 Membentuk Rumah Data Kependudukan di  [KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Dinas Kesehatan
O’Z Oé """ |[Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Kencana (Pembangunan Keluarga, Unit 0 0,00 0 0,00 7 1.000.000,00 12 0,00 171,43 0,00 12 0,00 0 0,00(Pengendalian
. Program KKBPK di Sektor Lain Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Penduduk dan KB
Sektor Lain yang Dibentuk
Dinas Kesehatan
2.14.02.2. |P i P lah L: P i P
0 embinaan dan Pengawasan Jumiah Laporan Pembinaan dan Pengawasan | 0 0,00 0 0,00 1 64.200.000,00 8 22.966.700,00 800 35,77 8 22.966.700,00 o|  0,00|Pengendalian
02.09 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  |Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
Penduduk dan KB
2.14.02.2 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Dinas Kesehatan
14922 | bencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga P Eump laporan 0 0,00 0 0,00 1 17.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  0,00|pengendalian
02.12 Data Keluarga
Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan
2.14.02.2. |P D: P i D lah: P
4.0 engolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan 1\ o 0 0,00 0 0,00 50 30.600.000,00 58 10.711.904,00 116 35,01 58 10.711.904,00 o|  0,00|pengendalian
02.13 Lapangan dan Pelayanan KB Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Penduduk dan KB
. y . Dinas Kesehatan
2.14.02.2. |Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan [Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Laporan o 0,00 0 0,00 1 1.000.000,00 3 0,00 300 0,00 3 0,00 o 0,00|Pengendalian
02.14 Pelaporan Program KKBPK dan Pengawasan
Penduduk dan KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 55,56 14,75
Predikat Kinerja| Rendah Sangat
Rendah
Meningkatnya Persentase kelompok pemberdayaan dan Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
Kualitas Kesehatan (2.14.03 BERENCANA (KB) keluarga a (KS) yang aktif |% ] 0,00 0 0,00 85 2.741.374.900,00( 74,95 305.908.128,00 88,18 11,16 74,95 305.908.128,00 [} 0,00|Pengendalian
Masyarakat [ sesuai k Penduduk dan KB
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Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i " i "
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
F Advokasi. K
Dinas Kesehatan
2.14.03.2. i i It P t: KIE KKBPK dilak: kan bagi
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian ersentase yang dilaksanakan bagl 0 0,00 0 0,00 85 701.450.100,00 50 89.524.500,00| 58,82 12,76 50 89.524.500,00 0 0,00|Pengendalian
01 Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya kader PPKBD dan sub PPKBD
Penduduk dan KB
Lokal
Dinas Kesehatan
2.14.03.2. [Advokasi P KKBPK kepada Stakehold
voxasi Frogram epada Stakenolders 0 0,00 0 0,00 0 120.000.100,00 0 20.500.000,00 0 17,08 0 20.500.000,00 0 0,00|Pengendalian
01.01 dan Mitra Kerja
Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan
- . . Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Dinas Kesehatan
2.14.03.2. |Komunikasi, 'nformas'.dan FdUkaS' (KIE) (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan  [Dokumen 0 0,00 0 0,00 1 2.000.000,00 1 0,00 100 0,00 1 0,00 0 0,00(Pengendalian
01.02 Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal N 3

Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Penduduk dan KB

Lokal

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program
2.14.03.2 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Dinas Kesehatan
Oi 0;1 " [Media Massa Cetak dan Elektronik serta Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Dokumen 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 2.832.000,00 0 1,89 0 2.832.000,00 0 0,00 Pengendalian

. Media Luar Ruang Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Penduduk dan KB

Media Luar Ruang

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Lumlah LaBporan lrekamsrrz: Opsraslcnal Di Kesehat
. A rogram Bangga Kencana (Pembangunan inas Kesehatan
2.14.03.2. [KKBPK Melalui Rapat Koord K t
¢ alul Kapa oor |n.aS| ecamatan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Dokumen 0 0,00 0 0,00 4 65.000.000,00 1 12.960.000,00 25 19,94 1 12.960.000,00 0 0,00 Pengendalian
01.06 (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa N o
. o Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Penduduk dan KB
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) L
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakord
2.14.03.2. |P lol O ional dan S: di Balai i:lumlsah Lap:r'al: 'l-‘a’slll Pen?eIIdOIEaBn Opere;(smnal Dinas Kesehatan
-14.93.2. | Pengelolaan Dperasional dan sarana di Balal - |dan sarana di Bafai Fenyuluhan Bangga fencana |, - | 0 0,00 0 0,00 1 284.450.000,00 1 53.232.500,00 100 18,71 1 53.232.500,00 0 0,00|Pengendalian
01.07 Penyuluhan KKBPK (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Penduduk dan KB
Keluarga Berencana)
Dinas Kesehatan
2.14.03.2. lah L: Hasil P lian Py
o 0803 Pengendalian Program KKBPK ::(';Pi aporan Hasil Pengendalian Program |, 0 0,00 0 0,00 2 80.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  0,00|Pengendalian
i Penduduk dan KB
2.14.03.2 " Tenaga _— Persentase penyuluhan, pergerakan pelay Dinas Kesehatan
Sl 63 "eny dan pengembangan program KKBPK oleh % 0 0,00 0 0,00 85 508.525.000,00 25 147.390.000,00( 29,41 28,98 25 147.390.000,00 0 0,00|Pengendalian
02 KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) N
PKB/PLKB bagi masyarakat Penduduk dan KB
Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan
. _— IMP dan Program Bangga Kencana Dinas Kesehatan
2.14.03.2. |P IMP P KKBPK di Li
03 embinaan dan Program di Lini (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Organisasi 0 0,00 0 0,00 1 30.000.000,00 1 6.000.000,00 100 20,00 1 6.000.000,00 0 0,00|Pengendalian
02.01 Lapangan oleh PKB/PLKB -

Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh Penduduk dan KB

PKB/PLKB
2.14.03.2. | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Dinas Kesehatan

<1092 | Teng 3 cer yang ieng €8 Orang 0 0,00 0 000 267 478.525.000,00( 267 141.390.000,00]  100| 29,55 267|  141.390.000,00 0|  0,00|Pengendalian
02.04 Pedesaan (IMP) Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Penduduk dan KB
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan . Dinas Kesehatan
2.14.03.2. R Persentase KB yang dil; N
03 Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan sesuai standar % ] 0,00 0 0,00 85 1.413.899.800,00 50 68.993.628,00 58,82 4,88 50 68.993.628,00 0 0,00(Pengendalian
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan KB
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat |Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Dinas Kesehatan
2.14.03.2. |Kont idan S P j Pel, Alat dan Obat Kont idan S
ontrasepsi dan Sarana Fenunjang Pelayanan | Alat dan Dbat Kontrasepsi dan >arana Laporan 0 0,00 0 0,00 1 40.500.000,00 1 9.558.888,00 100 23,60 1 9.558.888,00 o|  0,00|Pengendalian
03.01 KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan |Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan penduduk dan KB
dan Jejaringnya Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
. Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Dinas Kesehatan
2.14.03.2.
4.03 Pemngkata.n Kesertaan .Penggunaan Metode Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang|Orang 0 0,00 0 0,00 251 666.652.900,00 465 46.305.000,00( 185,26 6,95 465 46.305.000,00 0 0,00|Pengendalian
03.03 Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

(MKJP) Penduduk dan KB
2.14.03.2 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Dinas Kesehatan
0'3 O;E """ |Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) [Dokumen 0 0,00 0 0,00 46 20.042.000,00 18 8.839.740,00 39,13 44,11 18 8.839.740,00 0 0,00(Pengendalian

: Penunjang Pelayanan KB dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penduduk dan KB
. Dinas Kesehatan
214032\, o diaan Sarana Penunjang Pelayanan kg |2 Sarana Pendukung Operasional Unit 0 0,00 0 0,00 5 604.988.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  0,00|Pengendalian
03.06 PKB/PLKB yang Tersedia penduduk dan KB

31




Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

Sasaran Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan i . i " Anggaran RKPD
(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
2.14.03.2 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana :(uerlnlaar aLaBpe(:';anr:::::ltlj::mK:;ZEZ:a’:\e::eyarr;n Ksi Dinas Kesehatan
= 77" |dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas ) u g . produksi Laporan 0 0,00 0 0,00 46 81.716.900,00 3 4.290.000,00 6,52 5,25 3 4.290.000,00 0 0,00(Pengendalian
03.08 . . di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | . Penduduk dan KB
Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta .
2.14.03.2. | Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Persentase p Dinas Kesehatan
-12.03.2.|Org ¥ & kesertaan ber KB bagi organisasi % 0 0,00 0 0,00 85 117.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  0,00|Pengendalian
04 Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Kemasyarakatan penduduk dan K8
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB ¥:
2.14.03.2. |Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Dinas Kesehatan
-14.03.2. fIntegrasi gu ! ! u ume ! Integrasi 8y Dokumen 0 0,00 0 0,00 1 15.440.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00|Pengendalian
04.02 Kampung KB Lintas Sektor di Kampung KB
Penduduk dan KB
. Dinas Kesehatan
2.14.03.2. P.elaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK |Jumlah pe.ngelolaan program KKBPK di Kampung Kegiatan o 0,00 0 0,00 2 102.060.000,00 0 0,00 0 0,00 o 0,00 o 0,00|Pengendalian
04.03 di Kampung KB KB yang dilaksanakan
Penduduk dan KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 36,76 11,66
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
K “’:i"'"ﬁk“:\/: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase pasangan usia subur yang menjadi Dinas Kesehatan
uali n usia subu i
alitas Kesehatan |, 14.04 pasang yang menj % 0 0,00 0 0,00 85|  2.086.690.000,00 25 495.280.970,00( 29,41 23,74 25| 495.280.970,00 0 0,00|Pengendalian
Masyarakat PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) peserta KB aktif
Penduduk dan KB
2.14.08.2 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui | Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Dinas Kesehatan
0'1 e i dan K aan UPPKS) yang fasilitasi i % 0 0,00 0 0,00 85 2.067.000.000,00 0 315.010.000,00 0 15,24 0 315.010.000,00 0 0,00(Pengendalian
Keluarga dan d i Penduduk dan KB
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Di Kesehat
inas Kesehatan
2.14.04.2. |Ketah: dan Kesejaht Kell BKB, |Ketah dan Kesejaht Kel BKB,
etahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, |Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, |, 0 0,00 0 000 145 360.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o|  0,00|Pengendalian
01.02 BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan penduduk dan KB
enduduk dan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Kadi Mengikuti
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ur_n a _a ery?ng eng_l v .
2.14.04.2. |Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Dinas Kesehatan
o . 8 " |Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Orang 0 0,00 0 0,00 145 13.100.000,00 0 9.270.000,00 0 70,76 0 9.270.000,00 0 0,00|Pengendalian
01.04 BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Penduduk dan KB
8 Ekonomi Keluarga/UPPKS)
P diaan Biaya O ional bagi P lol.
enyediaan Blaya Dperasional bagl Fengelola Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) .
2.14.04.2 dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Dinas Kesehatan
""" |Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, ) R ’ Orang 0 0,00 0 0,00 5520 1.163.500.000,00 0 128.940.000,00 0 11,08 0 128.940.000,00 0 0,00 Pengendalian
01.05 . BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penduduk dan KB
Keluarga/UPPKS) 8
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok [Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Dinas Kesehatan
2.14.04.2. [Kegiatan Ketah: dan Kesejaht Kesejaht Kels BKB, BKR, BKL, PPPKS, )
eglatan fetahanan dan fesejanteraan esejahteraan Keluarga ( ' Kelompok 0 0,00 0 0,00 68 530.400.000,00 0 176.800.000,00 0 33,33 o|  176.800.000,00 o|  0,00|Pengendalian
01.06 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi penduduk dan KB
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta " .
L N Persentase Mitra dan Organisasi B
2.14.04.2 Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah an I xan fasilitasi Dinas Kesehatan
02 |abupaten/ Kota dalam Pembangunan =Y ""/‘"“"! 8 p 0 0,00 0 0,00 85 19.690.000,00 0 180.270.970,00 0| 91555 0 180.270.970,00 0 0,00|Pengendalian
an
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan . Penduduk dan KB
. kesejahteraan keluarga
Kesejahteraan Keluarga
Pelak Peningkatan Kapasitas Mitra d
e s.ana.an eningkatan fapasitas Mitra dan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan
Organisasi Kemasyarakatan dalam 5 . o "
Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dinas Kesehatan
2.14.04.2. |Pengelolaan Program Ketahanan dan . .
" dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Organisasi 0 0,00 0 0,00 19 19.690.000,00 0 180.270.970,00 0 915,55 0 180.270.970,00 0 0,00|Pengendalian
02.03 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, N
. Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Penduduk dan KB
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi PIK-R dan Pemberda
Keluarga/UPPKS) v
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 0,00 465,40
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Sasaran

Kode

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2019
s/d 2024 ( periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang

Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah

(2022) dievaluasi (2023) Dievaluasi (2023) Tahun 2023 (%) RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
2024 (%)
Indikator Satuan K/Target Rp/Apbd Rp K | Rp K | Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMI 4.943.265.500,00 I 834.867.702,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM| 30,77 163,93
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | 52ngat | Sangat
Rendah Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
’ PERTANAHAN
Meningkatnya Dinas Pekerjaan
Penataan Ruang PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH |Persentase Permasalahan Pertanahan yan Umum, Penataan
Kota Sesuai RTRW (2.10.04 . yang Persentase 93,5 344.900.196,00 0 0,00 94 65.126.500,00 30 28.193.400,00 31,91 43,29 30 28.193.400,00 [} 0,00 ’
GARAPAN Terselesaikan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan
2.10.04.2. (P lesai: keta Tanah dal Jumlah P lahan Pertanah u Penat:
0.04.2. |Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam | Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Permasalah 0 0,00 0 000 15 65.126.500,00 a 28.193.400,00| 26,67| 43,29 4 28.193.400,00 o  o,00[ mum Penataan
01 Daerah Kabupaten/Kota Difasilitasi Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Di Pekerj
2.10.04.2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Ulnas EP er]atan
++9%2 | Garapan dalam 1 (satu) Daerah 0 0,00 0 0,00 0 65.126.500,00 0 28.193.400,00 0 43,29 0 28.193.400,00 0 0,00 - MM Fenataan
01.02 Ruang, Perumahan dan
Kabupaten/Kota B
Kawasan Permukiman
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 26,67 43,29
Predikat Kinerja Sangat Sangat
Rendah | Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 65.126.500,00 I 28.193.400,00
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM| 26,67 43,29
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | Sangat | - Sangat
Rendah | Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2,08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Meningk: Di ial,
:enrltr;gp:::::pzzr:n PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER | ' ingkatan Peran Serta Kel P;r::;es::;?/;an
2.08.02 M kat dan P kat D h dal % ] 0,00 0 0,00 51 417.631.000,00 10 166.230.150,00 19,61 39,80 10 166.230.150,00 [} 0,00
dalam DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN asyarakat can Perangiat Daerah dalam ’ ’ ’ ’ ¢ g ’ """ |Perempuan, dan
| Pengarusutamaan Gender (PUG) )
p Perlindungan Anak
Di Sosial,
2.08.02.2.|F lemk Pengar Gender Persentase program dan kegiatan pemerintah Pma:’ ‘:Ia
.08.02.2. 'emberdayaan
01 (PU